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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Desember 2006 menyatakan, Pasal 27 {Undang
Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan RekofisSiliakiKR) yang
berbunyi, "Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat
diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan" bertentangan dengan UUD 1945. Akan
tetapi, karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara psda p
tersebut, maka implikasi hukumnya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga seluruh ketentuan dalam UU KKR
menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Hal tersebut dinyatakan Bhkamah Konstitsi dalam sidang pembacaan putusan
perkara 006/PUWUV/2006 yang dimohonkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Solidaritas Nusa Bangsa
(SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Trsin8erkeadilan (Imparsial), Lembaga
Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim
ORBA (LRRROB), Raharja Waluya Jati, dan H. Tjasman Setyo Prawiro dengan kuasa hukum
Tim Advokasi Keadilan dan Kebenarb@rhadap ptusan Mahkamahini, Hakim Konstitusi |
Dewa Gede Palguna mempunyai pendapat berbédssénting opiniohn

Dalam pertimbangannya, dhkamah Konstitusnenyatakan pembatalan keseluruhan
UU KKR tersebut dapat dilakukan dan tidak melanggar hukum acara, nrepkignohonan
(petitum) yang diajukan hanya menyangkut Pasal 1 Angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR,
karena pada dasarnya hukum acara yang berkaitan dengan pengujian wmcagg
terhadap UndangJndang Dasar 1945 menyangkut kepentingan umum yang akibat
hukumnya bersifat erga omnes, sehingga tidak tepat untuk melihatnya sebagai hal yang
bersifat ultra petita yang dikenal dalam konsep hukum perdata.

Larangan untuk mengadili dan memutus melebihi apa yang dituntut (petitum)
termuat dalam Pasal 178 Ayat (9rd(3) HIR serta padanannya dalam Pasal 189 Ayat (2) dan

(3) RBg, yang merupakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan

1 Baca lebih lanjuPutusan 006/PU4NV/2006,dapat diunduh pada laman www.mkri.id.



Agama di Indonesia. Hal demikian dapat dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan
atau tidak satu hak yang b@fat privat yang dimiliki individu atau orang perorangan terletak
pada kehendak atau pertimbangan orang perorangan tersebut, yang tidak dapat dilampaui.

Perkembangan yang terjadi dan karena kebutuhan kemasyarakatan menyebabkan
aturan tersebut tidak dibdakukan lagi secara mutlak. Pertimbangan keadilan dan
kepantasan dapat dijadikan alasan, sebagaimana tampak antara lain dalam putusan
Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970, tanggal 4 Februari 1970, dan tanggal 8 Januari 1972
serta putusan lain yang lebih, kewlian di mana ditegaskan bahwa Pasal 178 Ayat (2) dan (3)
HIR serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban
Hakim untuk bersikap aktif dan selalu harus berusaha memberikan putusan yangoeeaar
menyelesaikan p&ara?

Dalamgugatan perdata biasanya dicantumkan permohonan Penggugat kepada Hakim
untuk menjatuhkan putusan yang seaddilnya €x aequo et bono Dengan demikian, Hakim
memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih dari petitum. TerlebihdagHakim
Konstitusi yang menjalankan hukum acara dalam perkara pengujian wuochaiagng yang
terkait dengan kepentingan umum. Meskipun yang mengajukan permohonan pengujian
suatu undangundang adalah perorangan yang dipandang mentédal standingakan etapi
undangundang yang dimohonkan pengujian tersebut berlaku umum dan menyangkut
kepentingan masyarakat luas, serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari pada
sekadar mengenai kepentingan Pemohon sebagai perorangan. Apabila kepentingan umum
dimaksud menghendakinya, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan
atau petitum yang diajukan.

Hal demikian juga menjadi praktik yang lazim diterapkan di Mahkamah Konstitusi
negara lain. Misalnya, Pasal 45 UU Mahkamah Konstitusi Korea S&@&3i) henyatakan,
"Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional tidaknya suatu undamdpng atau suatu
ketentuan dari undangindang hanya yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh
ketentuan dalam undangndang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapa
dilaksanakan sebagai akibat dari putusan inkonstituionalnya pasal yang dimohonkan, maka
putusan tentang inkonstitusionalitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undadgng

tersebut." Mahkamah Konstituspun telah menerapkan hal tersebut, misalnyati&an

2 |bid.



Perkara Nomor 00021-022/PUUI/2003 mengenai Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan

Hal yang melatarbelakangi Pasal 27 UU KKR dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 adalah karena tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan &dqaldan karena
pemberian kompensasi dan rehabilitasi digantungkan kepada sesuatu yang belum pasti, yaitu
amnesti. Amnesti ini sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan atau
tidak setelah mendengar pertimbangan DPR sekalipun misalnya terlaihkti bahwa yang
bersangkutan adalah korban.

Hal ini tidaklah adil bagi korban, sebab di satu pihak, pemberian amnesti kepada
pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara implisit dinyatakan sebagai hak
[Pasal 29 Ayat (3) UU KKR], tetapi kengasi dan rehabilitasi secara implisit pun tidak
disebut sebagai hak. Selain itu, ketentuan Pasal 27 UU KKR juga tidak memberikan kepastian
hukum dan keadilan kepada pelaku, karena tidak terdapat jaminan bahwa pelaku akan
dengan sendirinya memperoleh anstesetelah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran
fakta-fakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada
korban dan atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.

Hal itu dikarenakan, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) KR] Jika korban atau keluarga
korban yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia memaafkan maka "Komisi memutus
pemberian rekomendasi secara mandiri dan objektif". UU-pliRtidak menjelaskan apa
@ly3a RAYIlI1adzR RSy3Ily TFNIal adad desataimandisdénzi dza |
20281 0ATFE AlGdzd bl Ydzyz RSy3Aly YSy3IAai{dzia LISyl
terdapat kemungkinan bahwa pelaku tidak direkomendasikan untuk mendapatkan amnesti,
meskipun ia telah mengakui kesalahan, mengakui kebenar&ta-fakta, menyatakan
penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga
korban yang merupakan ahli warisnya.

Pasca putusan perkara 006/PUNJ2006 tersebut, terjadi kekosongan hukum terkait
dengan rekonsiliasi dan pgangkapan kebenaran atas pelanggaran HAM di Indonesia yang

terjadi khususnya pada masa Orde baru dan Orde Lama. Dorongan untuk dibentuknya

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.



kembdi KKR mengemuka tetapi tidak mendapat respon positif dari pembentuk Undang
Undang.

Lebih lanjut, ketiadaan lebaga KKR (nasional) juga berimbas pada politik hukum
pembentukan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Ac&KR Acehmenurut UndangJndang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan A¢EJPA) Keberadaan KKR Aceh diatur
dalam Pasal 229 Undatdndang Nomor 11 Taim 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang
berbunyi: (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan UAdadgng ini dibentuk
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) upakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi. (3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja
berdasarkan peraturan perundaagmdangan. (4) Dalam menyelesaikan kasus pelangggaran
hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenadam Rekonsiliasi di Aceh dapat
mempertimbangkan prinsiprinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam
Pasal 230 UUPdisS 6 dzi { 'y ol KglY aYSiSyiddzy fSoAK flye
pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tdtarja, masa tugas, dan biaya
penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang
berpedoman pada peraturan perundawnigy R | y Bénga éturan tersebut, KKR Aceh
menginduk pada KKR (nasional) dan menjadi bagian darnid&iBgnal).

Walaupun demikian, KKR Aceh tetap dibentuk damaibekerja sejak dilaik pada
tanggal 24 Oktober 201@imaktubkan bahwaKKR Aceh mempunyai tugas dan fungsi
menjalankan Undangndang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan
peraturanpelaksanaannya Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh. KKR Aceh
adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif
atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut,
merekomemlasikan reparasi dan melaksanakan rekonsfliasi.

Dalam lamanrhttps://kkr.acehprov.go.iddisebutkan bahwa visi KKR Aceh adalah 1.

Mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu; 2.
Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu maupun
lembaga dengan korban; 3. Merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban

pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan denghakhlairbar.

6 https://kkr.acehprov.go.id/tentanekkr/, diakses 31/3/2020.
7 https://kkr.acehprov.go.id/vismisi/, diakses 31/3/2020.
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Dalam menjalakan fungsinya,KKR Acehmemiliki tugas, yaitu: 1. Menyusun
mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi; 2. Mengumpulkan
informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun
internasional, yang dilakak atas inisiatif organisasi tersebut ataupun permintaan KKR Aceh
sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh; 3. Melakukan penyelidikan untuk
mencapai tujuannya termasuk mendapatkan lapel@moran, dokumerdokumen, atau
bukti-bukti dari pih& berwenang dan badan pemerintah; 4. Menerima pernyataan dan bukti
lainnya dari para korban, perwakilan, aearis atau kerabat korban; Bertanggung jawab
menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksidvierfberikan
perlindungan kpada saksi dan korban serta orargng yang terlibat dalam proses
pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan; 7. Menjaga-arsip yang berkaitan dengan
pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancurareasgipdan/atau
barang bukt lainnya; 8. Melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan
pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti da fakta yang telah dikumpulkan, termasuk
analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau
ekonomi, tndakan dan aktor baik lembaga negara maupun-negara serta dampaknya; dan
9. Menyampaikan laporan akhir kepada pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga
lembaga penegakan HAM dan puliik.

Fungsi KKR Aceh adalah: 1. Melaksanakan prinsip dan tugas&iKR. AMembuat
kebijakan dan merencanakan program berkaitan dengan seluruh aspek kerja Komisi; 3.
Melakukan fungsi koordinasi dengan seluruh komisioner; 4. Membangun jaringan dengan
berbagai otoritas dan pihak lain; dan 5. Memastikan ketersediaan eumitaya dan
mengontrol anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Qantn ini.

Wewenang KKR Aceh meliputi: 1. Mendapatkan akses pada semua sumber
informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun
keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non pemerintah; 2.
Mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait
dengan peristiwa yang sedang diselidiki; 3. Mendapatkan seluruh informasi dara semu
proses pemeriksaan perkara, persidangan dan putusan pengadilan untuk mendukung proses

penyelidikan; 4. Mendapatkan dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari

8 https://kkr.acehprov.go.id/tugasianfungsi/, diakses 31/3/2020.
9 bid.
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institusi negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuarepéukin
komisi; 5. Membangun dukungan kerjasama dengan institusi non negara baik nasional
maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan pembentukan
komisi; 6. Menyebutkan nam@ama pelaku yang terkait dengatepggaran HAM; 7.
Melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam penyebutan-nama pelaku;
8. Menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk
kepentingan pemenuhan hak korban atau pelaku; 9. Membukaniafsi yang diperoleh
dalam penyelidikan dalam hal dan kepada pip#iak yang dalam pertimbangan komisi tidak
merugikan korban dan pelaku; 10. Mengundang korban, saksi dan atau institusi untuk
mendukung proses penyelidikan; Meminta lembagaatau institusi yang berwenang untuk
memberikan perlindungan bagi saksi, korban dan pelaku yang mengaku; 12.
Merekomendasikan langkdlangkah reparasi yang adil bagi para korban; 13.
Merekomendasikan langkalangkah legal dan administrasi guna mencegaldakan
tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu; dan 14. Memastikan pemerintah
melaksanakan seluruh rekomendasi komisi. KKR Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur
Aceh dan DPRA.

Dengan berbagai kewenangan tersebut, perlu untuk diteliti sejaalma eksistensi
KKR Aceh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008GX7RRO6. Selain itu, perlu

dikaji legalitas lembaga KKR Aceh dan aspek pelaksanaan kewenangannya.

2. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimaebutkan di atas,
penelitian ini hendak menjawab pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimanaputusan MK tentangKKR dan perintahnya terkait rekonsiliasi dan
pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM di Indonesia?
2. Bagaimanadasar hukum pembentukan KKR Aceh dapamberi legitimasi bagi
rekonsiliasi dan pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM di Aceh?

3. Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan tugas dan wewenang KKR Aceh?

101bid.



3. Tujuan
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana disebutkan di atas,
penelitianini bertujuan untuk:
1. Mengetahui lagaimana putusan MK tentang KKR dan perintahnya terkait rekonsiliasi
dan pengungkapan keberear pelanggaran HAM di Indonesia.
2. Menganalisislasar hukum pembentukan KKR Adahnlegitimasi bagi rekonsiliasi dan
pengungkaparkebenaran pelanggaran HAM di Aceh.

3. Mengetahuitindak lanjut pelaksanaan tugas dan wewenang KKR.Aceh

4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti data primer
yaitu putusan MK dan bahan lainnya sebatga sekundet! Pembahasan secara deskriptif
digunakan untuk menggambarkan perkara yang diajukan ke MK, khususnya terkdarkKKR
keberadaan KKR Aceliemudian hal tersebut digunakan untuk menganalisis pembentukan
dan eksistensiKKR Aceh. Dalam rangka payaan terhadap materi penelitiartelah

dilakukan pula wawancara dan pencarian infornpegiaKKR Aceh.

11 Sarjono Soekanto dan Sri Mamudjignelitian Hukum dfmatif, Suatu Tinjauan SingkafJakarta: Rajawali
Pers, 2008), him. 134.



BAB 2
LEMBAGA NEGARA DAN REKONSILIASI

1. Lembaga Negara dan Checks and Balances System

Lembaga negara dalam bahasa Belanda umumnya disstaatsorgaan Dalam
bahasa Indonesia, hal tersebut diterjemahkan menjadi lembagamebadan negaraatau
disebut juga dengan organ negar®alam kamus Hukum Belanttadonesa, kata
staatsorgaarnitu diterjemahkan sebagai alat dengkapan negarat?

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terdapat pengaturan nama lembaga negara
yang pernah ada. Dalam UUD 1%&helum perubahan tidak dikenal istilah lembaga negara
Untuk menyebut lembaga negardigunakan istilah Majelis (Permusyawaratan Rakyat),
Dewan (Perwakilan rakyat), Badan (Pemeriksa Keuang#&mnstusi RIS unkumenyebut
lembaga negaranenggunakan istilah alatlat perlengkapan federal Republik Indonesia
Serikat, yang terdiri dari PresideMenterirmenteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat
Mahkamah Agungindonesia, dan Dewan Pengawas KeuaridanUUDS 1950dalam
menyebut lembaga negammenggunakan istilah alat perlengkapan negara, yang terdiri dari
Presiden dan Wakil PresideMenteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung,
dan Dewan Pengawas KeuandgaBedangkan UUD 1945 setelah perubahan keempat (Tahun
2002), melanjutkan kebiasaan MP$belum masa reformasilengan tidak konsisten
menggunakarperistilahan lembaga rggra, organ negaradan badan negarf

Untuk dapat memahami penggunaan berbagai istilah itu, maka perlulah diketahui
kewenangan dan fungsi institusi yang bersangkutanlyJAsshiddigienemberikan contoh
sebagai berikut.

Misalnya, Di dalam Dewan Perwakilan Rala@é Baan Kehormatan, tetapi di
dalam Mahkamah Agundan Mahkamah Konstitusiapat dibentuk Dewan Ker-
matan. Di dalam Lembaga seperti LembagayRean Publik (LPP) seperti Radio

Republik Indonesia (RRiJa Dewan Pengawas. Artinya, yang mana yang lebih luas

2Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belahmtfonesia, ce?, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 390 yang dikutip

WAYE& ! 8aKARRAGASE Gt2aiai .yl LyR2ySaapCithindst 3IrA [SYol
3 Achmad RoestandOp.Cit, him. 109.

¥1bid., him 110.

15 bid.

16 Jimly Asshiddig® 6t 2aA&dA . Fy] LyR2yS&aAl {Sol 3e@dtSyolr 3t bsS3l



dan yangmana yang lebih sempit dari istilastilah dewan, badan, dan lembaga,
sangat tergantung konteks pengertian yang dimaksud di dalamnya. Yang penting
untuk dibedakan apakah lembaga atau badan itu merupakan lembaga yang

dibentuk oleh dan untuk ngara atau a@h dan untuk masyarakat.

Dengan demikian, menurut Jimly Asshiddiglapat dikatakan bahwa ldmaga apa
saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut sebagai lembaga
negara'® Hal tersebutterkait dengan pemikiran Hans Kelsen yang menyatakan bahwa siapa
saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan te#ghl orderadalah suatu orgat?
Hans Kelsen pudf S y & | (i The Btgtesactsionly through its orgar®
Achmad Roestandnembagi lembaga negaitserdasarkan: fungsi yang dimilikinya,
kedudukannya, atau peraturan yang menjadi dasar pembentukannya-jdarislembaga
negaraberdasarkan fungsiyadalah sebagai berikut.
a. Lembaga legislatifyaitu lembaga negangang berfungsi melaksanakan cabang
kekuasaan membuat undangmdang;
b. Lembaga eksekutifaitu lembaga negarngang berfungsi melaksanakan cabang
kekuasaan menjalankan undangdang;
c. Lembaga yudikatifyaitu lembaga negangang berfungsi melaksanakan cabang

kekuasaan mengadili pelanggaran undamgiang?*

Berdasarkan lkdudukannya, George Jellinedebagaimana dikutip Achmad Roestandi
membedakan lembaga negasabagai berikut.
a. Lembaga negara yang langsunmrfittenbare orgap, yaitu lembaga negara
yang menentukan ada atau tidak adanya negara. Dengan merujuk pada teori
Trias Politikalembaga negargang langsung itu adalah lembaga neggaag
dimaksud oleh konstitusiyaitu lembaga negargang melaksanakan cabang

kekuasaan legislatieksekutifatau yudikatif

1bid. him. 2.

18 | bid.

Hans KelserGeneral Theorgf Law and State(New York: Russell & Russell, 1961), him.192.
2bid., hal. 195.

21 Achmad RoestandDp.Cit, him. 107.



b. Lembaga negara yang tidak langsumiftenbare aggan), yaitu lembaga negara

yang bergantung pada lembaga neggamg langsung?

Penggolongan lain berdasarkan kedudukannya, dibedakan, antara lain:
a. Lembaga negara utama atau lembagggaraprimer Y F Ay aidl ®BuQa 2NBIl Y
primary constitutional orgarjsyaitu lembaga negargyang dibentuk untuk
menjalankan salah satu cabang kekuasaeegara (legislatifeksekutif atau
yudikatif), dan
b. Lembaga negara penunjang atau lembaga negaralukung @uxiliary organy
yaitu lembaga negangang dibentuk untuk memperkuat lembaga negatama

dalam menjalankan kekuasaanrifa.

Dengan merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD y&4& kemudian dijabarkan dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b UU 24/2003 tergadVlahkamah Konstitusiembaga negardapat
dibedakan:

a. Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD d845
b. Lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD t&€4& diberikan
oleh undangundang atau peraturan perundangidangan lainnya.

UUD 1945endiri tidak merinci secara tegas leaga negaa mana saja yang termasuk
lembaga nega yang kwenangannya diberikan oleh UUD 1945. Bahkan dalam UUD 1945
sebelum perubahan istilah lembaga negara dalam konstitusi Indonesia belumakfke
Untuk menamai lembaga negara digunakan berbagai istilah, misalnya Majelis (Majelis Per
syawaratan Ralat), Dewan (Dewan Penkigan Rakyg, Badan (Badan Pemeriksaudagan)
dan lairlain. Baru pada amandemen ketiga digunakan istilah lembaga negmmng
kewenangannya berikan oleh Undang Undang Dasar [Pasal 24c ayat (1) UUD?2945].

Oleh karena dalam UUD 1948ak ada rincian yang tegas tentang lembaga negara

yang kewaangannya diberikan oleh UUD 1945, maka menurut Achmad Roestermlika

221bid., him. 108.

23 1bid., him. 108109.

24 H.A.S. Natabayaylenata Ulang Sistem Peraturan Perundamglangan Indonesia, Jejadkangkah dan
Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H. (ldkktta: Setjen dan Kepaniteraan RK
2008), him. 208.

25 Achmad RoestandDp.Cit, him. 118.



kemungkinan membuat penggolongan leaga negaa yang kewenangannya diberikan oleh
UUD sebagai berikut:
a. Golongan pertamdembaga yang bentuk/nama dan wewenangnya diatur oleh
UUD 1945yatu MPR DPRDPD, dan seterusnya.
b. Golongan kedua: lembaga yang bentuk dan namanya tidak ditentukan oleh
UUD 1945tetapi wewenangnya diberikan oleh Undamgdang, yaitu Dewan
Pertimbangan Presidetian KPU.
c. Golongan ketiga: lembaga yang tidatedtukan oleh UUD 194tetapi bentuk,
nama, dan wewenangnya diberikan oleh UU, yaitu Bank S€R@raal 23d), dan
Badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakim

[Pasal 24 ayat (3) UUD 194%].

Sekalipun telah dibuat penggolongannya seperti diuraikan di atas, menurut Achmad
Roestandi, setidakdaknya masih terdpat tiga macam penafsiran mengenai lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1 94#tu:

a. Penafsiransecara luas, yang menyatakan bahwa lembaga negmmng dapat
berpetkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara, mencakup semua
lembaga negara yang temasdélam Golongan Pertama, {6ogan Kedua, dan
Golongan Ketiga tersebut di atas.

b. Penafsiran secarmoderat, yang menyakan bahwa yang dapat berperkara
dalam sengketa kewenangan lembaga negadalah lembaga yang dulu
dikenal sebagalembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, yaitu MPR
Presiden Wakil Presiden, DPRPD, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah
Agung Komisi Yudisiatian Mahkamah Konstisi.

c. Penafsiran sempit, yang menyatakan bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 65 UU
Nomor 24 Tahun 2003 yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan
lembaga ngara hanyalah tiga lembaga negara saja, yaitu ,DPRD dan

Presiden?’

% |bid., him. 119
27|bid., him. 119120.



Terkait dengan pengaturan lembaga nega@n hubungan antarlembaga negara,
perlu dipertimbangkan pandangan mengenai konsep pemisahan kekuasapargtion of
power). Gagasan pemisahan kekuasaan telah muncul dalam karya Aristotdées buku
Politics Kekuasaan suatu negara dibagi menjadi tiga bagian, ya#iama kekuasaan
mengadakan peraturaperaturan dalam garis besar, yang memuat prifmiipsip yang harus
ditaati warga negara, yang disebut kekuasaan legisldfédua kekuasaan untuk
melaksanakan prinsiprinsip itu yang disebut dengan kekuasaan eksekiigfigg adalah
kekuasaan untuk menyatakan apakahggota masyarakat bertingkahlaku sesuai dengan
peraturan legislatif dan apakah kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan peraturan
peraturan legislatif tidak menyimpang dari pringignsip yang ada di dalamnya. Kekuasaan
ini disebut dengan kekuasaan yudikafif

Teori pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh John ldaiken Two Treaties of
GovernmentMenurut John Locke, kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan legasigtif
berhak mengarahkan kekuatan persekatuakan digunakan untuk kelestarian masyarakat
dan para anggotanya. Kekuatan yang kedua yang bertugas untuk melaksanakan hukum agar
tetap tegak, yaitu kekuasaan eksekugding terpisah dari kekuasaan legislatif. Selain itu,
diperlukan kekusaan yang bersifat alami dan sesuai dengan kecenderungan alami manusia.
Kekuasaan ini bertugas untuk menyelesaikan perselisihan antaranggota masyarakat dan
dengan masyarakat lain, atau kekuasaan yang mengurusi masalah perdamaian dan perang,
yaitu kekuasaafederatif, di luar kekuasaan legislatif dan ekekefif.

Teori pemisahan kekuasaan yang lain, yang lebih digunakan dalam penyelenggaraan
negara demokrasnodern, adalah teori MontesquielKekuasaan dibagi menjadi tiga &&ri
Politika), yaitu kekuasaan legislatthu pembentuk undangndang, kekuasaan ekekutif atau
kekuasaan menjalankan undangdang, dan kekuasaan yudikatau kekuasaan mengadili.
Argumennya adalah.

Apabila kekuasaan legatif dan eksekutifdisatukan pada tangan yang sama,
ataupun pada badan penguapanguasa yang sama, tidak mungkin terdapat
1SYSNRS{IFyYyX WdzAlFX GARF]l FlFy o6Aal RAGSAL

BadzOKIFYFR 't A {FFFQF{GX aYSRdzRdzl}ty 5Sgly tSNBI1ALLY
Pasca Perubahan Keempat Undang R y3 5F &1 NJ bS3I N} wSLlzofA]l LYyR2ySa
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), him. 16.
2 1bid., him. 5556.



mengadili tidak dipshkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Apabila
kekuasaan mengadili ini digabungkan pada kekuasaan legislatif, kehidupan dan
kemerdekaan kawula negara akan dikuasai oleh pengawasan suka hati, oleh sebab
hakim akan menjadi orang yang membuat undangang pula. Apabila kekuasaan
mengadili digabungkan dengan kekuasaan eksekutif, hakim itu akan bersikap dan
bertindak dengan kekerasan dan penindasan. Akan berakhir pulalah sgdatea
apabila orangprang yang itu juga, ataupun badan yang itu juga (apasadan ini

terdiri dari orangorang bangsawan atau rakyat banyak) yang akan menjalankan
1SGAIL YIFOFY?3S{dzr alk Iy AdGdzx

Idealitas Montesquieuadalah bahwa ketiga fungsi kekuasaan negara itu harus
dilembagakan masinmasing dalam tiga organ negai®atu organ hanya boleh menjalankan
satu fungsifnctie), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masiragingdalam arti
yang mutlalk!

Setiap organ yang menjalankan salah satu fungsi negara mempunyai kedudukan yang
sederajat atau setara. Tidak ada satu cabang kekuasaan yang lebih tinggi daripada cabang
kekuasaan yang lain dan tidak boleh terjadi dominasi yaaggudian oleh salah satu cabang
kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Selain harus menjalankan fungsinya masing
masing, setiap cabang kekuasaan juga harus saling mengimbangi dan saling melakukan
pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Sistdang sakengimbangi dan saling
mengawasi antara cabang kekuasaemecks and balanceysten) memang diperlukan agar
tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau kesewenapgangans?

Jimly Asshiddigie berpendapatkonsepsi Tas Politica yang diidealkan oleh
Montesquieuini jelas tidak relevan lagi. Berikut penjelasannya.

Mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut
hanya berurusan secara ddssif dengan salah satu dari ketiga fungsklasaan

tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antarcabang kekuasaan

%0 Montesquiey5S £ QSALINA G RSa f,AM8 Bapiankx§ Bap-&aA dikitifi oleh Belidi Kodr, f I 6 & 0
Pemikiran Politik Di Negeri BardEdisi Revis Cetakan Il. (Bandung: Mizan, 1997), him. 3% dalam

adzOK | YI R !DPIidad StrdkturtPhriérien Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Antara Bikameralisme

dan Trikameralisme, serta Perbandingan dengan Negd@gara Lain(Malang: Bahtera Press, Z)Qhim. 36.

3 Jimly Asshiddig® &t 2aAaix .yl LYR2ySaAl {Sol 3¢t ®pdgtLdmaer 35 bS3l
32 Achmad RoestandDp.Cit, him. 106107.



itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat
dan saling mengendalikan satu sama l|&e@suai dengan prinsighecks and

balances®

Dalam perkembangannya, wewenang membentuk hukum tidak hanya diberikan pada
cabang kekuasaan legislatietapi juga pada kekuasaan eksekut#lam bentuk peraturan
administrasi negara atau peraturan yang dibuat berdasarkan pelimpahan badan legislasi
(delegated legislatiodn @ . | K1y YSydzNHzi bAQYl Gdzf | dzRIl X
menunjukkan, cabang kekuasaan memtuk undangundang makin kendor atau minimal
tidak sebanding dengan kecepatan pembentukan hukum oleh administrasi negara
(eksekutif)34

H. Azharypun menyatakan tidak ada satupun negara di dunia yang menggunakan Trias
Politika secara murni. Dalam kenyataannya, hampir tidak mungkin kalau setiap lembaga
negarahanya melaksanakan satu fungsi saja tanpa turut campur dengan fungsi lembaga
negaralainnya®

Dalam konteks Indonés pasca perubahan UUD 1945, kewenangan dan kekuasaan
masingmasing lembaga negara diatur dan dirinci sedemikian rupa dan saling mengimbangi
dan membatasi antara satu dengan yang lainnya berdasar ketentuan wunhalagg dasar
(checks and balancg¥® Walau begitu, ketiga fungsi kekuasaan negara tidak berdasarkan

Trias Politika, yaitu tidak dilembagakan masingsing dalam tiga organ negara.

2. Rekonsiliasi dan Lembaganya
Terdapat perbedaan antam@nflict settlement, conflict resolutiodanreconciliation.
Kelmari” menjelesakarconflict settlementsebagai sebuah pencapaian kesepakatan antara

kelompok yang berkonflik dengan cara mengakomodasi kepentingan dua belahGuaindlict

BJimly Asshiddig® &t 24A&A .yl LYR2yS&Al {86l ZlopCiflral 3+ bs3
¥p A QY (i dzémbagdaRelgata dalam Masa Transisi Demok(¥sigyakarta: Ull Press, 2007), him. 72.
BH Azharg G ¢S2NR . SNYS3IFNY . Fy3al LyR2y-PéngettianddnlAgadz t SYI K

lata RIETFY 1dzldzy ¢FdF bS3AFNIE€SX O0tARIFG2 tSy3dzl dzKbEy @1
sebagai Guru Besar Tetap ada Fakultas Hukum Universitas Indonksfanta, Rabu, 26 Juli 1995), him. 7.

% Hamdan Zoeva G {AadSY tSyeStSy3aalrNY Iy YSE{dzZaal{hyt I KS IRANG | Ya g
pada acara sosialisasi Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan RI, yanggdisgkan oleh

Mahkamah Konstitusi kerjasama dengan APSI, di Hotel Atlet Century tart@alptil 2005, him. 6.
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resolutionmerupakan hubungan antara kedua kelompok yang berubikdp namun masih

ada sikap tidak percaya dan menolak kelompok Rétonciliatioomerupakan sebuah proses
menumbuhkan rasa percaya dan perubahan identitas yang menerima kelompok lain sebagai
manusia dan bukan sebagai musuh.

Peran masa lalu dalam perkemmggn sebuah peristiwa yang memiliki potensi konflik
sangatlah esensial, meskipun sejarah masa lalu banyak memengaruhi persepsi dan
pengalaman kolektif/individu terhadap konffik. Informasi yang diperoleh tentang
bagaimana ingatan kolektitdllective memar) memiliki peran untuk memudahkan atau
menyulitkan pencapaian resolusi konflik.

Banyaknya kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia memunculkan
berbagai istilah seperti konflik vertical dan konflik horizontal, konflik komunal dan konflik
antar etnis/agama. Konflik vertical dipahami sebagai sebuah bentuk konflik yang terjadi
antara masyarakat dengan negara, atau berbagai kelompok di masyarakat dengan
pemerintah seperti konflik yang ada di Aceh, Papua, dan Riau. Adapun yang dimaksud dengan
konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di antara sekelompok masyarakat termasuk
di dalamnya konflik komunal dan/atau konflik antar etnis/agama misalnya konflik yang terjadi
di daerah Poso, Sampit, dan Sam#as.

Dalam tataran praktik, konflik yang tjadi di Indonesia melibatkan kelompok
kelompok dengan agama dan etnis yang berbeda. Pada sebuah konsep teori, terdapat teori
identitas atau etnisitas yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan antar kelompok yang
memiliki perbedaan etnis, agama, dan ras alamenjadi tidak harmonis. Sebuah penelitian
yang diselenggarakan oleh LIPI menyatakan:

GOSNRIFAFNJ Y IyFfA&aAa adNHzl GdzNJ {2y FE Al @&l

perbedaan pemahaman, kepentingan, dan ideology. Perbedaan pemahaman tentang

istilah separatism antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua menjadi
salah satu sumber konflik, pemerintah Indonesia hampir selalu memandang gerakan
anti-pemerintah sebagai ancaman bagi keutuhan wilayah NKRI. Sebaliknya,

masyarakat Papua mengartikaaparatisme sebagai sikap yang menentang kebijakan

¥ NIYR2Y |1 FYOSNI YR WAOKINR 2Afazys a{éyYengeimPOst / f 2 & dzNX
I 2y Tt AOG { 2Thé RolebfSvierhary inFEEhAid: Conflict, €dirns and Michael Roe, eds., New York:
Palgrave/Macmillan, 2003, him. 144.
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dan tindakan diskriminatif, ketidakadilan dan eksploitasi SDM dan SDA Papua oleh

t dzato i dé

Rekonsiliasi masyarakat setelah terjadi konflik komunal dapat dikatakan sebagai
sebuah kegagalan ketika pada fakgantelah hilang suatu modal sosial yang dimiliki
sekelompok masyarakat yaitu rasa percaya ataist. Francis Fukuyam& menyatakan
bahwa dalam suatu keadaan yang berubah masyarakat cenderung menjadi lebih
individualistik dan tidak menginginkan adanya kesjyaa atau saling dukung dengan anggota
masyarakatnya. Hubungan saling bekerjasama tidak mudah dibangun kembali pada
masyarakat yang sedang berada pada situasi pasca konflik. Masyarakat cenderung masih sulit
menerima pendapat orang lain dan merasa bahwa eeaman masalah sosial bukanlah hal
yang krusial untuk dipecahkan. Sebuah penelitian oleh Trifonenemukan sebuah asumsi
bahwa sekelompok masyarakat yang masih bersandar pada dinamika kelognmak
solidarity atau ethnic solidaritycenderung tidak akan emgizinkan anggotanya untuk dapat
berasosiasi dengan individu ataupun kelompok sosial di luar komunitasnya. Adanya upaya
untuk melakukan rekonsiliasi atas dampak konflik di masa lalu bermanfaat untuk
meminimalisir terjadinya kembali konfl{(konflict trend relapsed)yang dapat menghambat
upayaupaya perdamaian. Namun demikian, konflik yang terjadi di masa kini dapat
diidentifikasikan dari tiga hal yaipertama,keadaan atau ketegangan struktural yang berasal
dari akar permasalahan di malséu yang belunterselesaikankedua kebijakan dan dinamika
masyarakat yang dapat memicu timbuénkonflik, krisis ekonomketiga, perselisihan warga
yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan
hidup.

Belum berhasilnya berbagai bentugkonsiliasi masyarakat pasca konflik komunal
yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia disebabkan oleh belum tersentuhnya akar
konflik sehingga krisis kepercayaats{rust) antar masyarakat menjadi semakin buruk dan

pada akhirnya mengakibatkan adanyegregasi sosial. Pembangunan sebuah proses

V1L RNAFYEF 9fA&Fr0SGKE /I Ké&2 tlYdzy3airkas adiNARIFY {® 2 AR:e
t 20SyYAaA 5 Yl A RA-Riset KaoigetiifdPengdmbangdadi Ibtek S{ibLProgram Otonomi Daerah,

Konflik dan Daya Saing, 2005, hlr@. 2

41 Francis Fukuyamdrust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmu@62, Terjemahan oleh Ruslani,
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perdamaian jangka panjang berbasis kepercay#fast] dapat dicoba dilaksanakan dengan
menggunakan empat indikator yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan rekonsiliasi.
Pertamamenumbuhkan keinginan setiaparga negara (warga masyarakat sebagai individu)
untuk berasosiasiKedua,membudayakan kerjasama antar kelompok masyaraKatiga,
membudayakan kejujuran baik dalam bersikap maupun bertuti@empat,menanamkan
sikap loyalitas sebagai bentuk pengabdikepada adanya kepentingan bersama atau
kepentingan komunaf®

Perdamaian menurut Miller memiliki makna yang lebih dari sekedar tidak adanya
permusuhan dan perantf perdamaian merupakan suatu prosesengubah kekerasan
dengan berbagai macam cara dan usahagylerkelanjutan untuk menjadikan perdamaian
itu sendiri sebagai nilai tertinggi kemanusigaujuan dari transformasi konflik merujuk
pada Fisher, adalah dalam frangka mengatasi sursbatber konflik sosial dan politik yang
lebih luas dan berusaha mengub&ekuatan negative dari sebuah peperangan atau konflik
untuk menajdi kekuatan sosial dan politik yang po$ttif.

KKR yang secara umum tidak memiliki batasan tegas demikian pula definisi kebenaran.
Jurgen Habernas membagi kebenaran ke dalam tiga katdggtama, kebenaran faktual
yaitu sesuatu yang bendoenar terjadi dan nyata adanyleduakebenaran normative yaitu
berkaitan dengan apa yang oleh masyarakat dirasakan sebagai adil atau tidadetdd,
kebenaran yang hanya akan menjadi kebenaran jikgadakan dengan cara yang bertar.
KKR dalam konteks ini mendefinisikan kebenaran kedalam ketiga perpaduan kategori
tersebut, sebuah komisi tentunya harus mampu mencari, menemukan, dan mengemukakan
fakta tentang suatu peristiwa dengan segala akibatnya. édngpatkan keadilan korban dan

pelaku sebagai prinsip kerja, tidak boleh berlaku tidak adil bahkan terhadap pelaku, jujur dan

Ba2Kd bdziFl X aaSYoly3ddzy YSYoltA tSNRIFYFAJugidSosi81 2y aAf
IImu Politik Universitas Hasanuddin vol.1 No.1, Juli 2015, him. 141.

4 Miller, Hristophere A glossary oferms and Concepts in Peace and Conflict Stugliempia: Upeace Africe

Programe, 2005.
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transparan dan tidak manipulative. Ketika ketiga aspek kebenaran tidak terpenuhi, temuan
dari komisi tidak akan dipercaya oleh maskat dan pihakpihak terkait.

Konsep rekonsiliasi secara etimologis tidak memiliki makna yarigluejelas.
aSy3dzi ALY . f I Ofréexanciljatiof: 16rdsOratibreof/hiard@ny between persons
or things that had been in conflict <a reconciliatlzetween the plaintiff and the defendant is
unlikely even If the lawsuit settles before trial>; 2. Family law. Voluntary resumption, after a
separation, of full marital relations between spouses <the court dismissed the divorce petition
I F34SNJ & @cordiliatith>Ngaknga rekonsiliasi dalam KK&pat dikatakan sesuai
dengan pengertian rekonsiliasi yang pertgiyaitu restorasi keseimbangan (harmoni) antara
orang atau sesuatu yang tengah berada dalam konflik. Dalam konteks konflik atau kekerasan
politik, rekonsiliasi dapat dijabarkan sebagai suatu sikap untuk mengembangkan saling
penerimaan yang bersifat damai antara orasrgng atau kelompok yang bermusuhan
dahulunya.

Rekonsiliasi menjadi kata kunci dalam pembentukan KKR terkait dengan usaha
mempeibaiki hubungan sosial, politik, psikologis antar warga negara sebagai pribadi atau
kelompok dengan negara sebagai akibat dari tindakan negara yang tidak adil dan tidak
manusiawi. Rekonsiliasi diperlukan untuk membangun masa depan bangsa dan negara yang
demokratis di atas pilihan sikap saling memaafkan dan melupakan, bukan demi penuntutan
pidana. Rekonsiliasi yang diharapkan dapat digali dalam pelaksanaan tugas KKR adalah bentuk
rekonsiliasi politik nasional bukan rekonsiliasi individual. Sehingga kebarh&3R akan
diperhitungkan dari seberapa besar kemampuan dan keberhasilannya menciptakan
rekonsiliasi.

Masyarakat sudah selayaknya mendapatkan fasilitas dari negara berupa sarana
penyelesaian konflik yang optimal dalam rangka perwujudan negara kesejahte3abagai
anggota PBB Indonesia juga sudah seharusnya menerapkan fmimsgp umum hak untuk
perbaikana dan reparasi korban kekerasan hak asasi manusia internasional dan pelanggaran
hukum humanitarian internasion&!. Ruang lingkup dari kewajiban negaadalah untuk

menghormati, memastikan penghargaan dan perwujudan hukum hak asasi manusia

Bryan A. Garner, f 01 Q& [ | & 5 A O Ve Thoms® Busingss,\200& hIEBBFA (G A 2 y X
49 Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victtims of Gross Violations of
International Human Rights Law and Serious Violations of Internatituralanitarian Law.



internasional dan hukum humanitarian yang disediakan di bawah lemleaglaaga hukum

antara lainadalah kewajiban untuk

1. Menyusun regulasi dan aturan administratifngan hathal yang dianggap perlu

untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia;

. Melakukan investigasi adanya tindak kekerasan secara efektif, seksama, tepat

waktu, dan tidak memihak, dan memastikan memberikan sikap yang adil tgghada
terduga pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik

menurut hukum nasional maupun hukum internasional;

. Menyediakan akses ke lembaga pengadilan yang seimbang bagi siapapun yang

merasa sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusepaedari siapapun
yang pada akhirnya mungkin harus bertanggungjawab atas adanya pelanggaran

tersebut;

. Menyediakan penyelesaian konflik yang efektif bagi para korban termasuk

reparasi.

Menurut kovenan ini para korban dari pelanggaran hak asasi manusias haru

diperlakukan dengan kemanusiaan dan menghormati martabat dan hak asasi mereka,

tindakan yang tepatharus diambil untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan fisik dan

psikologis, dan privasi serta keluarga mereka. Negara harus memastikan bahwa -undang

undang atau peraturan domestiknya sejauh mungkin, menetapkan bahwa korban yang telah

mengalami kekerasan atau trauma harus mendapatkan perhatian khusus untuk menghindari

trauma dalam prosedur hukum dan prosedur administrative yang dirancang untuk

memberikan kadilan dan reparas?®

Upaya hukum untuk pelanggaran berat hak asasi manusia internasional dan

pelanggaran serius hukum humaniter internasional termasuk hak korban athslHagrikut

sebagaimanaidtur dalam hukum internasional

1. Akses yang setara dan &tdé terhadap keadilan;
2. Reparasi yang memadai, efektif, dan tepat waktu untuk kerugian yang diderita;

3. Akses ke informasi yang relevan tentang pelanggaran dan reparasi mekanisme.

%0 |bid.



Seorang korban pelanggaran berat hak asasi manusia internasiongdedtanggaran
serius hukum humaniter internasional harus memiliki akses yang sama ke pemulihan hukum
yang efektif sbeagaimana diatur dalam hukum internasional. Bentuk pemtarulihan
lain yang tersedia bagi korban termasuk akses ke badan administrativeyd, termasuk
mekanisme, modalitas, dan proses hukum yang dilakukan sesuai dengan hukum nasional.
Kewajiban yang timbul di bawah hukum internasional untuk menjamin hak untuk dapat
mengakses keadilan dan proses yang adail dan tidak memihak harus tercklisain hukum
nasional. Oleh karena itu, negara seharusnya:

1. Menyebarluaskan melalui mekanisme publik dan swasta informasi tentang
pemulihan yang tersedia untuk pelanggaran berat hukum hak asasi manusia
internasional dan pelanggaran serius hukum humanitegrnasional;

2. Mengambil tindakan untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi korban dan
perwakilan mereka, melindungi privasi mereka dari gangguan yang melanggar
hukum dan memastikan keamanan mereka dari intimidasi dan pembalasan, serta
keluarga dan saksi meka, sebelum, selama, dan setelag peradilan, proses
adminnistratif, atau proses lain yang mempengaruhi kepentingan korban;

3. Memberikan bantuan yang tepat kepada korban yang mencari akses ke keadilan;

4. Menyediakan semua sarana hukum, diplomatik dan konsulgrsesuai untuk
memastikan bahwa para korban dapat menggunakan hak mereka untuk
memulihkan pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional atau

pelanggaran serius hukum humaniter internasional.

Sebuah usaha untuk melakukan rekonsiliasi tanpangalgpengungkapan kebenaran
akan menghambat proses rekonsiliasi tersebeibagaimana pernyataan RhonaK.Smith,
dkk>t
GLRS RFalI N {2yaSLl Y2YA&aA YSO6SYyINlYy RIY
1SLISNODFe&Fly WNBl2YyaAtAlaA Fyal N ({2NbIl Y
memerlukan pengungkapan kebenaran di belakang semua kejadian secara
YSye St dzNHzK Qd | R seyigatan kiejda k@ bai nyik bijc&a dan

menerima penjelasan tentang kejadiejadian penting yang berhubungan

51Rhona K.M Smitlidkk, Hukum Hak Asasi ManusRuysat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta: PUSHAM UR008. him. 374



dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu adalah masa yang penting.
Sehingga, diharapkan hal ini dapat meletakan fondasi untuk terungiapn
1S0SYIFINryYy RSYA GS3rlyeéel {1SIERAflLyYy &ly3a LI
terdapat banyak kekeliruan tafsir atas KKR bahwa KKR saalahhanya
mementingkan rekonsiliasi saja, faktanya yang utama dalam KKR adalah
pengungkapan kebenaran dalam gka memberikan keadilan bagi korban.
Kebenaran yang telah terungkap dan keadilian yang diberikan adalah jalan masuk

bagi terciptanya rekonsiliasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Herlambdeydana Wiratamalyang memberikan

catatanterhadapUU KKR selai berikut®?

1St So0AKIY &Fly3a RAYATA]A 2t SK GSNDSyildz y:

korban secara individual; 2) pelurusan sejarah yang berkaitan dengan peristiwa

pelanggaran hak asasi manusia; 3) pendidikan dan pengetahuan publik; 4)

memerilsa pelanggaran hak asasi manusia sistematis menuju reformasi

kelembagaan; 5) pemberian penilaian dan pembelajaran mengenai akibat dari

pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban; 6) pertanggung jawaban pelaku

kejahatan hak asasi manusia berat. Bagiamgy@aling essential dari mekanisme KKR

adalah penghormaatan terhadap korban yang diwujudkan dalam bentuk

pengungkapan kebenaran faktakta masa lalu serta pengakuan para pelaku

kejahatan hak asasi manusia, sebagai prasyaraat menuju rekonsiliasi. Satidgilah

oFAl Ol 3A &aSodzr K o0 WHAR 28I Vighgad@nfbRikayi@X  LING

penjelasan mengenai peristiwva yang terjadi di masa lalu serta berusaha untuk

menyelesaikannya. Tanpa penyelesaian tersebut, bayaygng gelap masa lalu

membayangi dn akan menyulitkan keinginan membangun peradaban yang lebih

ol Al ®¢

Merujuk padaBasic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation

for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of
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Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006/RYJ2006¢ Jurnal Rechtvinding/ol. 2 No. 2 Agustus 2013, him.
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International Humanitarian Laywyang diadopsi Mejelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147
tanggal 16 December 2005, yang ditujukan bagi mereka korban kejahatan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat, menjelaskan bahwa setiap korban pelanggaran hak asssh man
yang berat berhak untuk mendapatkan: (1) akses terhadap keadilan yang setara dan efektif;
(2) pemulihan yang memadai, efektif dan cepat atas penderitaan yang dialami; dan (3) akses
terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanismelipammya.
Berdasarkan hukum internasional, pemulihan harus, sejauh mungkin, menghapus semua
konsekuensi dari tindakan ilegal dan membangun kembali situasi yang rusak akibat
dilakukannya suatu tindakan, sebagaimana sebelum terjadinya suatu tindedstitu¢io in
integrum). Secara umum, berdasar pada hukum HAM internasional, korban pelanggaran hak
asasi manusia yang berat, berhak untuk mendapatkan: restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan
Jaminan kepuasan dan ketidakberulangsatiéfaction and guarantees aonrepetition).>3
Sejatinya, pmbentukan KKR bukkh sekedar alternatif Pengadian Hak Asasi
Manusiaad hoc atau upaya penyelesaian sengketa non litigashma juga sebagai kawan
seiring. KKR menjadi sebuah upaya kunci dalam penggunaan perspekstlsakanusia dan
paradigma humanis yang sangat mengedepankan kepentingan para korban di satu sisi, dan
menyelamatkan kehidupaan masyarakat umum di sisi lain. KKR menjadi sebuah wahana
untuk dapat mengimplementasikan konsep kedadilan yang keluar daristrildisik khas
Aristotelian (yaitu keadilan yang komutatif/kontraktual, distribuiorektif, dan punifi dan
tradisi RawlsiatHabermasian yangnenumbutkan keadilan di atas kesetaraajugtice as
fairnesslyang hanya dapat diterapkan dalam kondisi norrainsep keadilan progresif yang
mengedepankan keadilarcriminal (penghukuman kejahatan), pembongkaran sejarah
(keadilan historis), pengarusutamaan dan penghormatan terhadap korban (keadilan
reparatoris), pengutamaan dan penghormatan terhadap korban (keaddministrati), dan
keadilan konstitusional (perombakan konstita$iyang ditegakan atas dasar prinsige of
law, kedaulatan rakyat atau legitimasi demokratis yang mengedepankan hukum dan tidak
sebatasuled by lawkedaulatan hukum yang belum tentlemokratis. Anggapan mengenai

pembentukan KKR hanyalah menambah jumlah komisi yang sudah ada dan usaha parsial yang

53Baca lebih lanjut ElsarRplicy Brief: Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan
RekonsiliasiElsam,Jakarta, him. 11.
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mengadaada untuk proses penegakan keadilan bagi korban adalah sebuah anggapan yang
salah. Lebih salah lagi jika ada sinisme yang muncwa#iKR akan memperpanjang rantai
impunitas atau sebaliknya akan memadati penjara dengan ecaagg yang bersalah atas
kejahatan hak asasi manusia di masa lalu.

Luc Huyse menyatakan bahwath is both retribution and deterrenc®, keberaran
akan selalu benakna sebagai dera penggetar dan penghukum. Dalam spectrum retribusi
rekonsiliasi, tanggung jawab dan sikap ideal yang dapat diambil asklidtive punishment,
yaitu sebuah bentuk pengedepanan tanggung jawab formal atau legal secara selektif. Oleh
karera itu, transisi yang diharapkan terlaksana adalah seleplacementyang menjadi
inisiatif rakyat sehingga dapat kompatibel dengan bentuk selektif tersebut.

KKR sejatinya tidak dapat dan tidak menggantikan fungsi pengadilan, karena bukanlah
sebuah lembag peradilan, proses penyelesaian konfliknya merupakan bentuk non judicial
RFEY GARF{1 YSYAETAlA 1S1dzZally dzyiddzl YSY3IANRY
seseorang karena tindakan kejahatan tertentu. KKR hanya dapat memberikan rekomendasai
kelanjutanproses yang harus dijalankan oleh para pelaku kejahatan hak asasi manusi di masa
lampau dan melaksanakan reparasi terhadap korban dan atau keluarganya.

Komisi Kebenaran dapat menangani perkara yang jumlahnya relatif lebih besar
dibandingkan dengan pengdain pidana. Ketika terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusi
berat yang sistematis pada rezim terdahulu, KKR dapat menyelediki seluruh kasus konflik atau
sejumlah besar kasus yang ada secara komprehensif dan tidak terbatas pada penanganan
kasus kecil saj KKR juga menyediakan bantuan prakatis untuk para korban dengan cara yang
spesifik, mengidentifikasi dan membuktikan indivddividu atau keluarg&eluarga mana
saja yang menjadi korban kejahatan masa lampau, sehingga secara hukum para korban dan
keluarganya memiliki hak untuk memperoleh reparasi di masa mendatang.

Setidaknya terdapat lima model KKR di negargara lain yang dapat dijadikan
sebagai perbandingabagi Indonesia. Alasan dipitiia beberapa contoh implementasi KKR

5[ dz0 1 dz2&aSz &/ 2YLI NRYy3I ¢ NI yaA bhtgsydod.kuldand hie/sedtfor-9 E LIS N& S
politicalresearch/publicatieduc-huyse/bestanden/pdhoofdstukkenrin-
boeken/2014 Comparative%20Transitid#t@0Justice.pdiiakses 20 November 2020.

56 Salah satu contoh KKR yang ada di Chili melakukan identifikasi meassingy warga dan anggota keluarga

yang kemudian berhak atas berbagai fasilitas dari pemerintah seperti beasiswa sekolah, subsidi perumahan,
asuransi kesehatan, dan dana pensiun. Untuk penjelasan yang lebih lanjuy tentang kompensasi dan rehabilitasi
di Chili lihatSummary of The Truth and Reconciliation Repéomisi Hak Asaasi Manusia, Centro IDEAS,
Departemen Luar Negeri Chile.
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adalah berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: adanya diversifikasi negara dengan latar
belakang dan kompleksitas kekejaman rezim masa lalu yang berbeda; adanya berbagai latar
belakang pembentukan KKR yang menarik untuk didalami; adanya contoh keberklasila
kegagalan dalam melaksanakan mandate; pengalaman masa lalu di antara lima negara
relative sama dengan yang dialami Indonesia sehingga sangat relevan.
1. Afrika Selatan
Afrika Selatamerupakan sattsatunya negara yang memiliki pengalaman dua
kali pemlentukan KKR. KKR yang pertama dibentuk oleh Kongres Nasional Afrika
(African national Congres/ANC). Komisi ini melakukan penyelidikan dan
melaporkan kepada masyarakat tentang pelanggaran hak asasi manusia yang
terjadi di masa lampau. Sejumlah orang yanghpa menjadi korban pelanggaran
hak asasii manusia oleh ANC lalu membentuk sebuah komite penyelidik yang
mereka sebut dengan Komite Orang Buangan yang Kembali. Komite ini berhasil
memaksa ANC (Nelson Mandela) untuk mengadakan penyelidikan terhadap
tindakan pelanggaran hak asasi manusia di kakamp penahanan ANC yang
berada di seluruh Afrika Selatan.
KKR di Afrika Selatan terdiri dari tiga konpsitama,Subkomisi pelanggaran
Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab untuk memberi status korban kepada
individu-individu. Komisi ini juga menerima kedatangan dari para pihak terkait
untuk membuat pernyataan dan menerima dan memeriksa kesaksian publik
mengenai sejumlah perkara yang berjalafedua, Subkomisi Amnesti yang
bertanggung jawab untuk memberikan amtideepada par apelaku yang terbuti
membuat tindakan, kesalahan, dan kejahatan polKistiga, Subkomisi Reparasi
dan Rehabilitasi yang bertigas untuk menyusun rekomendasi ketetapan reparasai
dan rehabilitasi untuk para korban termasuk rekomendasi pencagah
pelanggaran di masa depan.
Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Eksekutif KKR Afrika $S&athran
Zyl, tujuan pendirian KKR akan menentukan sukses atau tidaknya pelaksanaan
tugas dan dan fungsi KKR. Problematika yang perlu diperhitungkan dengan
seksama menurutnya adalah apakah proses transformasi menuju demokrasi

sudah berjalan, terutama untuk menilai sejauh mana pihak militer yang terutama



diduga sebagai pelaku utama kejahatan hak asasi manusia pada masa lalu,
memberikan dukungan terhadap pembekan komisi semacam ini.

Afrika Selatan memilih tipe rekonsiliasi yang berakhir pada adanya impunitas.
Tipe seperti ini menuntut sebuah harga atas pemberian maaf dan non prosekusi
setelah tercapai rekonsiliasi. Korbakegluarga, dan kerabat dapat mendearg
langsung permintaan maaf dari para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat
di masa lalu dan pengakuan tulus yang terbuka oleh para pelaku dianggap cukup
dan memberi kelegaan bagi para korban dan keluarga. Amnesti dapat diberikan
dengan dasar tersebutSementara itu, korban akan mendapatkan penawaran
bentuk-bentuk reparasi, kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi.

. Argentina

Presiden Raul Alfonsin mendapat desakan dari kalahgaagaswadaya
masyarakat untuk melakukan penyelidikan terhadap pgtmran hak asasi
manusia yang terjadi set@a kekuasaan junta militer sejak 197683. Respon
presiden ditunjukan dengan pembentukan komisi Nasional untuk Orang Hilang
(Comission Nacional la Desaparacion de Persons, CONARENI dekrit
Presiden.

Komis beranggotakan 10 orang yang dipilih karena sikap konsisten dalam
membela hak asasi manusia, serta mewakili lapisan masyarakat yang beragam,
ditambah dengan tiga orang wakil dari Kongres. Komisi ini dipimpin oleh sastrawan
Ernesto Sabato. Anggota komigikerja dengan melakukan pemeriksaan arsip
arsip, pusajpusat penahanan, makam tersembunyi dan berbagai fasilitas militer
dan kepolisian. Komisi juga akan menanyakan setiap orang yang kembali dari luar
negeri dan semua orang yang masi berada di luar neglan menerima
pertanyaan tertulis di kedutaan dan konsulat di luar Argentina. Komisi ini akan
secara intens melaporkan kepada masyarakat setiap perkembangan hasil
penyelidikan Komisi. Komisi menemukan fakta bahwa metode represi yang
digunakan hingga mengan pada kudeta militer pada 24 Maret 1976 adalah
metode penculikan. CONADEP telah menunjuk ratusan pejabat militer sebagai
orang yang bertanggung jawab namun pada proses pengadilan militer hanya
terdapat 365 orang yang dijatuhi hukuman karena banyak byétig telah
dilenyapkan oleh pihak militer. Hasil laporan akhir CONADEP pada



perkembangannya menjadi referensi tidak hanya bagi seluruh rakyat Argentina
namun juga bagi KKR di seluruh dunia yang baru mulai pembentukannya. Direktur
Human Rights Watcmenyat&an bahwa tindakan presiden Alfonson dianggap

sebagai sebuah kesuksesan di seluruh dunia dalam hal pertanggungjawaban

pelaku pelanggaran hak asasi manu3ia.

. Rwanda

Komisi Kebenaran Rwanda terbentuk di tengah tingginya kekerasan di negara
tersebut setelah presiden baru melepaskan kekuasaannya dengan berbagi
kekuasaan kepada kelompok oposisi. Sebagaimana diketahui, semenjak 1959
Rwanda diserang dengan adnaya perang saudara tiga kelompok suku utama di
dalam negeri yaitu Suku Hutu, Tutsi, dan Twa. Banyalaonpai jika dalam konflik
tersebut merupakan akibat dari hirarki sosial yang telah terjadi be e
lamanya. Upaya yang dilakukan untuk mengakhiri konflik tidak kunjungusai sampai
pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata pada tahun 1992

Komisi kebenaran Rwanda yang lahir setelahnya tidak dapat dipisahkan dari
tercapainya kesepakatan penghentian kekerasan antara pemerintah dan
kelompok bersenjata. Komisi tersebut kemudian disetujui dalam kesepakatan
Arusha di Tanzania pada akhir 19%2lanjutnya lima LSM Hak Asasi Manusia
Rwanda memprakarsai pendirian sebuha komisi dengan mengundang berbagai
NonGovernment Organizatiatari Amerika Serikat, Kanda, Prancis, Bukina Fuso.
Keempat perwakiilan negara tersebut kemudan sepakat untuk membesetokat
Komisi Internasional untuk menyelidiki berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia
di Rwanda sejak 1 Oktober 1990.

Upaya komisi gabungan tersebut tidak mendapat dukungan dari pemerintah
dan militer di Rwanda. Keadaan menjadi semakin buruk dengan haysak
tindakan terror, penculikan, dan bahkan pembunuhan terhadap sejumlah orang
yang akan bersaksi dalam proses penyelidikan. Meski demikian, laporan Komisi
yang dicetak sebanyak 2000 eksemplar dibagikan ke pelbagai pihak di dalam dan
di luar negeri RwandaRespons dari masyarakat Rwanda dan masyarakat

internasional cukup baik dan implikasi paling esensial adalah adanya perubahan

57 priscillaB. HaynerUnspeakable Truth: Facing the Chalenge of Truth Commiééan.York: Routledge, 2002,

him. 39.



sikap politik luar negeri Belgia dan Prancis (dua negara yang terlibat dalam konflik
di dalam negeri) terhadap Rwanda.
. Uganda

KKRi Uganda didirikan dan didanai secara penuh oleh pemerintah pada dua
periode pemerintahan yang berbeda. Komisi di Uganda bernama komisi
penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang didirikan oleh pemerintahan
Museveni. Tugas darikomisi tersebut adalamelakukan penyelidikan atas
serangkaian tindak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak kemerdekaan
Uganda 1962 sampai dengan Januari 1986, khususnya pada kasus penahanan
sewenangwenang, penyiksaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Militer.
Bertuk investigasi yang dilakukan adalah terbuka di depan publik bahkan
seringkali disiarkan langsung melalui Ratha televismiik pemerintah.

Hambatan yang paling besar dari Komisi ini adalah sarana transportasi dan
pendanaan yang terbatas sehingga melngbkan kinerja komisi menjadi
tersendat. Awalnya masyarakat sangat antusias dan mendukung komisi tersebut
hingga setelaldelapantahun menjalankan fungsinya, rakyat mulai menunjukan
sinisme dan antipasti karena berbagai hal. komisi dianggap tidak mengkamum
laporan hasil kinerja secara optimal dan mengemban fungsi politik dalam rangka

melegitimasi pemerintahan baru atas citra hak asasi manusia.



BAB I
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UPAYA REKONSILIASI DI INDONESIA

1. Konstitusionalitas UU KKR

Berdasarkan bhdangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan arANgargang wajib
dihormati, dijunpng tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berbicara mengenai hak
asasi manusia, tidak akan lepas dengan pembahasan mengenai kejahatan kemanusiaan,
Kejahatan tehadap kemanusiaan merupakan suatu konsep perlindungan HAM yang pada
awalnya diberlakukan pada konteks perang, untuk melindungi ecaagg yang tidak terlibat
secara langusng dalam kontak bersenjata dan mencegah meluasnya korban $erang.

PemohonPerkara 06/PUUIV/2006 telah menguraikarbahwa sebagai upaya
untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, perlu dibentuk
suatu aturan perudangndangan yang berisi tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi
(KKR), dan oleh karenalharsebut, maka lahirlah hidlangUndangNomor 27 Tahun 2004
Tentang Komisi Kebenara dan Rekonsiliasi, walaupun sebelumnya telah diundangkan UU
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan UU Nomor 27
Tahun 2004 didasarkan pada Kwej@an Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, di mana salah satu
isinya adalah untuk menugaskan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional
sebagai lembaga ekstra yudisial yang jumiadpgmta dan kriterianya ditentukan oleh undang
undang®®

Menurut Pemohonsetiap warga negara memiliki hak konstitusional yang dijamin
oleh UUD 1945¢i antaranya adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan
hukum (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28&t 1)), hak untuk mendapatkan perlakuan yang

sama dan tidak diskriminatif (Pasal 281 ayat (2)), hak mendapatkan pengakuan, jaminan,

58 Nallom Kurniawan BarlyaBjnamika HAM Dalam Tanggung Jawab Negébepok: PT RajaGrafindo Persada,
2019), him 12.

59 Baca lebih lanjuPutusan 006PUUIV/2006,
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perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1)), dan juga hak untuk
mendapatkan perlindungan hak asasarusia (Pasal 28I ayat (3Y).

Objek UU KK&dalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terdiri dari
genosida dan kejahatan terhadap kemanusi&aKejahatan terhadap kemanusiaan sendiri
pertama kali dikenal pada tahun 1915, di mana pada masa itu kejahatan terhadap
kemanusiaan digambarkan sebagai suatu kejahatan luar biasa, yang berupa pembunuhan
besarbesaran di Kerajaan Ottoman, di mana pada satada suatu masalah yuridis yang
berhubungan dengan berlakunya asas nonretroaktif dalam hukum pittaksas retroaktif
sendiri secara harfiah diartikan sebagai suatu asas hukum yang mengubah konsekuensi
hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau statukum faktafakta dan hubungan yang
ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangR#sas retroaktif dianggap sebagai
lawan dari asas legalitas, di mana ketentuan dilarangnya asas retroaktif ini diatur dalam Pasal
1 ayat (1) Kitab Undarddndang Hukm Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa suatu
perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundadgngan yang
sudah ada, atau dalam istilah latin disebut dengamlum delicticum, nulla poena, sina
praevia, legi pounafi*

Dalam pengugn undangundang ini, Pemohon menitberatkan permohonannya
pada tigagpasal dari UU KKR, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (9)
0Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran
hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertigpaambewan Perwakilan
Rakya€

2. Pasal 27
oKompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan
apabila permohonan amnesti dikabulkan

3. Pasal 44

50 1bid.

61 1bid.

62 | Made Pasek Dianthajukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 165.

63 Zaka Firma AdityaAsas Retrokatif: Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan PréRepok: PT
RgaGrafindo Persada, 2020), him. 38.

541bid., hal 39.



oPelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh

Komisi,perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad

Hoc

Ketentuandalam ketiga pasal yang telah disebutkan di atas bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 281 ayat (1), (2), (4), dan (5) UUD 1945lkarena ha
hal sebagai berikif®

1. Hak korban atas kompensasi dan rehabilitasi berdasar&emtuan pada Pasal 27 UU
bergantung pada pemberian maaf, bukan pada substansi perkara. Hal ini merupakan
suatu bentuk diskriminasi terhadap korban dan melanggar hak konistitals yaitu
hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan dan persamaan di hadapan
hukum dan pernghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, kompensasi dan
rehabilitasi yang hanya dapat diberikan ketika amnnesti dikabulkan
mengesampingkan hak kortsisional korban karena seharusnya pemulihan dalam
bentuk kompensasi dan rehabilitasi tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya
amnesti. Di samping itu, konsep amnesti yang ada pada UU KKRana¢ken adanya
pelaku, sehingga tanpa adanya pelaku amnesékt mungkin diberikan. Hal ini dapat
berakibat korban tidak mendapatkan jaminan atas pemulihannya sehingga korban
harus menempuh upaya lain yang tidak pasti;

2. Pasal 44 UU KKR memposisikan KKR sebagai lembaga yang sama dengan pengadilan
mengakibatkan tertutpnya akses setiap orang untuk mendapatkan penyelesaian
melalui proses yudisial. Pengaturan dalam UU KKR ini tidak memperkenankan
pemeriksaan di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, apabila peristiwa tersebut telah
diselesaikan melalui KKR, di mana hah@mbuat kewajiban negara dalam menuntut
pelaku pelanggaran HAM berat akan hilang;

3. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9) UU KKR memberikan penjelasan bahwa amnesti
diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat, di mana hal ini bertentangan
dengan prinsip tkum yang telah diakui oleh masyarakat internasional, karena

pelanggaran HAM yang berat memiliki tempat tertinggi dalam bentuk kejahatan,

5 Baca lebih lanjuPutusan 006/PUWN/2006,
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sehingga pengertian amnesti yang ada dalam Pasal 1 ayat (9), bertentangan dengan
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28| &ptJuD 1945.

Dalam petitumnyaPemohon memohonkan sebagai berikut:
Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian UU para Pemohon;
Menyatakan materi muatan Pasal 27 UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertentangi@mgan UUD 1945, khusunya Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUd 1945;
Menyatakan materi muatan Pasal 44 UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertentangan dengan UUD 1945, khusunya Pasal 28D
ayat (1) darPasal 28I ayat (4) UUD 1945;
Menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi, bertentangan dengan UUD 1945, khusunya Pasal 28D
ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;
Menyatakan materi muatan Pak27, Pasla 44 dan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 27 Tahun
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat®

Terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan yang

dapat disimpulkan menjadi sebadmgrikut:5’

a.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terja@iusebberlakunya UU
Nomor 26 Taho 2000 tentang Hak Asasi Manusia, harus ditelusuri Kembali untuk
mengungkapkan kebenaran serta menegakkan keadilan, dan juga membentuk budaya
menghargai assi manusia, sehingga dapat mewujudkan rekonsiliasi guna mencapai
persatuandan kesatuan nasional,

Untuk menelusuri dan mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat,
perlu dilakukan langkatangkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 47 Uhbhatzgng Nomor

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi ManusiagkaHangkah yang
ditempuh adalah pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf,

perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang

%6 |bid.
57 Ibid.



bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap
memperhdikan rasa keadilan dalam masyarakat;

c. Dasar pembetukan UU KKR adalah:

V Belum adanya kepastian mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran hak
asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU HAM (UU
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Miapusehingga pelanggaran
tersebut belum mendapatkan pertanggujng jawaban;

V Penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
terjadi sebelum berlakunya UU HAM, adalah suatu hal yang sangat mendesak
untuk dilakukan;

V Ketika kebenarantentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
terjadi pada masa sebelum berlakunya UU Héivhgkapkanmaka melalui
Komisi Kebenaran dan Rekonsili@de truth and reconsiliation commission)
diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi guna menegal@rsatuan dan
kesatuan nasional;

d. Asasasas pembentukan KKR adal&kmandirian, bebas, dan tidak memihak,
kemashlahatan, keadilan, kejujuran, keterbukaan, perdamaian, dam persatuan
bangsa. Putusan KKR sifatnya sama dengan putusan Pengadilan Hak AssisiAdanu
Hog yaitu bersifat final dan mengikdir{al and binding;

e. Pemerintah beranggapan bahwa aktivitas para Pemohon baik yang berkedudukan
sebagai perseorangan maupun sebagai badan hukum privat yang perduli terhadap
pemajuan, perlindungan dan penegakkeadilan hukum dan hak asasi manusia di
Indonesia berjalan sebagaimana mestinya tidak terganggu dan tanpa terkurangi
sedikitpun hak dan kewajibannya atas berlakunya Undandang Nomor 27 Tahun
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sehinggatéidipat hubungan
spesifik (khusus) maupun hubungan sebab akibatigal verbandantara Pemohon
dengan konstitusionalitas keberlakuan Unddmigdanga qug

f. Pembentukan KKR merupakbantuk ikhtiar kolektifdenganmengedepankan nilai
nilai islah bangsa Imhesia dalam rangka perlindungan dan penegakkan HAM;

g. Pemerintah berpendapat ketentuan Pasal 27 UU KKR yang mengatur tentang
pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga

korban yang merupakan ahli warisnya sebagai akpetanggaran hak asasi manusia



yang berat apabila permohonan amnesti dikabulkan oleh Presiden, merupakan
perimbangan kedudukan antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia
yang berat, yang pada gilirannya dapat menciptakan rasa keadilan da!ayanakest;

h. Ketika permohonan amnesti ditolak, maka akan terbuka ruang dan peluang bagi
korban atau ahli warisnya untuk menuntut hak untuk mendapatkan kompensasi,
restitusi dan rehabilitasi kepada Negara. dapat dikatakan bahwa amnesti merupakan
haknya pelakuyang beritikad baik good faith, geode troyy yang secara tulus
mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kesalahannya dimasa lalu, sedangkan
kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi merupakan hak korban atau ahli warisnya
yang harus diberikan oleh Nara;

I. KKR bukan berfungsi sebagai pengganti pengadilan hak asasi manusia, yang tidak
mengatur tentang poses pengungkapan kebenaran; pemberian konpensasi, restitusi,
dan/atau rehabilitasi kepada korban dan pemberian amnesti kepada pelaku, oleh
karena itu putusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bukan merupakan objek
Peradilan Tata Usaha Negara;

J.  KKR merupakan lembaga yang bers#dthocyang mendukung adanya kepastian
hukum bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum

berkakunya UU éhgadilan HAM.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
disampaikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang meliputi kejahatan
terhadap kemanusiaan dan genosida, yang terjadi pada masa sehBluRAM, hinggaasit
ini belum dipertanggung jawabkan secara tuntas. Hal ini menyebabkan korban atau keluarga
korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian penyelesaian
hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut. Untuk mendarsu
mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan {Emgjathn
konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekon$fliasi.

Ketentuan dalam UU KKR secara substansial berbeda dengan ketentuan yang
diatur dalam UU PengadilanA. UU KKR tidak mengatur mengenai proses penentuan

hukum @lue process of Iayw namun lebih focus mengenai pencarian dan pengungkapan

%8 |bid.



kebenaran, pertimbangan amnesti, pemberian konpensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi
kepada korban atau keluarga korbgang merupakan ahli warisnya, sehingga diharapkan
akan membuka jalan bagi proses rekiasi dan persatuan nasionalMWalaupun
kemerdekaannya dibatasi oleh hukum, dan juga adanya degradasi moral, bukan berarti hak
sebagai terasangka/terdakwa menjadi hilarsghinggadue process of lavwarus diartikan
sebagai perlindungan atas kemernderdekaan warga negara yang dijadikan
tersangka/terdakwa, di mana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan,
namun hakhaknya sebagai warga negara tidak hil&hgddanya pembentukan KKR
menciptakan pergeseran konsep keadilan dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari
keadilan atas dasar pembalasan/balas dendam ke arah keadilan dalam bentuk kebenaran dan
rekonsiliasi yang bersifat dan mgarah pada keadilan restdra

Pasal 1 angka (6) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA)
memberikan pengertian keadilarestorative sebagai penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang tetket u
bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penjelasan umum UU SPPA dijelaskan bahwa
keadilan restorative merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yahgteldilam
suatu tindak pidana tertentu Bersansama mengatasi masalah serta menciptakan suatu
kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,
anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsitiasi,
menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Pendekatan keadilan restorative
memberikan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh
reparasi, rasa aman, serta memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat
perilakunyasehingga dapat bertanggung jawab dengan cara yang berarti, dan memungkinkan
masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan. Keadilan restoratif
menampilkan serangkaian tindakan yang fleksyhg dapat disesuaikan dengan sistem
peradilan pidana yang berlaku dan secar&komplemente dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi hukusagsial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif

tidak akan meruifkan hak negara untuk menuntpelaku tindak pidana yang dicurigéi.

69 Nallon Kurniawan Barlya@p cit him. 29.
°Baca lebih lanjut dzf  9DNgfsh darzKeadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di
L ¥y R 2 y, Guinkllliniah Kebijakan Hukuviol 10 Nomor 2, Juli 2016)



Di dalam keterangamya, DPR memberikan penjelasan bahwa UU KKR di dasarkan
pada beberapa asas, yaith:

a) Asas kemandirian, asas ini merupakan suatu asas yang digunakan komisi dalam
melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun;

b) Asas kejujuran, asas ini mengandungknabahwa Komisi dalam melaksanakan
penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat harus mempunyai
integritas yang tinggi, lurus hati, tidak berbohong, atau tidak melakukan perbuatan
curang;

c) Asas keterbukaan, asas ini mengandung makna yang memibengéa kepada
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
berat dengan tetap mempertahankan perlindungan hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia negara;

d) Asas perdamaian, asas ini mengandung makna bahwa dalam menyelesaikan
perselisihan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak untuk diselesaikan secara damai, misalnya

korban memaafkapelaku dan pelaku memberikan restitusi kepada korban;

DPR memberikan keterangan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak
bertujuan sematamata untuk menghukum atau mempermalukan seseorang (pillorying) atau
menuntut, tetapi lebih pada usaha untuk mesmpleh kebenaran yang pada akhirnya
bermanfaat untuk membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku,
korban dan masyarakat. yang ketityganya pada dasarnya merupakan korban kejahatan.
Keadilan dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sindengan pengungkapan secara
lengkap ¢omplete disclosuje atas semua kejadian dengan menghadapkan dan
mempertemukan secara jujur pelaku dan korban dengan menghindari hukum acara yang
rumit. Proses Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertujuan menghindtekdangnya
kejadian serupa di masa datang melalui proses rekonsiliasi dan tidak sematdanengarah
pada pemidanaan atas dasar kemanusiaan dan kesadaran adanya rasa saling ketergantungan

dalam masyarakatcOommunity interdependenge Perlindungan dan pentiban hakhak

" Baca lebih lanjuPutusan 06/PUUIV/2006, dapat diunduh pada laman www.mkri.id.



korban dan masyarakat luas dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan/atau
rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan demikian, secara terintegrasi dilihat adanya saling
membutuhkan satu sama lain. Korban dan pelaku ditempatkan dalam pesigi sama
pentingnya dalam satu bangunan sogral.

Di dalam pemeriksaan persidangan, Pemohon menghadirkan dua orang ahli, yaitu
Marullah, sebagai saksi korban kasus Tanjung Priok di tahun 1984, dan Mugiyanto, seorang
aktivis SMID dan juga korban selamat pdik@n/penghilangan aktivis tahun 1988. Selain itu,
Pemohon juga menghadirkan tujuh orang ahli di dalam persidangan yaitu Dr. Tamrin Amal
Tomagola (Ahli sosiolog Ul), Dr. Asvi Warman Adam, APU., (Ahli Sejarah/Sejarahwan), Ahli
Pemohon Rudi Muhammad RizkKy,H., LL.M. (Dosen Hukum Internasional, Hukum HAM,
Hukum Humaniter Internasional FH. Univ Pajajaran Bandung, Hakim Ad hoc Pengadilan HAM,
Ahli Independen PBB, Bidang HAM dan Solidaritas Internasional), Ahli Pemohon Prof. Dauglas
Cassel. (Dosen Hukum Pidah#ernasional & Hukum Perang Internasional di Lillian
McDermott, Sekolah Hukum Notredam, Amerika Serikat), Ahli Pemohon Prof. Paul Van Zyl.
(Dosen Hukum Internasional, Pengadilan Transisi, Hukum Internasional di Univ, New York dan
Univ. Colombia USA, Mat Eksekutif Sekretaris Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika
Selatan), Ahli Pemohon Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H., LL.M. (Ketua KOMNAS HAM),
Sidarto Danusubroto (Mantan Ketua PANSUS RUU KKR), dan Prof. NaefriRodt(Ahli
Transitional Juste, Hukum HAM Internasional, Universitas California, U5SA).

Menurut ahli Pemohon Prof. Naomi Rehtriaza, seseorangdapat dianggap
sebagai korban, tanpa peduli apakah pelakunya itu berhasil diidentifikasi atau tidak,
ditangkap atau tidak, dituntut atau tidak, dan tanpa memperdulikan tentang hubungan
persaudaraan antara si korban dengan si pelaku. Jadi ini merupakiarnpsunsip dasar, siapa
yang disebut sebagai korban, tidak bisa dipengaruhi apakah si pelakunya itu dapat
diidentifikasi atau tidak, dan itu juga berlaku sama untuk amnesti. Amdipsttbolehkarjika
dilakukansesudah konflik. Meskipun demikian ada pendsan, dimanaada kejahatan
kejahatan tertentu yang tidak boleh diberikan amneBé&rdasarkan praktik yang ada saat ini
dan juga berdasarkan hukum, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah

kejahatan yang terbatas dan tidak dapat diberikan amndstiadalah suatu kesepakatan

2 |bid.
3 Ibid.



internasional yang termuat didalam perjanifperjanjian, misalnyareaty anti torture atau
anti penyiksaan, dimana Indonesia juga merupakan bagian dari perjanjian teféebut.

Ahli Pemohon Prof. Dauglas Cassel memberikan [zesgje bahwa ruang lingkup
dari pemulihan yang efektif itu harus termasuk didalamnya tidak saja hanya akses keadilan.
tetapi harus meliputi 5 (lima) elemen, yait®:

a. Restitusi, yaitu merupakan restitusi dari hak milik atau juga nama baik dari si Korban;
b. Kompensasi, dalam bentuk uang bagi kerugieamugian;
c. Rehabilitasi, termasuk jasa medis atau juga jasa psikologis;
d. Tidakantindakan untuk memuaskan, termasuk didalamnya adalah Pengakuan oleh
publik bahwa ini memang merupakan tanggung jawab negara dan jugarpaam
maaf secara umum yang dilakukan oleh pejabat dalam jabatan yang cukup tinggi;

e. Jaminan, bahwa ini tidak ak&erulang lagi atau non repetisi.

Menurut Ahli Pemohon, Abdul Hakim Garuda Nusantara, amnesti tidak bisa
menjadi syarat untulpembayararkompensasi dan rehabilitgdial ini dikarenakan amnersti
merupakansuatuproses tersendiri dasifatnyakondisional. Pasal 29 Ayat (2) menyebutkan
G5FfFY KIFf LISt {dz YSy3al (dzA | Sakta fnefyhtakan Y Sy 3
penyesalan atas perbuatanaylan bersedia minta maaf kepada korban atau keluarga korban
yang merupakan ahli warisnya tidak bersedia untuk memaafkan, maka komisi memutus
LISYOSNRLFY | YYySadA Aldz aSOFNY YIYRANR RIY 206
bisa dikaitkan denganoknpensasi dan rehabilitasi, karena kompensasi dan rehabilitasi itu
menjadi tanggung jawabdgiara dan terkait dengan fakttakta yang di temukan oleh Komisi
Kebenaran. Berkenaan dengan Pasal 44 menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27,
Pasal28D,dan | & f wWyL &ly3 YSyeldl{FlyT as5FftFY KIf
diungkapkan dan diselesaikan, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan HAM
IR K20¢éd tlralft nn AdGdz aSol3FA F{l{AGFG f23Aa
pasd 29 Ayat (2) dan (3). Amnesti itu hanya bisa diberikan oleh Presiden, dan

direkomendasikan oleh KKR kepada Presiden apabila syarat tersebut diffenuhi.
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Ahli Pemohon Sidarto Danusubroto memberikan keterangan bahwa Pelanggaran
hak asasi manusia yang berat mgakan €xtra ordinary criméssehingga penyelesaiannya
juga tidak dapat mempergunakan ketentuan hukum yang sudah ada, seperti misalnya KUHP,
sehingga harus melalui "jalur khusus". Untuk itu, sesuai dengan amanat Pasal 104 UU Nomor
39 Tahun 1999 tentangdKk Asasi Manusia, telah dibentuk suatu Undéhglang tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Nomor 26 Tahun 2000), yang diharapkan dapat melindungi
hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam
penegakan, kepastian hukukeadilan, dan perasaan aman, baik bagi perseorangan maupun
masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Di samping adanya Pengadilan HAEI hog¢ TAP MPR Nomor V/MPR/2000 juga
menyebutkan perlunya dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekomsifjasg merupakan
lembaga extrayudicial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan
penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai
dengan ketentuan hukum dan perUndabgdangan yang berlaku dan melakskan
rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Ldaggiahh yang
ditempuh adalah pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf,
perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bexatanf
untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap memperhatikan rasa
keadilan dalam masyarakat. Salah satu dasar pemikiran terpenting yang melandasi betapa
mendesaknya dilakukan Rekonsiliasi dan Rehabilitasi nasional adalah untuk menunjukkan
perwujudnyataan upaya bangsa Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik dengan
meninggalkan dendam politik dan trauma masa falu.

Dalam pertimbangan hukumnya, MahkamaKonstitusi terlebih dahulu
menjelaskan bahwakeputusan pembuat undangndang yang maentukan kebijakan
rekonsiliasi sebagai satu penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum
UU Pengadilan HAM, bukan hanya sebagai keputusan politik melainkan sebagai sebuah
mekanisme hukum yang dituangkan dalam satu UU KKR. Hal tersebyébabkan penilaian
terhadapnya dilakukan terutama adalah dari prinpimsip hukum dan konstitusi, yang
memuat falsafah dan pandangaidup bangsa yang merupakan ruh asqirit UUD 1945Di

samping itu, sebagai satu bangsa yang falsafah dan pandadmgap berbangsa dan

7 Ibid.



bernegaranya di dasarkan pada Pancasila, penegakkan keadilan dan pengungkapan
kebenaran serta penulusuran kembali pelanggaran HAM yang berat, harus dilakukan dengan
pendekatan yang tepadengan lebih dahulu memahami konflik yang terja€elcara objektif
meskipun harus menempuh kemungkinan risiko yang tidak kecil, agar dapat dicapai satu
keadaan yang aman dan damai yang memungkinkan dilaksanakan pembangunan ekonomi,
sosial, dan politik secara optimal
Mahkamah Konstitusi berpendapaerhadap Pasal 27 UU KKR yang menyatakan

bahwapemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi, diberikan apabila permohonan
amnesti dikabulkandi mana pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bapaaila pelaku
mengakui kesalahan, mengakui kebeara faktafakta, menyatakan penyesalan atas
perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban atau kelkargan sebagai ahli
warisnya, pelaku pelanggaran HAM berat dapat mengajukan permohonan amnesti kepada
Presiden Kemudian ketikgpermohonan berasan, Presiden dapat menerima permohonan
tersebut, dan korban diberikan kompensasi dan/atau rehabilit&stika permohonan
amnesti ditolak, kompensasi dan rehabilitasi tidak diberikan negara, dan perkaranya ditindak
lanjuti untuk diselesaikan berdasarkaketentuan UU Pengadilan HAMMahkamah
berpendapat bahwa pengaturan mengenai hal tersebut mengandung kontradiksi antara satu
bagian dengan bagian yang lain, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaku telah mengakui kesalahan, kebenaran fakta dan menyatakan penyesédan se

kesediaan minta maaf kepada korban;

b. Pelaku dapat mengajukan amnesti kepada Presiden;

c. Permohonan dapat diterima atau dapat ditolak;

d. Kompensasi dan/atau rehabilitasi hanya diberikan jika amnesti dikabulan Presiden;

e. Jika amnesti ditolalperkara diajukarke Pengadila HAMAd Hoc™®

Kontradiksi yang terdapat dalam rumusan Pasal 27 UU KKR adalah menyangkut

tekanan yang melihat pada pelaku secara perorangan deddividual criminal responsibility
padahal peristiwa pelanggaran HAM sebelum berlakunyaPdhfadilan HAM, baik pelaku
maupun korban serta saksaksi lainnya sudah tidak mudah ditemukan .laetika
pendekatan yang digunakan adalah pendekatalividual criminal responsibilityekonsiliasi

antara pelaku dan korban hamper mustahil untuk diwlgad. Mahkamah dalam putusannya
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berpendapat bahwa apabila pendekatan tersebut yang digunakan, maka semestinya yang
digantungkan pada amnesti hanyalah restitusi, yang merupakan suatu bentuk ganti rugi yang
diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga. Ketika &ujwyang akan dicapai adalah rekonsiliasi,
dan yang digunakan adalah pendekatan yang tidak bersifat individual, maka yang menjadi
tumpuannya adalah pada adanya pelanggaran HAM berat dan adanya korban, yang akan
menjadiukuran untuk rekonsiliasi dengan memb@n kompensasi dan rehabilitSi

Ketika muncul suatu fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka
negara memiliki kewajiban untuk menghindari dan mencegahnya. Timbulnya korban
pelanggaran HAM berat akan melahirkan kewajiban hukum bagi neganpumandividu
pelaku yang dapat diidentifikasi untuk memberikan restitusi, kompensasi, serta rehabilitasi
kepada korban, tanpa persyaratan laiPenentuan adanya amnesti sebagai syarat,
merupakan hal yang mengesampingkan perlindungan hukum dan keadilgrdifamin oleh
UUD 19451

Terhadap ketentuan yang termuat dalam Pasal 44 UU KKR yang berbunyi
oPelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh
Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Mahbisia >
yang pada penjelasan umum undangdang tersebut dapat disimpulkan bahweagyas KR
adalah untuk mengungkap kebenaran serta menegakkan keadilan dan untuk membentuk
budaya menghargai HAM guna mewujudkan rekonsiliasi untuk mencapai persatuan nasional,
karena adanya pelanggaran HAM berat sebelum berlakunya UU PengadilanKidiNta.
suatupelanggaran HAM berat telah diputus oleh KKR, maka PengadilanAldAfbctidak
berwenang lagi untuk memutuskan pelanggaran HAM berat tersebut, kecuali apabila
permohonan amnesti ditolak oleh Presiden. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya, ketika
Pengadila HAM telah memutus, maka KKR tidak mempunyai kewenangan untuk memutus
pelanggaran HAM berat tersebut. Hal ini berakkR hanya merupakan alternatif terhadap
Pengadilan HAM dan bukan merupakan badan penegakan hukammyn KKR merupakan
suatualternativedispute resolutior§?

Pasal 1 angka 9 UU KKR memberikan pengertian bahwa amnesti adalah

pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia
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yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan RaRgé#m UU
Pengdilan HAM yang mengacu padstatute of Rome On International Criminal Cpurt
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap sebagai kejahatan yang paling serius
dalam komunitas internasionaGeneral CommenKomisi HAM PBB berpendapat bahwa
amnesti tdak dapat diberikan dalam hal pelanggaran HAM yang bktatkamahKonstitusi
berpendapatmeskipun KKR dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi
keberadaan perdamaian dan rekonsiliasi nasional, tapi perlu upaya yang menentukan batasan
terhadap amnesti, yaitu pelaku tidak boleh diuntungkan opsimberianamnesti tersebut
Amnesti seharusnya tidak memiliki akibat huksepanjang menyangkut hak korban untuk
memperoleh pemulihan Amnesti juga tidak diberikan kepada mereka yang melakukan
pelanggaan terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasfénal.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga menjelaskan bahwa di dalam
UU KKR juga diatur mengenai-hal sebagai berikut?

1. KKR berwenang untuk menerima pengaduan, mengumpulkan infodaadiuktibukti
pelanggaran HAM yang berat, memanggil saksi dan kemudian melakukan klarifikasi
terhadap pelaku dan/atau korban, menentukan kategori HAM berat dalam sidang
terbuka untuk umum, menarik kesimpulan, tentang adanya pelanggaran HAM berat,
siapa laku dan korban, serta adanya permintaan maaf. Putusan KKR pada dasarnya
adalah bersifat final dan mengikat, namun ketika putusan tersebut berisi pengabulan
kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi, maka maka putusan yang final dan mengikat
tersebut tdak mempunyai daya ikat ketika amnesti ditolak. Hal ini berarti pelaku dan
pemerintah tidak terikat dengan putusan yang digantungkan atas syarat amnesti
tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan KKR merupakan suatu hal yang
tidak pasti.

2. Penggunaa kata dapat dalam Pasal 28 Ayat (1) dan kata wajib dalam Pasal 29 Ayat (1)
UU KKR, menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi dalam UU KKR yang menimbulkan
ketidakpastian hukum

3. Ketika pelaku mengakui kebenaran fakta, menyesal dan bersedia minta maaf kepada
korban, tetapi korban tidak memaafkan maka KKR memutus pemberian amnesti secara

mandiri dan objektif. Hal ini menggambarkan suatu keadaan yang tidak memberikan
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dorongan bagi pengungkapan kebenaran dan justru menyebabkan tidak akan adanya
pihak yang bersedimengungkapkan kebenaran dan mengakui fakta yang sebenarnya.

. Hak amnesti hilang ketikpelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahan
dan tidak bersedia menyesafiehingga kemudiayang bersangkutan akan diajukan ke
Pengadilan HAM\d Hoc Dalam kaus demikian ada kemungkinan akan terjadi sengketa
kewenangan antara KKR dan DPR, karena adanya ketentuan bahwa adanya pelanggaran
HAM berat yang diduga terjadi, untuk diadili oleh Pengadilan AdModarus melalui
keputusan politik DPR. Kewenangan KkdRddsar Pasal 23 UU KKR yang telah
melakukan klarifikasi pelaku dan korban tentang pelanggaran HAM berat, yang menurut
UU KKR dilakukan dengan bentuk keputusan, yang bersifat final dan mengikat, menjadi
kehilangan daya laku, atau putusan KKR tentang ad@eyanggaran HAM berat
demikian telah cukup untuk membawa kasus tersebut untuk diadili di depan Pengadilan
HAM Ad Hoctanpa memerlukan putusan DPR. Mahakamah juga berpendapat bahwa
rekonsiliasi membuka peluang bagi pelaku untuk mengakui pelakunya tanpa
berhadapan dengan proses hukum biasa, karena pelaku mempunyai kesempatan untuk
mempertimbangkan sikapnya terhadap kasus yang melibatkan dirinya. Berdasarkan
ketentuan dari Pasal 1 angka 2 UU KKR, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada minimal 3
(tiga) syarat, ya adanya pengungkapan kebenara, adanya pengakuan, dan adanya
pengampunan. Ketika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka rekonsiliasi tidak dapat
diwujudkan. Selain itu, UU KKR tidak memuat ketentuan yang secara langsung
menyatakan bahwa ditolaknya anste akan menyebabkan pelaku dapat diproses
secara hukum. UU KKR menentukan bahwa penolakan terhadap amnesti menyebabkan
pelaku harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dari penjelasan di
atas dapat disimpulkan bahwa UU KKR tidak mendorotakpeintuk menyelesaikan
perkaranya melalui KKR, karena mengandung banyak ketidakpastian hukum. Selain itu,
ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (2) UU KKR dapat menimbulkan persoalan pada kasus di
mana justru korban yang berinisiatif untuk mengadukan/melapoKK&.

. Berdasarkan Pasal 24 UU KKR, Terhadap pengaduan yang disertai dengan permohonan
untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, komisi wajib
memberi keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan. Pada Pasal 25 ayat (1) UU KKR, dijelaskan bahwa putusan

KKR dapat berupa:



a. mengabulkan atau menolak untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan/atau
rehabilitasi, atau

b. memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum dalam hal permohonan
amnesti.

Adanya batasan waktu untuk memutus permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi,

dan amnesti dalam jangka 90 hari, apabila jangka waktu tersebut telah terlewati

sedangkan pengungkapan kebenaran masih dalam proses penyidikan dan klarifikasi

yang menerlukan waktu lebih dari 90 hari apakah permohonan kompensasi, restitusi,

rehabilitasi dan amnesti harus diputus lebih dahulu. Pasal 24 berisi ketentuan yang

mengatur apabila Komisi telah menerima pengaduan atau laporan pelanggaran HAM

berat,yang diserth LISNX2K2yly FYySadAaz {lFGF GRA&SNI

tersebut diajukan bersamaan dengan pengaduan atau laporan pelanggaran HAM berat.

Dalam amarnya, MdamahKonstitusi kemudiamenyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi bertentangan dengan UUD 1945;

3. Menyatakan UU Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan indalam Berita Negara Republik

Indonesia?®

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/HMI2006, Hakim Konstitusi |
Dewa Gede Palguna memiliki pendapat berbetissenting opinion Hakim Konstitusi | Dewa
Gede Palguna berpendapat bahwa Pemohon V, YId&h VIII dapat dianggap memenuhi
kriteria pertama dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai sekelompok
perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama yang menganggap
hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undandang a qua Namun, legal
standingPemohon V, VI, VII, dan VIII, baru dapat dibuktikan setelah pemeriksaan terhadap

pokok permohonar¥®
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Terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 1 angka (9), Pasal 27, dan Pasal 44 UU KKR,
Hakim Konstitusi | Dewa Gede Palgungpbadapat bahwa konstitusionalitas Pasal 1 angka
9 UU KKR tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 14
ayat (2) UUD 1945, wewenang memberikan amnesti menurut UUD 1945 memang benar
adalah kewenangan Presiden setelalendengakan pertimbangan DPRasal 27 UU KKR
tidak sepenuhnya bertentangan dengan UU KKR, hal ini dikarenakan karena ketentuan Pasal
27 UU KKR tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada korban karena
pemberian kompensasi dan rehabilitasi digantungkauekia sesuatu yang belum pasti, yaitu
amnesti yang sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden untuk memberikan atau tidak
setelah mendengar pertimbangan DPR sekalipun misalnya telah terbukti bahwa yang
bersangkutan adalah korban. Pemberian amnesti kepadakpefgelanggaran hak asasi
manusia yang berat dinyatakan sebagai hak, tetapi kompensasi dan rehabilitasi secara implisit
pun tidak disebut sebagai h&k.

Ketentuan Pasal 27 UU KKR juga tidakmberikan kepastian hukum dan
keadilan kepada pelaku, karena tidakdapat jaminan dalam undangndanga quobahwa
pelaku akan dengan sendirinya memperoleh amnesti setelah mengakui kesalahan, mengakui
kebenaran faktgakta, menyatakan penyesalan atas perbuatannya, dan bersedia meminta
maaf kepada korban dan atau keluargorban yang merupakan ahli warisnya ketika
mengikuti katas penalaran yang wajar fraday 2 YA & A YSYdzidza LISYOSNA | Yy
YIFYRANAR RIFy 202S10AF¢ &Fy3a GSNRFLIFG REELFY
kemungkinan bahwa pelaku tidak direkontrsikan untuk mendapatkan amnesti, meskipun
ia telah mengakui kesalahan, mengakui kebenaran &, menyatakan pesnyesalan atas
perbuatannya, dan bersedia meminta maaf kepada korban dan atau keluarga korban yang
merupakan ahli warisny#.

Menurut HakimKonstitusi | Dewa Gede Palgunarmohonan Pemohon terkait
Pasal 27 UU KKR dapat dinyatakan dikabulkan ketika tidak terdapat keraguan méggnai
standingPemohon. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 UU KKR yang
menjelaskan bahwa definisi korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami

pengabaan, pengurangan, atau perampasan Hek dasarnya, sebagai akibat langsung dari
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pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya, maka
harus dibuktikan dengan jelas tanpa keraguan terlebih dahulu apakah peristiwa y&angidia
Pemohon V, VI, VII, dan VIII adalah bedvemar suatu pelanggaran hak asasi manusia yang
berat, sedangkan di dalam persidangan berdasarkan {uikii yang ada selama proses
persidangan status para Pemohon sebagai korban pelanggaran hak asasi mangdearat

belum sepenuhnya terbuk

Masih timbul beberapa keraguan mengenai penentuan apakah peristiwva yang
terjadi pada masa lalu yang terjadi kepada Pemohon V, VI, VII, dan VI, hal ini dikarenakan
ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU KKR yang meayatathwa yang dimaksud
pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia
sebagaimana dimaksud dalam Unddmigdang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia. Pasal 7 UU Pengadilan HAM menjelaskan bahwa pelahgigasasi
manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasall 43 ayat (2) dan Penjelasannya UU Pengadilan HAM,
untuk mentukan ada tidaknya suatu pelanggaran HAM yang berat di mastetahasuk di
dalamnya penentuan apakah kejahatan yang terjadi tersebut termasuk kejahatan genosida
atau kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu mendengarkan pendapatDPR.

KKR memiliki bebapa subkomisi, yang salah satu di antaranya adalakanisi
penyelidikan dan klafikasi pelanggaran HAM yang berat, di mana subkomisi ini berdasarkan
Pasal 18 huruf f UU KKR memiliki kewenangan untuk menentukan kategori dan jenis
pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini berarti dalil pemohon yang menyatakan
G LISeyitéan fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami
pengabaian, pengurangan, atau perampasan-Kdk | RFEal Nyealéxz &Fy3a RA
belum dapat dipastikan apakah merupakan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat
atau tidak, larena KKR. Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur mengenai penentuan ada
tidaknya suatu pelanggaran HAM yang berat membuat siapapun yang mengalami peristiwa
seperti yang dialami oleh Pemohon dapat saja diomkamdgingkan!

Pasal 44 UU KKRnenurut Hakim Kanstitusi | Dewa Gede Palguntidak
bertentangan dengan UUD 1945, karena pada ketentuan pagabterdapat kunci penting
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tercapainya tujuan pembentukan UU KKR, yaitu apakah para pihak akan memilih jalan di luar
pengadilan atau melalui Pengadilam HAMI Hc Seandainya ketika Putusan Nomor
006/PUUIV/2006 dibacakan, KKR sudah dibentuk, dan telah menentukan bahwa apa yang
dialami Para Pemohon adalah suatu akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat di
masa lalu, maka dapat saja para Pemohajuomemenuhi syarat kedudukan hukuregal
standing sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, namun ketika permohonan Para
Pemohon dikabulkan untuk Pasal 27 UU KKR, justru akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar pada para Pemohanqua Berdasarkan peirnbangan yang telah dijelaskan di atas,
Hakim Konstitusi | Dewa Gede Palguna menyimpulkan bahwa seharusnya permohonan Para
Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena dengan menyatakan permohonan tidak
dapat diterima, maka lebih besar kemungkinan bBgra Pemohon untuk mendapatkan
kompensasf?

UU KKR hadir untuk mengakomodir lahirnya Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR)
Aceh, yang dibentuk untuk menjadi tumpuan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu di
daerah Aceh. Kehadiran KKR Aceh merupakan suatwhdéwmitmen pemerintah untuk
menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PULY//2006 dianggap beberapa pihak sebagai putusan yding
petita, di mana ketika Mahkamah Konstitusi memutus membatalkeseluruhan UU KKR
karena dianggap UU KKR tidak mengandung nuansa keadilan untuk penyelesaian suatu
pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, dan juga terdapat ketidak pastian hukum
terhadap pelaku karena memiliki alternatif pilihan penyelenggaretdlAM barat, yaitu KKR
dan Pengadilan HAMJika dilihat perkembangamahapan model putusan Mahkamah
Konstitusi, seandainya istilah konstitusional bersyarat sudah dijadsle#ath satumodel
putusan tentu sajaUU KKR tidak harus dibatalkan keseluruhae)ainkan bisa dijadikan

konstitusional bersyarat saja.

2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Hingga saat ini, ketika sudah 14 (empat belas) tahun sejak UU KKR dibatalkan,
belum ada perkembangan yang dapat dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat luas.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi merekomendasikan pembentukan UU KKR baru,

92 | bid.
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mengikat secara keseluruhan, tidak berarti Mahkamah menutup upaya penyelesaian
pelanggaran HAM bat di masa lalu melalui upaya rekonsiliasi. Banyak cara yang dapat
ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan
hukum (undangundang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku
secara universal, atadengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka
NEKFOAETAGEFAA RFEY®FYySadgA aSOF NI dzydzyé o

Perintah konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk membentuk kembali UU KKR
yang sejalan dengan UUD 1945 menjadi penting, karena penegasan iiikmarin bahwa
Mahkamah Konstitusi mengakui urgensi dan konstitusionalitas Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi (KKR), dalam penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Merujuk pada studi
yang dilakukan Arjomand, yang mengatakan bahwa pembentukan Mahkamatitsi, bagi
negara yang mengalami proses transisi, adalah dimaksudkan sebagai panduan dalam transisi
RSY21{ N} aAX RIFyYy YSyeal3aF oSNEBIflyyiRthe rie@y aid Al
constitutionalism, just as the constitutional courts have assumeduhetibn of guiding the
transition to democraci/°®

Sesuai dengapolicy briefyang diterbitkan oleh ELSAM, kronologis UU H&R
pasca Putusan Mahkamah konstitdapat dijelaskan sebagai berikit:

1. Pada tahun 1998, gagasan pembentukan KKR disuarakan daeiardjcbleh berbagai
kalangan yakni tokoh politik, lembaga swadaya masyarakat dan juga Komnas HAM.
Gagasan tersebut ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan antara Komnas HAM
dengan pihak pemerintah untuk membentuk Tim Informal Rekonsiliasi Nasional.
Gagaan rekonsiliasi ini juga diupayakan sejumlah tokoh politik meskipun dengan
usulan format rekonsiliasi yang berbeblada diantaranya Rembuk Nasional, Forum
Konsolidasi Nasional, sampai pada gagasan untuk membentuk Komisi Pencari

Kebenaran dan Rekonsiliasi

% | bid.
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2. Pada tahun 2000, proses institusionalisasi pembentukan KKR diwujudkan dengan
mendorong masuknya agenda penyelesaian masa lalu dalam agenda reformasi
nasional. Pembentukan KKR mendapatkan basis legalnya ketika Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengiaa ketetapan mengenai pembentukan
Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN) tahun 2000. Ketetapan MPR ini
menunjukkan adanya kesadaran bersama sebagai bangsa bahwa pada masa lalu telah
terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasisraayang perlu
untuk diungkapkan demi menegakkan kebenaran. Selain itu, landasan hukum kedua
tentang mandat untuk pembentukan KKR juga terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000
tentang pengadilan HAM sebagai sebuah mekanisme alternatif penyelesaian
pelanggaranHAM masa lalu. Amanat pembentukan KKR dengan undadgng
khusus ini kemudian berlanjut dengan persiapan penyusunan naskah Rancangan
Undangundang (RUU) oleh Departemen Hukum dan Perundemttangan sejak
tahun 2000. Serangkaian pertemuan untuk menyusaskah undangindang KKR
dilakukan dengan masukan dari berbagai kalangan termasuk kalangan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM). Terjadi beberapa kali perubahan draft RUU KKR sebelum
akhirnya diserahkan oleh Departemen Hukum dan Perundeggngan ke
Sekretaria Negara pada tahun 2003.

3. Pada tahun 2001, ditengah penggodokan draft RUU KKR di Pemerintah, DPR dan
Pemerintah  menjanjikan kepada rakyat Papua bahwa negara akan
mempertanggungjawabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua melalui dua
instrumen yaitu Pegadilan HAM dan KKR. Janiji itu dituangkan dalam UU No. 21 tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Papua. KKR dijanjikan oleh DPR dan Pemerintah sebagai
jalan untuk menjaga keutuhan bangsa di Papua, yang saat itu sangat terancam. Pasal
44 UU Otonomi Khusus menya { 'y YYw RAf Il {dzlly dzyiddzl
sejarah dan merumuskan serta menetapkan langkahy 31 F K NB 1 2y aAf Al
rangka menjaga persatuan bangsa. Artinya DPR dan Pemerintah telah berjanji kepada
rakyat Papua bahwa KKR akan dibentuk.

4. Pada tahur2003, pembahasan RUU KKR mulai berjalan di DPR.1 Pembahasan DPR ini
dilakukan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari 50 orang dari
lintas fraksi. Pembahasan RUU KKR memakan waktu lebih dari satu setengah tahun

sebelum akhirnya di syahkanenjadi UU. Lamanya pembahasan ini karena terdapat



proses Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang mengundang lebih dari 50
kelompok dan indvidu untuk memberikan pandangan tentang KKR. Proses
pembahasan lihat tabel 1 dibawah.

. Pada tahun 2004, tepatnytanggal 7 September 2004, RUU KKR disyahkan dalam
rapat paripurna DPR menjadi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

. Paska tahun 2004, proses pembentukan KKR berjalan sangat lambat. KKR seharusnya
terbentuk pada bulan April 2005 karena UU KKR mengamanpt@bentukan KKR
setahun setelah diundangkan. Sampai dengan satu tahun setelah pengesahan UU KKR,
pemerintah belum membentuk tim seleksi untuk memilih calon anggota KKR.

. Pada tahun 2005, pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM pada bulan April
2005 mel&ukan proses seleksi calon anggota Komisioner KKR. Panitia seleksi
menyelesaian kerjanya pada Agustus 2005. Saat itu, terpilih 42 calon anggota yang
kemudian diserahkan kepada Presiden untuk dipilih 21 calon.

. Pada tahun 2006, Di tengah keterlambatan pentibkan KKR Nasional, pemerintah
menjanjikan kepada rakyat Aceh untuk membentuk KKR sebagai instrumen
penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia. melalui UU No. 11 tahun 2006 tentang
t SYSNAYUGIK ! OSKE tlalbf Hud YSyelrdarily ofFt¢
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dijanjikan untuk Aceh ini, merupakan bagian dari KKR Nasional. Janji untuk
membentuk KKR tersebut juga merupakan hasil perundingan internasional antara RI
dengan GAM dalam sebudtoU yakni dalam MoU Helsinki.

. Pada tahun 2006, terjadi upaya mengajukan uji materil UU KKR ke Mahkamah
Konstitusi (MK) yang diajukan oleh sejumlah LSM dan korban pelanggaran HAM. Para
pemohon uji materiil ini mendalilkan bahwa sejumlah ketentuan UU KKR
bertentangan dengan UUD 1945, diantara menyenai pemberian amnesti kepada
LISt {dzZx RIFEy LISyeStSalAaly LIStlFIy3IarNry 11! a
menawar dengan pelaku, karena adanya prasyarat rekonsiliasi atau penyelesaian
pelanggaran HAM yang berailakukan setelah adanya amnesti kepada para pelaku,
klausutklausul tersebut juga dianggap bertentang dengan hukum hak asasi manusia
internasional, hukum humaniter, dan bertentangan dengan pripsipsip terkait

hak-hak korban.



10.Pada akhir tahun 2006, MK emgabulkan tuntutan para pemohon dan justru
membatalkan keseluruhan UU KKR. MK berargumen bahwa pasal yang dibatalkan
merupakan pasal yang merupakan jantung dari apa yang menjadi tujuan UU KKR.
Dengan pembatalan pasal ini maka KKR tidak lagi bisa maunjjsahnya, sehingga UU
KKR perlu dibatalkan secara keseluruhan. MK kemudian merekomendasikan untuk
membentuk UU KKR baru sesuai dengan UUD 1945, hukum humaniter dan hukum hak

asasi manusia internasional

Pada akhir tahun 201®ewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Qanun
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Acehdirmargpkarmenjadi salah satu instrumen
untuk menyelesaikakasuspelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu di Aceh.
Pasal 229 Undargndang Mmor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berbunyi: (1)
Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undamdang ini dibentuk Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. (2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh
sebagaimana dimaksud pada aya) (merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dengan aturan tersebut, KKRmemadi bagian darKKR
(nasional).AkanHal ini dilatarbelakangi revisi UU KKR yang juga belumSadain diatur
dalam

Walau demikian pembdnkan KKR Aceh dianggap satu hal yang sangat penting dan
krusial. Dibentuk berdasarka@anun No. 17/2013 tentang KK&eh KKRAceh adalah
lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas
pelanggaran HAM dalam konflik Isenjata di Aceh dan melaksanakan rekonsiliasi.
Sementara kurun waktu pelanggaran HAM yang diwajibkan dibuka oleh KKR Aceh adalah
antara tahun 1976 sampai 2005, lalu kemudian masa sebelum 1976.

Kondisi demikian menunjukkan bahwelah terjadi suatuypenghalusan hukuratau
penyaringan hukum (rechtsverfijning) Penghalusan hukum kerap dilakukan apabila
penerapan hukum tertulisdirasakan mengakibatkan ketidakadilan, sehingga ketentuan
hukum tatulis itu sebaiknya tidak diterapkan atdowtuh diterapkan searadengan tujuan
untuk mencapakeadilan.

Mahkamah Konstitusi juga pernah menggunakan hal tersebut untuk melegitimasi
putusan konstitusional bersyarat terkait alokasi dana hasil cukai tembakau. Pada 14 April

2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan perkaeakait dengan cukai hasil tembakau,



khususnya terkait alokasi terhadap provinsi penghasilnya. Menurut Mahkamah Konstitusi,
ruang lingkup cukai hasil tembakau harus dimaknai secara menyeluruh yang meliputi
penghasil tembakau dan pengolahannyadga menjdi barang kena cuka®.

Pada intinya, Mahkamah Konstitusialam Putusan Nomor 54/PWU/2008
berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan Pasal 66A ayat (1) UU 39/2007 yang
dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan UUD 1945, sehingga seharusnya Pasal 66A
ayat (1) tersebut juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi,
pemosisian hukum yang demikian akan menyebabkan secara serta merta Pasal 66A ayat (1)
tersebut tidak berlaku lagi, yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya peanbdgna
cukai hasil tembakau tersebut kepada provinsi yang berhak, sebelum Pasal 66A ayat (1) a quo
direvisi dalam Undang/ndang perubahan. Hal tersebut tidak dikehendaki dan juga tidak
menjadi tujuan dibentuknya kewenangan pengujian Undaimglang terhadapJuD 19457

Menurut Mahkamah Konstitusi, pengujian tersebut justru dimaksudkan untuk
menjamin dan melindungi hakak serta kebebasan dasar secara adil dalam pengelolaan
negara, baik dalam hubungan dengan warga negaranya maupun antara pusat dan daerah.
Berhubung hal tersebut dalam rangka mewujudkan hubungan dimaksud secara adil dan
berhasil guna, Mahkamah akan melakukan penghalusan hukechtéverfijning terhadap
Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) UU MK, sebagaimana telah diterapkan
dalam putusanputusan Mahkamah sebelumny®&.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat, dalam penggunaan Kklausula
konstitusional bersyarat cpnditionally constitutiond] pasal yang diuji dianggap
konstitusional sepanjang dilaksanakan dan diterapkanaesengan pendapat Mahkamah.
Apabila dalam pelaksanaan dan penerapannya ternyata berbeda dengan pendapat
Mahkamah maka pasal dan bagian Undéhglang yang diuji menjadi bertentangan dengan
UUD 1945 (inkonstitusiond).

Dalam beberapa putusan atisidangUndang yang dinyatakan bertentangan dengan
UUD 1945 secara bersyarabtditionally constitutiond| ternyata dalam pengalaman tidak

segera ditaati sehingga amar putusan tersebut tidak efektif. Untuk menegakkan UUD 1945,

% Baca lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/9U2008.
97 1bid.
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baik oleh pelaksana maupunembentuk UndangJndang, Mahkamah yang telah
berpendapat bahwa permohonan Pemohon a quo beralasan akan mengabulkan permohonan
tersebut untuk sebagian dengan menyatakan pasal yang dimohonkan pengujiannya
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945.

Artinya, pasal tersebut inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah
Konstitusi tidak terpenuhi, yaitu Pemohon sebagai provinsi penghasil tembakau berhak untuk
turut serta memperoleh alokasi dana cukai hasil tembakau yang dipungut Pemerintah,
sehngga dengan demikian pasal Unddogdang yang dimohon untuk diuji dengan
sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi, apabila dalam pelaksanaannya
syarat yang ditetapkan Mahkamah tidak dipentfi.

Mahkamah Konstitusi kemudian meyakini, ketesmuPasal 66A ayat (1) Undang
Undanga quobertentangan dengan UUD 1945 dan agar ketentuan tersebut konstitusional
maka harus dipenuhi syarat untuk memasukkan provinsi penghasil temhal@asuProvinsi
NTB, sebagai penerima pembagian cukai hasil tembakpabila Mahkamah Konstitusi
membatalkan pasal a quo maka akan mempunyai akibat hukum batal juga penerimaan cukai
pada provinsi yang selama ini telah menerima pembagian cukai hasil tembakau. Untuk
keperluan praktik, pemberian terhadap provinsi yang selamanenerima pembagian hasil
cukai tembakau masih membutuhkan keberadaan pasal a quo, sedangkan untuk memasukan
provinsi penghasil tembakain casuProvinsi NTB, agar memperoleh cukai hasil tembakau
perlu adanya perubahan terhadap ketentuan pasguaq'®?

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kedudukan pasplopada saat sekarang
adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana
dimaksud di atas dipenuhi. Konstitusionalitas pasgluoakan berakibat langsung terhadap
alokasi APBN, karena pemenuhan syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah harus
dialokasikan dalam APBN. Namun demikian, oleh karena APBN Tahun 2009 sedang berjalan
dan apabila diberlakukan langsung akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka
Mahkamah mengpkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi

penghasil tembakau dalam APBN dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggarai§32010.

1001pjd.
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Kiranya dalam melihat legalitas KKR Acemmodel penghalusan hukum
(rechtsverfijning dapat diterapkan terhada@asal 229 UndaAgndang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh yamgnyatakan pada ayat (2) bahw@misi Kebenaran
dan Rekonsiliasi di Aceh merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan
RekonsiliasiTanpa adanya KKR (nasional), KKR dicetingkinkandibentuk karena lingga
kini pengaturanUU KK®aru dengan kriteria sebagaimana disebutkan Mahkamah Konstitusi

dalam Putusa®06/PUUIV/2006juga belum ada



BAB IV
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KKR ACEH DAN LEGITIMASI BAGI REKONSILIASI DAN
PENGUNGKAPAN KEBENARAN PELANGGARAN HAM DI ACEH

KKR Aceh adalah lembaga yang dibentuk oleha&fisteh (DPRA). Dalam prosesnya,
untuk mengisi keanggotaan KikBeh, DPRA harus membentuk Panitia Seleksi (Pagged
merekrut bakal calon Anggota. Pansel kemudian menyerahkan bakal calon anggota tersebut
ke DPRA sebanyak 21 orang. DPRA kemudian melakukan uji kepatutan dan kelayakan dari 21
calon anggota itu, dan kemudian memilih 7 orang untuk menjadi anggota®&ddRSeurut
itu DPRA juga memilih Ketua dan Wakil Ketua K&gh dari 7 Anggota yang terpilih.
Pemerintah Aceh atau Gubernur kemudian menetapkan dan melantik anddt®a Aceh
KKORAcehbertangungjawab kepada Gubernur dan DPRA

Qanun mengatur masa kerja Anggdk&R Acetadalah lima tahun, serta dapat
mencalon diri kembali untuk satu periode berikutnyZzalammenjalankan fungsi dan tugas
sehartharinya KKR Acelakan dibantu oleh Kelompok Ker{®okjg, di antaranya Pokja
Pengungkapan Kebenaran, Pokja PerempuaRkjaPReparasi, Pokja Perlindungan Saksi dan
Korban, Pokja Dokumentasi dan Publikasi dan Pokja Rekonsiliasi. Pokja dipimpin oleh satu
orang komisioner dan anggot@dua sampaienam orang unsur dari luakKKR Acel{Ps.5).
KonstruksiKKR Aceldalam Qanun 17/2013ecara garis besar adalah lembaga independen
yang dibentuk untuk mengungkap kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam
konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi
dan melaksanaan rekonsiliasiujuan penbentukan KKR Acehditentukan untuk: (1)
memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM
yang terjadi di masa lalu; (2) Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran
Ham baik individu maupun lembaga dengan korbdar (3) merekomendasikan reparasi
menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai dengan standar universal yang berkaitan
dengan halkhak korban. Cakupan wilayah ke§&R Aceldi seluruh Aceh dan/atau di luar
Aceh sejauh terkait dengan konflik Acéh.

104 Baca lebih lanjut, Amiruddin Alahab dan Wahyudi Djafa¢pmisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh:
Peluang dan Tantangan Pembentuk&tsam, him. 2@2.
105 |pid.



Sementara kurun waktu pengungkapan kebenaran, dibagi ke dalam dua tahap, yaitu
tahap pertama 4 Desember 1976 sampai 15 Agustus 2005. Tahap kedua sebelum 4 Desember
1976. Pengungkapan kebenaran tahap kedua dilakukan setelah pengungkapan tahap
pertama selesia Selain itu pelanggaran HAM yang diutamakan untuk diungkap adalah hak
ekonomi, sosial dan budaya serta hak sipil dan politik (Ps.19). Tujuan pengungkapan
1S0SYINIY RFEfIK dzyidzl aYSYR2NRYy 3 da8baigac | K|y
yang telah menddbatkan pelanggaran di masa lalmendapatkan informasi yang akurat
tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaan HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta
yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab, peristiwa yang melatarbelakangi,
motifasi mlitik dan /atau ekonomi, tindakan dan aktor, baik lembaga negara maupun non
negara serta dampaknyalan nemenuhi hak korban untuk mendapatkan kebenaran dan
keadilan srta meluruskan sejarahP@sal0) Pengungkapan kebenaran itu dilakukan dengan
O NJ ngumpulkan informasi dan dokumen, pengambilan pernyataan dan investigasi
(ps.21)t08

¢dz2dzty NB{12yaAftAladAr oO0SRIFaAFN]FYy vIydzy | RI:
terpecah dan menghilangkan dendam antara korban/keluarga korban dengan pelaku dalam
rangka merperkuatan keutuhan masyarakat dan bangsa; membangun kebersamaan untuk
menjaga keberlanjutan perdamaian; mencegah berulangnya konflik; dajagee keutuhan
wilayah Aceh (Paka3). Qanun juga mengatur bahwa rekonsiliasi hanya dapat dilakukan pada
kasuskasts yang tidak termasuk pelanggaran HAM yang berat. Rekonsiliasi dilakukan secara
sukarela tanpa pemaksaan baik kepada korban maupun peR&sh(30). Rekonsiliasi bisa
dilakukan pada tingkat Gampong, Mukim, Kabupaten/kota dan Aceh. Bisa juga dilakukan
secaa individual dan kolektif terhadap korban dan pelaku dalam masiaging kasus.
Rekonsiliasi hanya dilakukan setelah proses pengungkapan kebenaran selelsai. Setelah
rekonsiliasi terjadi tidak tertutup kemungkinan dilakukan penegakan hukum di pengadilan
atas kasus yang sama dengan korban yang s&aa&(31). KKR Acelmelaporkan hasil
kerjanya secara periodik kepada Gubernur dan DPRA, yaitu perenam bulan dan setiap akhir
tahun serta diakhir masa jabatan, atau karena suatuhlahlkhusus. Laporan itu berdifa
terbuka untuk umum dan dapat disebarluaskan melalui media massa. Lapg&BnAceh

paling tidak harus merekomendasikan perubahan hukum, politik dan administratif;
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pelaksanaan mekanisme rekonsiliasi, tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM dan
tindakan lainnyaRPas&16)1%7

Walau demikian keberadaan Qanun masih dianggap tidak cukup, AmirueldahAb
dan Wahyudi Djafaberpendapat bahwa masih dibutuhk#ebijakan dari pemerintah pusat
di Jakarta, yang secara resmi menerima Qanun. Tentu bentuknyea Isekadar pernyataan
resmi, tetapi sebuah kebijakan resmi tersurat, sehingga Qanun ini mengikat semua pihak.
Kebijakan tersebut dapat berupa Peraturan Presiden (Perpres), yang materinya menegaskan
bahwa semua instansi harus menghormati dan mendukung kd€f@A, di samping itu juga
mengandung dukungan anggaran dari APBN untuk rekonsiliasi dan refS&rasi.

Pemerintah Pusatlisebutkanbelum memiliki sikap yang tegas terhadap keberadaan
KKR Aceh, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi mengucdpitasan nomor 006PUU
IV/2006 yang membatalkan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliast?® Sikap Pemerintah Pusat ini biasanya didasarkan pada alasan tidak adanya
landasan hukum bagi KKR Aceh, sehingga kk#i& Aceh bekerja dan memintakdngan
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat merasa tidak mempunyai kewajiban untuk
memberikan dukungannya, walaupun Pemerintah Pusat sebenarnya tidak pernah
mengungkapkan ke publik bahwa kerja KKR Aceh adalah suatu perbuatartiflegal.

Substansi kebadaan lembagaejenis KKR di berbagai negara adalah sama, yaitu
menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM pada masa pemerintahan ofork&R
didefinisikan sebagai lembaga yang dibentuk dengan keterlibatan masyarakat sipil dan negara
pasca pemerintahan otoritef:? KKRahir tidak hanya menekankan kepada kinerja rekonsiliasi
antara pelaku dan korban, akan tetapi lebih mengutamakan kepada pengungkapan
kebenaran dan keadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Syarat utama
terciptanya rekonsiliasi adalah adaniebenaran dan keadildh3

Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan UU KKR, konsekuensi serius terjadi di

Aceh. MoU Helsinki dan Undatidang Pemerintah Aceh yang disusun dengan optimisme

107 |bid.

1081pid., him. 24.

109 Roichatul Aswidayah, dkRengembangan Kelembagaan KK&eh: Dari Langkah Taktis Menuju Langkah
Strategis (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 20092, hl

101bid.

11 Aryos NividaKomisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Transisi Politik, A¢ebyakarta: Ombak, 2013)rhi8.
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pendirian KKR Nasional yang dilandasi oleh UU KKR untuk membgktagisiejarah politik
Indonesia di Aceh menjadi kehilangan jiwanya untuk memenuhi keadilan bagi korban dan
keluarga korban pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau. Ketika pada tahyn 2013
DPRA berhasil Menyusun Qanun Nomor 17 tentang Komisi Keberard®ettonsiliasi Aceh,
maka optimisme yang tadinya mulai hilang tersebut dapat dilahirkan kembali.

Hak kebebasan, hak hidup, hak persamaan, dan hak untuk membangun merupakan
aspirasi HAM!Ketika era reformasi dimulai, terjadi pembelokan (bahkan pembalikars)
dalam pergulatan penegakkan HAM di Indonesia, yang semula penuh pelanggaran dan sangat
represif oleh aparat negara menjadi lebih berpihak kepada perlindungan HAM yang bahkan
dalam batas tertentu cenderung mendesak aparat nedétra.

Tanggung jawab negarang berkaitan dengan HAM telah diatur dalam hukum HAM
internasional. Pada awalnya dikembangkan prinsip tanggung jawab negara atas perlakuan
terhadap orang asing atastate responsibility for the treatment of aligndi mana dalam
prinsip ini terkandungituran mengenai bagaimana orang asing dapat mengajukan tuntutan
akibat perlakuan yang salah terhadap dirii§Dalam doktrin imputabilitas, tanggung jawab
negara tidak hanya berlaku dalam kasus ketika negara itu adalah pelakunya, namun juga
dalam keadaanimdakan badan negara atau badan dapat dipersalahkan kepada negara,
karena Tindakan badan negara akan dipandang sebagai Tindakan dari negara menurut hukum
internasional, baik badan tersebut termasuk ke datstoritas konstituen, legislatiiekskutif,
peradlan maupaun otoritas lainnya, baik fungsinya bersifat internasional maupun internal
dan baik memegang posisi atasan atau bawahan di negara terS€but.

5FflY LIFYyRFEY3IlLY bAQYIl (dzZ -léndEyh DegataSdv o Sy i d
Indonesia dapat dibagi menjadi belaa model, yaitu kewenangan organ negara
berdasarkan UUDcénstitutionally entrusted powgrdan kewenangan organ yang hanya
berdasarkan pada undaagndang legislatively entrusted powgt® Menurut Jimly
Asshiddigie, kemunculan lembaga independen merupakaatu bentuk eksperimentasi

kelembagaan, di mana eksperimentasi tersebut dapat berupa dewann¢i), komisi

14 Nallom Kurniawan Barlya@p Cit, hal 45.

115 Makalah Moh. Mahfud MD., dalam Seminar Komnas HAM Sub Komisi Hak Sipil dan Politik, yang
diselenggarakan di Hotel Panghear, 2 Mei 2006, dalam Nallom Kurniawan BHuilgian,

116 Nallom Kurniawan Barlya@pCit, him. 46.

171bid., hal 144.

U8 ph A QY (i ddukurh Bafd N&gara Indonedizakarta: PT RajaGrafindo Persana, 2018), 160.



(comissiol, komite €omitee, badan lpoard), atau otoritas @uthority).**® Lembaga baru
dapat disebut sebagatate auxiliary organatauauxiliaryinstitution sebagai lembaga negara
yang bersifat penunjang.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Gubernur Aceh saat itu, Zaini Abdullah, menetapkan
Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Qanun
ini ditetapkan sebagaientuk pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdekdemorandum of Understanding Between The
Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agujtus 2005
di mana isinya adalah menagkan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan
Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan
dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga
Pemerintahan Rakyat Acelapiat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Pasal 3 Qanun Aceh tentang KKR Aceh,
disebutkan bahwa KKR Aceh bertujuan untuk:

a. memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhdalaaggaran

HAM yang terjadi di masa lalu.

b. membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran HAM baik individu
maupun lembaga dengan korban; dan
c. merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai

dengan standar universal yg berkaitan dengan hatkak korban.

Penetapan Qanun KKR Aceh menjadi landasan dan panduan bagi kerja KKR Aceh
aStlkryYl AYyAd® 5A RIFEfELFY trhalf wm y3llF o6mc0 RAU
independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenarana padén motif atas
pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut,
YSNB12YSYRIFaAlly NBLINF¥aix RFEYy YSEF1alyrily N
menggariskan bahwa tugas merekomendasikan reparasi dan melaksanakamsiliaki
dilakukan setelah upaya pengungkapan kebenaran dilakukan. Lebih jauh ditegaskan bahwa
pelaksanaan tugas KKR Aceh bukan proses akhir dari penuntasan pelanggaran HAM. Terkait

rekonsiliasi Qanun KKR Aceh memberi batasan bahwa rekonsiliasi dilakukiamr

119 Jimly AsshiddigieKonstitusi dan Konstitusionalisme Indoneglmkarta: Konstitusi Press, 2006 15-6.



pelanggaran HAM berat. Lebih jauh Qanun KKR Aceh Pasal 31 ayat (4) menegaskan:
Rekonsiliasi yang telah terjadi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penegakan
hukum di pengadilan terhadap pelaku dalam kasus yang sama dan berkenaan derfggam kor
yang samat?°

Dikutip dar Renstra KKR Aceh Tahun 2@021, peluang mencari kebenaran dan
keadilan atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi beberapa dekade terakhir di Aceh, terbuka
lebar ketika penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indaleggjan pihak
GAM, yang dikenal deng&emorandumof UnderstandingMoU) Helsinski, dilakukan, yang
sekaligus menandakan akhir sebuah konflik dan perperangan. Selain pengaturan tataang
kelola pemerintahan, politik, dan kelembagadaru di Aceh, kesepaman ini juga
menghasilkan beberapa butir penting, ahitaranya tentang pengakuan dan penegakan Hak
Asasi Manusia. Nota Kesepahaman ini juga mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk
menerbitkan undangindang baru tentang Aceh, yang kemudian dikenal dengamana
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Ad&momi khusus di Aceh
dapat diterapkan setelah berlakunydndangUndang Nomor 11 Tahun 200&entang
Pemerintahan Aceh. Otonomi khusus adalah otonomi yang diberikan kepada suatu daerah
tertentu untuk menjalankan pemerintahan dengan pemberian-hak khusus yang derajat
kemandiriannya lebih tinggi dibandingkan daerah laintfy&emberian otonomi khusus bagi
Provinsi Aceh merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap kekhususan daerah Aceh
sebagai sukistem pemerintahan secara nasiof&.

Hingga saat ini KKR Aceh belum memiliki sekretariat mandiri, seperti halnya
organisasi perangkat pemerintahan Aceh lainnya, terutama yang merupakan bagian dari
pelaksanaan otonomi khusus AcélerdasarkanUndangUndangNomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceltsekretariat KKR Aceh masih menginduk pada Badan Registrasi
Aceh (BRA), setelah sebelumnya berada di bawah Dinas $odialwah Dinas Sosial, KKR
Aceh ditempatkan pada salah satu program, yaitu program umgekiulihan korban
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini tentu saja jauh dari tugatlgknkan KKR
Aceh yang berpusat pada upaya pemulihan korban konflik yang terjadi di masékRAceh

120 Disarikan dri Pengembangan Kelembagaan KKR Aceh: Dari Langkah Taktis Menuju Langkah ,Strategis
(Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 20409),%l

2l 1 A oReflekseMemorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di
Acehé (Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2 Juni 2014y, BV6.

1221pid., him. 377.



dan BRAsamasama lahir dari amanat perjanjian damai arg PemerintahRepublik
Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di HEisilakidia

(MoU Helsinki) pada 15 Agustus 2015 silam. Kedua lembaga ini juga memiliki ketgoean
dalam koteks memperkuat perdamaian yang telah terdjuidiceh namunBRA paddasarnya
bekerja untuk para mantan kombatan (GAM), mantan tahanan politik, dan masyawakat
terkena dampak konflik di Aceh. Penekanan kerja BRA adalah perbaikan ekonomi dan
kesejahteraan dari mantan kombatan, tapol, dan masyar&keban konflik tersebutDi sisi

lain, titik berat perhatian KKR Aceh adalah padagungkapan kebenaran dan pemulihan
dari korban pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik. Pengungkapan kebenaran
dilakukan salalsatunya dengan pengambilan pernyataamenjangkau korban, mendengar
tentang apa yangiereka alami di masa lalu, merekam dan menuliskannya. BRA, sebagaimana
lembaga lain, sudamemiliki format mata anggaran sendiri yang tidak dapat begitu saja
diubah dan menyesuaikatengan program yang dijalank&KR Acet??

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Komisioner KKR Aceh Masthur Yahya
dalam FGD Pengembangan KKR Aceh: Arah dan Strategi yang digelar ELSAM, pada 15
November 2019, di Jakartaliterangkan bahwa mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf
mengatakan selama pemerintah pusat tidak mendukung, dalam hal ini memberikan
anggaran untuk KKR Aceh, pemerintah Aceh tidak akan berbuat lebilPaobentukan KKR
yang merupakan mandat dari kesepakatan damai antara pemerintah Indodasi&GAM
melalui MoU Helsinkiyang diperkuat melalWwndangUndangNomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, sehingga sesungguhnya pembentukan KKR telah memiliki legitimasi yang
kuat pada masa itu.

Pada poin 2 MoU Helsinki yang membahas tentang hak asasi manusia, terdapat
tiga poin pokok yaitu, Poin 2.1. yang menyatakan bahwa Pemerintah RI akan mematuhi
konvenan PBB mengenai hihék sipil dan politik serta hak ekonomisst, dan budaya, serta
Poin 2.2. yang menerangkan bahwa Sebuah Pengadilan HAM akan dibentuk untuk Aceh. Poin
HPod az2! | StarAy|lA YSyeSodzi{ly ol Kgl aY2YA&A
Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan
YSySyihddzZl by dzLJ- 81 NB{2yaAfAl aAéo

123 Disarikan dariPengembangan Kelembagaan KKR Aceh: Dari Langkah Taktis Menuju Langkah ,Strategis
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Putusan Mahkamah Konstitusi bersiféinal and bindig, sehingga ketika
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat
dilakukan terhadap perkara tersebut. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan
nomor 006/PUUJV/2006, maka seharusnya ada tindak lanjut yang jeéasberbagai pihak
akankebelangsungan KKR selanjutnya.

az2z! 1 StaAaAy|lA t2AYy HPod YSy3IALGFr1lyyY ayz
dibentuk di Aceholeh Komisi Kebenaran dan Rekonsilidedonesia dengan tugas
merumuskan dan menentukan upaya rekonsliaBé¢ { S Y Sy (i [lUNdangWntlaag- t H H ¢
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan AIS Y I G {1 FyY daomo | yi
kebenaran dan rekonsiliasi, dengan undamglang ini akan dibentuk KKR di Aceh; (2) Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh merupakan bhagiak terpisahkan dengan Komisi dan
YSO0SYINIY RIFYy wS{ 2y aAafUntdaagudddng Bdmbdidill TeilaY 20861 Yy a 2
tentang Pemerintahan Acesulit kiranya untuk mengatakan bahwa KKR Aceh tidak perlu
landasan UU KKR. Jika membaca secara saksamagdapadikatakan bahwa pihak yang
bersepakat dalam MoU maupun pembuat UUPA dalam merumuskan ketentuan tentang KKR
Aceh itu membayangkan adanya keberadaan KKR nasional. MoU tegas mengatakan KKR Aceh
dibentuk oleh KKR Indonesia. Sementara UUPA mengatakad@iRmerupakan bagian
tidak terpisahkan dengan KKR nasioial.

Ketika menciptakan suatu peraturan perundamgdangan dan memiliki
semangat agar peraturan perundangdangan tersebut diterima di masyarakat, maka akan
lebih baik jika pertaturan terselt dibentuk berdasarkan suatussem yang baik pula.

Beberapa asas peraturan perundamgdangan yang dikenal dalam system peraturan
perundangundangan di Indonesia adala¥?:
a. Asaslex superior derogat legi inferidiyang lebih tinggi mengesampingkan yang
rendah), digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan

adalah hierarkhi peraturan perundangmdangan;

124 Disarikan dariPengembangan Kelembagaan KKR Aceh: Dari Langkah Taktis Menuju Langkah ,Strategis
(Lembaga Studi dan Advokasi Masyarajat (ELSAM), 2019}l
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b. Asaslex specialis derogat legi generaligang artinya bahwa aturan yang khusus
mengenyampingkan aturan yang umum;

c. Asaslex poserior derogat legi prioti yang berarti bahwa aturan yang baru
mengenyampingkan aturan yang lama;

d. Asas undangindang tidak boleh berlaku surut (n@atroaktif), yaitu bahwa suatu
undangundang belum bisa diterapkan kepada suatu kasus apabila undzaeng
tersebut belum ditetapkan.

Berdasarkn Pasal 7 ayat (1) Undabgndarg Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundangdangan, jenis dan hierarki peraturan perundang
undangan di Indonesia adalah:

1) UUD 1945

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratankigat (Tap MPR)
3) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undanglang
4) Peraturan Pemerintgh

5) Peraturan Presiden

6) Peraturan Daerah Provinsi

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Stufenbau Theorglari Hans Kelsen menjelaskan bahwa peraturan perundang
undangan yang léb rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang yang berada di atasnya. Ketika peraturan tersebut bertentangan, maka dapat
diajukanjudicial reviewt?® Urgensi dari suatjudicial reviewmenurut John Marshall adalah
sebagaberikut:*?’

a) Ketika ada suatau peraturan yang bertentangan dengan konstitusi harus dilakukan
uji materi, karena hakim telah bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi;
b) Konstitusi merupakathe supreme law on the langehingga harus ada pengujian

terhadap peraturan di bawahnya agdine supreme laviersebut tidak dilangkahi;

126 Hans KelserGeneralTheory of Law and Stat&anslated by Anders Wedberg, Russel & Russel, New York,
MpPTod 5A1dziALI {SYOolLtA 2tSK bAQYLl GdzZ | dzRI -uadangah, b | T NRA &
Nusa Media, Bandung, 2011, hal., 2dalam Widayati,éProblematika Ketlakpatuhan Terhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undbimglang, (Jurnal Pembadmuan Hukum Volume IV No 1, April

2017), hal 4.

127Moh. Mahfud MDKonstitusi dan Hukum dalam Kontroversj (JakartaRajawali Pers, RajaGrafindo Persada,

2009 hal 255, dalantbid.



c) Permintaanjudicial reviewharus dipenuhi, karena hakim tidak boleh menolah
perkara;

Melalui salah satu kewenangan yang dimilikinya, yaitu menguji urdadgng
terhadap UUD, Mahkamah Kstitusi dapat mengawal politik hukum nasional sehingga tidak
ada lagi ketentuan undangndang yang keluar dari koridor konstitd$i Apabila ditinjau dari
permasalahan legalitas KKR Aceh menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013, tentu tidak lepas
dari pembahasangraturan perundangindangan. Kontra yang terjadi terhadap kedudukan
KKR Aceh lebih difokuskan pada aspek ketiadaan KKR Nasional yang telah dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusisshingga beberapa kalangan politik Aceh menilai KKR Aceh sudah
sepatutnya untuldibubarkant?®

Pembentukan KKR bukan merupakan suatu mekanisme untuk menggantikan
proses peradilan, namun dapat digunakan sebagai suatu alat untuk memerintahkan adanya
penyeledikan resmi mengenai adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi. KKR dapat
membukakaca mata masyarakat luas mengenai peristiwa pelanggaran HAM berat yang
terjadi di masa lalu, bagaimana penderitaan yang dialami oleh para korban, dan juga
membuka kesempatan bagi pihak korban dan keluarga korban untuk bersikap terbuka
terhadap peristiwa gng dialami.

RUU KKR masuk ke dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan
Mahkamah Konstitusi pada Prolegnas Tahun 2007, 2008, dan 2009. Pada tahqr22040
RUU KKR masuk ke dalam Prolegnas Jangka Panjang dengan nomor urut 93, kemudian pada
tahun2015¢ 2019, RUU KKR masuk ke dalam Prolegnas Jangka Panjang dengan nomor urut
57. Hingga tahun 2017, RUU KKR belum masuk ke dalam Prolegnas Prioritas. Dari hal ini dapat
disimpulkan bahwa komitmen pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan RUU KKR masih
sangt rendabh.

Dari hasil wawancara penelliti dengan Komisioner KKR Aceh yang dilakukan secara
daring pada tanggal 4 November 202Gridal Darmj selaku Ketua KKR Aceh, mengatakan
bahwa walaupun telah lahir Qanun 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, seharusnya tidak

menjadikan Pemerintah Pusat melepaskan kewajibannya, karena Qanun mengenai KKR

128 Mohammad Mahrus Ali, dkkgTindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional
Bersyarafe (Jurnal Konstitusi Volume 12 Nomor 3, September 2015), hal 633.
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merupakan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi. Menurut AfridahiD&etika
PemerintanDaerah Aceh membentuk KKR Aceh, maka seharusnya Presiden terikat untuk
menanggapi hal terkait KKR Aceh tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angkal&igUndang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acépanun Aceh adalah peraturan
perundangundangan sejesi peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam penjeldsalangUndang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acehjelaskan bahwa yang termasuk dalam
Peraturan Daerah Provinsi adalah Qagang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah
Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat. Ketika melihat dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Qanun memiliki level yangama dengan Peraturan Daerah. Meskipun Pemerintah Aceh
memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan UUPemerintahan Aceh,
namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut. Terdapat kekatador
hukum nasional dan nikaiilai kemanusian yang mendasar sebagai batasan pelaksanaan
kewenangan pemerintah daeradf
Herlambang P. Wirataman, dosen Universitas Airlangga menyatakan ada 3 (tiga)
instrumen hukum yang bisa digunakan Pemerintah untuk menindaklanjuti KKR Acef3lyaitu:
a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undaungdang (Perppu), karena bisa membentuk
hukum baru. Perppu bisa melengkapi instrument lain yang belum ada dalaangind
undang. Perppu dapat dikeluarkan karena rasionalitas legislasi, yakni terjadi
kekosongan hukum atauukum tidak cukup mengatur ihwal reparasi hak korban.
Hal ini dalam kondisi negara berkategori darustaétsnoodrecht dan perlu jalan
keluar;
b) Peraturan Presiden, karena memungkinkan ketika ada instrumen hukum yang juga
memberikan pintu atas upayerjakerja KKR;
c) Instruksi Presiden, yang dapaenyinergikan antarlembaga negara, termasuk

dengan kepala daerah agar tidak saling bertolak belakang

130 https:/licjr.or.id/pengujian-ganunacehno-6-tahun-2014-hukum-
jinayat/#:~:text=Bahwa%?20berdasarkan%20ketentuan%$2@0atas, Indonesia%20dan%20dipersamakan%20
dengan%20Perda.&text=Berdasarkan%20kekhususan%20yang%20di%20berikan,acara%20di%20Mahkamah%
20Syar'iah diakses pada tanggal 24 November 2020.

131 https:/ftirto.id/akademisi-sebutkkr-acehbisaditindaklanjutilewat-perppu-euuW, diakses pada tanggal 24
November 2020.
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BAB 5
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KKR ACEH

1. Politik Hukum KKR Aceh

Sebuah rezim barwatau demokrasi baru memerlukan legitimasi sebagai dasar
stabilitas politik yang berpengaruh pula dalam penegakan hukum. Pengadilan dinilai sebagai
hal yang pengting untuk menunjukan supremasi nomama dan nilai demokrasi agar
kepercayaan rakyat dapatighlihkan!®? Kegagalan dalam mengadili, sebaliknya dapat
memicu sinisme dan tidakpercayaan rakyat atas adanya sistem politik. Sejumlah pakar
memiliki kepercayaan bahwa pengadilan dapat meningkatkan konsolidasi demokrasi jangka
panjang, salah satu argumenta adalah bahketika tidak ada kejahatan yang diadili atau
diselidiki, maka akan muncul rasa percaya dari masyarakat dan norma demokrasi dalam
masyarakat pun tidak akan terwujud, sehingga tidak aka nada konsolidasi demokrasi yang
sesungguksungguhnya33

Namun demikiamapakah hal ini dapat selesai dengan prosedur hukum formal dan
prosedural, birokratis dan normatif, dan mewajibkan adanya bolkti baik materiil
maupun formil? Apakah hakim dapat berdiri tegak dan bekerja dengan independen serta
imparsial di bawah tekamarezim ataupun agen rezim masa lalu, mengingat resistensi rezim
masa lalu terhadap setiap upaya pengungkapan kejahatan di masa lalu sangatlah potensial?
Pihakyang merasa terancam dengan adanya penyelesaian konflik secara yudisgiimu
akan berusaha s@at mungkin untuk mengubah keadaan entah dengan pemberontakan,
ancaman, konfrontasi, kudeta yang bertujuan untuk melemahkan kekuasaan dari pemerintah
sipil.

Dalam situasi yang seperti deskripi tersebut, pengadilan justru dapat memperkuat
kecenderungan niter untuk menantang institusi demokrast Martin Meredith!3°

menyatakan

1325amuel Huntingtorthird Wave: Democratization in the late Twentieth CentUnyiversity of Oklahoma Press,

1991, him. 114124.
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military officers responsible for crimes. But when the military began to grumble in a
country thathad already seen eleven military coups in this century. President Raul
Alfonsin blinked. He proposed a law setting a date for an end to indictments, and
another law that gave amnesty to middle and junior officers on the ground that they

were following orddl& @& €

Dalam praktiknya di Argentina, selain mengadili anggota junta teratas, Argentina
berusaha menuntut perwira militer berpangkat rendah untuk bertanggung jawab atas adnaya
1S2FKFEGFYy® bl Ydzy (SGALF YATAGSNI Ydzf A aNBal
mMAfAGSNI LIFRF 61 R AYAZ LINSBAARSY wl dahdardgft FSO f
untuk mengatur tanggal diakhirinya dakwaan dan undandang lain yang memberi amnesti
kepada perwira menengah dan junior denga alasan bahwa mereka mengikuti perintah.

Mekanisme legal atau penyelesaian sengketa secara yudisial memiliki keterbatasan
keterbatasant®® misalnya pertama, alat bukti untuk sebuah proses pemeriksaan di
pengadilan seringkali sulit dipenuhi karena pada umumnyaad#tbukti sudah hilang atau
dengan sengaja dilenyapkakKeduapara korban atau saksi takut mengambil resiko jika harus
bersaksi di pengadilaietiga,lembaga peradilan pada umumnya tidak dapat dipercaya dan
dianggap lemah, terutama lembaga peradilan yang pernah menjadi instrument rezim
otoritarian sebelumnyakKeempat,nstrument hukum tersedia tidak cukup untuk menjaring
sebuahstate organized violer(kejahatan negara yang terorganisis) karena konstruksi norma
dalam pasapasal peraturan perundangndangan lebih cenderung mengarah pada
kejahatan individualkelima,anggota militer, sisaisa kekuatan order otoritarian termasuk
birokrasi sipil yang pernah terlibat dalam kejahatan hak asasi manusia di masa lampau secara
terbuka menentang dan mengancam setiap proses hukum yang akan méagukejahatan
rezim masa lalu itu.

Kesulitan akan tidak dapat bekerjanya proses hukum formal dalam penyelesaian

konflik atau kejahatan hak asasi manusia di masa lampau, diperkeruh dengan kekhawatiran

136pengad#n Tokyo dan nurenberg mengadili tentara NAZI Jerman dan pelaku kejahatan PD Il dikatakan sebagai
pengadilan penyelesaian secara tuntas, pertanggung jawaban kejahatan kemanusiaan tetap mendapat kritikan
karena tidak memenuhi rasa keadilan korban. Demikiala dengan peradilan terhadap pemerintahan Vichy

di prancis yang berlangsung sampai puluhan tahun, malah menimbulkan antipati irakyat Prancis karena bosan
menunggu terlalu lama.



bahwa mekanisme tersebut dapat menjerumuskan bangsalkukembali ke rezim otoriter,
menjadi dorongan kuat perlunya sebuah mekanisme lain yaitu suatu model penyelesaian
alternative seperti Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi yang oleh tina Rosenberg dianggap
sebagai sebuah jalan untuk menghindhe dragon onte pation should not be awakenét.

Politik hukum yang oleh Soedatt® dimaknai sebagai kebijakan negara melalui
instituskinstitusi negara dengan kewenangan menetapkan peratyramturan yang
dikehendaki yang diasumsikan akan digunakan untuk mengekspneapea yang menjadi
cita-cita dan keinginan masyarakat menjadi salah satu landasan pembentukan lembaga
negara yang tidak diatur oleh UU seperti KKR Aceh. Padmo WAhjono mendefinisikan politik
hukum sebagai sebuah kebijakan mendasar yang menentukan aralukbemaupun isi dari
sebuah peraturan perundaagndangan yang dibentuk® Abdul Hakim Garuda Nusantara
menyatakan bahwa politik hukum merupakbegal policyyang hendak diimplementasikan
pada suatu pemerintahan negara tertenttf.

Ruang lingkup politik hukurdi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari ketentuan
peraturan perundangindangan yang saat ini berlaku dan cita hukum yang diharapkan akan
berlaku di masa depan. Hukum yang berlaku saat ini secara umum dikenal deisgan
constitutumdan hukum yang menjadita-cita dikenal dengaius constituenduni*! Soerjono
Sekanto dan Purnadi Purbacaraka memiliki pendapat baluwsaconstitutummerupakan
hukum yang disusun dan berlaku dalam sebuah masyarakat negara pada masa tertentu atau
hukum positif yang berlaku di masgkat. Sedangkaius constituendunmerupakan hukum
dan peraturan yang dicitaitakan dalam kehidupan bernegara namun belum diundangkan
menjadi sebuah peraturan perundammdangant*> lus constituendum dapat
bertransformasi menjadus constitutunmelaluibeberapa cara diantaranya adalah:

1. Revisi atau penggantian suatu undamgdang dengan undangndang yang baru;

2. Memasukan unsuunsur yang baru dalam perubahan undamgdang (unsur

unsur baru awalnya berupas constituendum);

BeAyl w2aSyoSnmd a! TiSNB2NRES
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3. Penafsiran peraturan perundangdnagan terkini yang tidak sama dengan
penafsiranpenafsiran pada umumnya;

4. Adanya perkembangan pendapat para ahli dan doktrin di bidang teori hikum.

Dihapuskannya UU KKR seolah menghilangiken constituendumsekelompok
masyarakat yang sangat mengharapkadanya sebuah sarana untuk menyelesaikan kenflik
konflik pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Putusan Mahkamah Konstitusi
seolaholah mementahkan upaya negara untuk menunjukan komitmen nyatazatesss to
justiceterhadap berbagai pelanggen HAM masa lalu. Sejatinya proses yang dmtekan
oleh masyarakat tidak melulu untuk kepentingan korban untuk meminta
pertanggungjawaban atas kejahatan masa lalu namun juga sekaligus untuk melindungi
generasi mendatang dari setiap kemungkinan ateanalerjadinya kembali kejahatan yang
sama di masa depaki?

Pembentukan sebuah lembaga dengan bentuk komisi dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia dapat pula dikaji dari tedrias politica,dimana komisi negara dapat lahir sebagai
sebuah lembaga yang merdeklJimly Asshiddigie menyatakan bahwa kemunculan lembaga
independen merupakan bentuk eksperimen dalam bidang kelembagassiititional
experimental) yang dapat berbentuk dewancduncil), komisi €ommission), komite
(committee) padan board),otorita (authority) 14> Lembaga bentukan baru tersebut tentunya
bersifat sebagai lembaga penunjang atau sebagate auxiliary organsatau auxiliary
institution.146¢ Namun demikian masih perlu diuji lagi kebenarannya bahwa lembaga atau
komisi negara independen hanyalah mpakan institusi pembantu dengan fungsi tambahan
sebagai penunjang. Hal ini dikarenakan dalam perkembangan negara yang modern, faktanya
banyak bermunculnya komisi negara dengan variasi tugas dan fungsi, dimana komisi tersebut
menjadi instrument utama data mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara

demokrasi yang berdasarkan hukufa.

1431bid, him.7.
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Merujuk pada pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KKR Nasional
sejatinya merupakan lembaga independen yang mandiri yang dibentuk untuk dapat
menjalankan tugasugas spesifik yang telah ditentukan oleh undamglang dalam
mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Inif®nesia.
Namun demikian pembubaran KKR Nasional sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah
Konstitusi berimbas pula padpolitik hukum pembentukan KKR aceh sebagai mandat dari
pelaksanaan Undargndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Spirit yang muncul dari pembentukan KKR Aceh sesungguhnya merupakan semangat
perdamaian yang tercetus dalam bukiutir MoU Relsinki yang kemudian dikristalkan dalam
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Abidta Kesepahaman
(MoU) Helsinki yang berlangsung kurang lebih tujuh bulan dihadiri oleh delegasi Indonesia
yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Addanusia Hamid Awaludin, dan delegasi GAM
yang dipimpin Perdana Menteri GAM, Malik Mahnigd.

{FYaARFNI YSyelL a1ty o0FKgl GRA (Sy3al K 0SNE
hadirnya KKR di Aceh telah mengalami and downdan sekaligus angin segar yang
dihembuslan oleh MoU Helsinkidan UndangJndang Pemerintahan Acéf Samsidar
memaparkan lebih lanjut bahwa hadirnya KKR Aceh tidak dapat dilepaskan dari perdebaran
mengenai relevansi menghadirkan KKR hanya dengan dasar hukum Qanun, dan surat
penugasan komisionernygang diterbitkan oleh Gubernur, sementara banyak korban
pelanggaran hak asasi manusia di Aceh yang mengharapkan diusut secara tuntas kasusnya
dengan pelaku yang berada di luar daerah A€éial lain yang perlu diperhatikan adalah
adanya kendala karena dashukum pembentukan KKR yang seharusnya terkoneksi dengan
KKR Nasional, sementara KKR Nasional telah dihapuskan sebagai implikasi dari putusan

Mahkamah Konstitusi.

8L ihat Pasal 1 angka 3 Undadgdang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang

telah dibatdkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
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Pembentukan KKR Aceh diikuti dengan perdebatan mengenai apakah seharusnya KKR
Aceh dibentlk dengan menunggu pembentukan KKR Nasional yang artinya harus menunggu
diundangkannya UU KKR Baru, padahal bahkan pembentukan UU KKR tidak masuk ke dalam
prolegnas 20202 KKR Aceh seharusnya bersifanporaryatau sementara untuk menjadi
perantara bagi ngara dalam penyelesaian konflik.

Sekalipun terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan tugas KKR Aceh, masih
terdapat argumentasi yang signifikan untuk mendukung pendirian KKR Regtama,
adanya alasan konstitusionalitas Hak Asasi Manusia yang diatam konstitusi. Pada Bab
XA UUD 1945 dinyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak
atas rasa aman adalah hak mendasar yang melekat pada manusia dan tidak dapat dikurangi.
Hakhak tersebut merupakan sejumlah hak yang banyedanggar di Aceh pada masa
lampau. Sehingga, penegakan, pemajuan, dan perlindungan, dan pemenuhan hak asasi
manusia merupakan tanggung jawab negara dalam hal ini yang diwakili oleh pemétintah.
Keduaargumentasi adat istiadat. Adat Aceh sangat khaskaantal dengan késlaman pola
perilaku masyarakatnya. Islam nyaris tidak pernah terpinggirkand alam urusan tata kehidupan
seharihari di masyarakat Acelt* Dalam hal penegakan keadilan, masyarakat hAce
menggunakan mekanisme adat sepetiyat, suloh dan ataupeumat jaroe Hal ini menjadi
mandat dariUndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Agatg
menyatakan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh, Komisi Kebenaran
Rekonsiliasi (KKR) dapat mempertimbangkan prpsisip adét yang hidup dalam
masyarakat.

Ketiga,alasan sosial. KKR Aceh sejatinya tidaak hanya menjadi alat pengungkapan
kebenaran atas kekerasan yang terjadi dimasa yang lalu sebagai cara memulihkan
kepercayaan diri para korban dan keluarganya. Diharapkan paragat keadaan masyarakat
di Aceh dapat terbangun dengan baik sehingga komunikasi demokrasi dapat berjalan
simultan. KKR Aceh dan kondisi kesetaraan masyarakat dapat membantu usaha rekonsiliasi
di tingkat komunitas yang pernah berkonflik. Penentuan masadéjceh tentu ditentukan

secara bersamaama, tidak hanya oleh pemerintah namun juga para korban dan keluarga

152 Apraham UtamaJalan Terjal Pengesahan Qanun KKR A@pimi. Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, him.
2.

153Pasal 281 &t 4 UUD 1945.
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korban pelanggaran HAM ber&eempatalasan historis. KKR Aceh merupakan bagian dari
perjanjian perdamaian 15 Agustus 2005 sementara perjamedamaian tersebut disusun
berdasarkan pada kesadaran para pihak yang berkonflik, yaitu pemerintah Republik Indonesia
dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), oleh karena itu menjadi penting untuk menciptakan Aceh
yang adil, demokratis dan berkemanusiaan. Kedimalpiyang berkoflik sebaiknya dapat
memiliki lonsensus bahwa kekerasan yang terjadi di masa lalu harus dihentikan dengan salah
satu caranya adalah melalui KKR. Perjanjian damai ini juga menjadi salah satu dasar
pertimbangan dalam penyusunan UU PemerintaAaeh.

Dalam perkembangannya KKR Aceh telah melakukan pendataan korban pelanggaran
hak asasi manusia yang diberikan reparasi. Adapun bentuk reparasi yaniatibadalah
dalam bentuk bantuan medis, bantuan psikologis, modal usaha, jaminan untuk hidup dan
statu kependudukan. Reparasi tersebut diprioritaskan untuk diberikan kepada korban yang
berusia lanjut. Sejak berdiri di tahun 2016 sampai dengan sadtKit Aceh telah mencatat
setidaknya 340 pernyataan permohonan rekomendasi yang nantinya akan tikan
rekomendasi pemberian reparasi kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Aceh, dan
DPR Aceh>

Ketentuan Pasal 229 ayat (2) UU Nomor 1ahtlin 2006 menjadi kunci bahwa
pembentukan KKR Aceh menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari KKR Nasmnal, na
demikian karena dibatalkan UU tersebut sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi
jilka melihat dari ketentuan bahwa KKR Aceh dapat bekerja berdasarkan peraturan
perundangundangan maka Qanun Aceh sebagai landasan hukum pembentukan KKR Aceh
tidak dapat dinafikan. Qanun yang sejajar dengan Peraturan Daerah masuk ke dalam
peraturan perundangindangan sebagaimana diatur dalam Undé&hglang Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundamglangan.

Sebagai salah satu provinsi di Indongsaaag mendapatkan status otonomi khusus,
pemerintah menerbitkan Undargndang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

sebagai peraturan pelaksana otonomi khusus di Aceh. Regulasi ini sekaligus merupakan

15 20SNATFET aY2NBlIY 1 !ta ! OSK RIELIG wSLINIF&AZ 1 NRGSN
I a | Khttgsg/aceh.tribunnews.com/2020/06/25/korbafnam-acehdapatreparasiini-kriteria-dan-bantuan
yangdidapatsalahsatunyamodatusahadiakses 26 Oktzer 2020.
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perwujudan dari butibutir Perjanjian Damavemorandum of Understanding (Molypang
ditandatangani di Helsinkp8

Berdasarkan prinsiprinsip penyerahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Aceh, pemerintahan Daerah Aceh diberikan
kebebasan dankesempatan yang seludisasnya untuk dapat mengembangkan dan
menyejahterakan masyarakatnya. Legalitas dari Undamgang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh merupakan bagian dari politik hukum yang dijalankan di Aceh
dalam rangka menyejahterakamasyarakat dengan kebijakan otonomi daerah. Politik hukum
secara umum dapat dimaknai sebagai aktivitas yang dilaksanakan untuk menentukan sebuah
pilihan mengenai caraara dan tujuan yang akan digunakan dalam mencapai tujuan hukum
dalam masyarakat’

Terdamat setidaknya tiga aspek yang memicu lahirnya KKR Aegtama, dalam
rangka keberlanjutan langkah langkah perdamaian di Aceh dalam rangka pemenukekhak
korban atas keadilan, kebenaran, dan hak untuk memperoleh repatadiua,meluruskan
sejarah dempembelajaran bangsa agar tidak terjadi hal yang serupa di masa mendatang.
Ketiga,internalisasi budaya penghargaan atas hak asasi manusia (HAM).

Landasan historis eksistensi KKR di Aceh dalam hal penanganan korban konflik
menurut Aryos Nivada adalah pendn KKR Aceh menjadi sebuah nilai terkecil dalam
mengembangkan demokrasi. Demokrasi sudah seywyg membuka kran kebutuhan dan
apa yang menjaadi keinginan dari masyarakat Aceh terutama korban konflik. Keinginan ini
ditindaklanjuti oleh negara melalui ganjangan tangan pemerintah Indonesia dan Aceh.
Bilamana lembaga KKR Aceh sebagai sebuah kebutuhan tidak dapat direalisasikan, hal ini
dapat dianggap sebagai ingkar janji pemerintah akan perwujudan sistem demokrasi. Dalam
hal negara tidak mampu mewujudkapa yang menjadi keinginan rakyat, dapat disimpulkan
bahwa negara memiliki kelemahan dalam menyerap aspirasi kebutuhan prioritas dari

masyarakat korban konflik di Acétf.Ditambahkan lagi bahwa pembentukan KKR di Aceh
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awalnya adalah sebagai amarfgsal 229UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan AcetDalam teknis pelaksanaaya KKR Aceh diatur dengan Qanun A&&h.

Hal ini seharusnya dapat menjadrigger bagi pemerintah untuk mengakomodir
pembentukan KKR Aceh. Meskipun payung hukum KKR Nasional yaitu UU Nomor 27 tahun
2004 tentang KKR telah dibatalkan odahkamah Konstitugsiamun pembentukan KKR Aceh
dapat merujuk pada tiga instrument hukum nasional yatAP MPR No. IV/1999, TAP MPR
No. V/2000 dan UPengadilan HAMS!

TAP MPR NolV/MPR/1999 tentang GBHN 199904 menyatakan bahwa
GLSyeStSalAlty YlLartlrkK ! OSK aSOl NI 0SNJ] SIRA
pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pgigar hak asasi manusia, baik selalu
pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pakd& Y6 SNI | { dzt y 5F SNJ K h LJ
Pernyataan ini dipertegas dalam Tap MPR No. V/IMPR/2000 tentang pemantapan Persatuan
dan Kesatuan Nasional yang menyatakan bahwa lkuntemantapkan persatuan dan
kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkatgkah nyata, berupa pembentukan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan KKR ini penting sebagai salah satu
pedoman dalam perjalanan bangsa Indonesia ke depannya, terraiankmemiliki pengaruh
atas penegakan supremasi hukum dan perundandangan yang diterapkan secara
konsisten dan bertanggung jawab, dan menjamin serta menghargai hak asasi manusia. Bab V
Tap MPR No. V/MPR.2000 perihal kaidah pelaksanaan dalam butiraa skengkap
disebutkan:

GYSYoSyihGdzil Y2YA&A YSO0SYFIN}Y RIEYy wS{12yaift

yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan Undadang.

Komisi ini bertugas untuk menegakan kebenaran dengan mengungkapkan

penyalahgmaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau,

sesuai dengan kehtuan hukum dan perundaRgndargan yang berlaku, dan
melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

LangkaHangkah setelah pengungkapan kelaean, dapat dilakukan pengakuan

160 pasal 230 Undangndang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa
tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi KebenararRéaonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang
berpedoman pada perundangndangan.
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kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum,
amnesti, rehabilitas, atau alternative lain yang bermanfaat untuk menegakan
persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sepenuhnya memerhatikan rasa rkeadila
REEFY YIF&2FNF{FGopé
UndangUndangNomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia juga
memberikan mandat pembentukan KKR sebagaimana diatur dalam Pasal 47 yang
menyatakan
(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yangdiesebelum berlakunya
undangundang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibentuk dengan Undantg/ndang.

Terdapat lima karakteristik dari KKR secairmum menurutPriscilla. B. Hayner

mengacu pada pengalaman serupa di berbagai negara yaitu:

1. Terpusat pada penyelidikan kejahatan masa lalu;

2. Terbentuk beberapa saat setelah rezim otoriter tumbang dengan tujuan untuk
mendapatkan gambaran yang komprehensiengenai kejahatan hak asasi
manusia dan pelanggaran hukum internasional pada kurun waktu tertentu;

3. Keberadaan KKR adalah untuk jangka waktu tertentu dan dapat berakhir setelah
diselesaikannya laporan akhir suatu penyelesaian kasus;

4. KKR dilengkapi dengan emh kewenangan untuk mengakses informasi ke
lembaga terkait yang diperlukan dan berkaitan dengan penyelesaian kasus serta
dapat mengajukan perlindungan untuk saksi;

5. Biasanya lembaga ini dibentuk secara resmi oleh negara melalui Uttredeqng
atau keputusa presiden. Dalam konteks tertentu KKR dapat dibentuk oleh PBB
seperti praktik yang dijalankan di El Salvador atau beberapa negara lain yang KKR
nya diprakarsai oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Uruguay,

Rwanda, dan BraZi$3

162Baca lebih lanjuTap MPR No. V/MPR 2000
183 Priscilla. B. Hayneldnspeakable Truth: Facing the Chalenge of Truth CommidgonYork: Routledge, 2002,
him.31.



Lantas bagaimana jibk hukum dan legalitas pembentukan KKR Aceh yang berdiri
dengan dasar hukum Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. Dasar hukum
pembentukan KKR Aceh secara formal menjadi alasan pemerintah untuk tidak dapat
memberikan dukungan penuh bagi kire§KR Aceh. Meskipun demikian sesungguhnya, pada
awal munculnya inisiatif Aceh untuk membentuk KKR Aceh, terdapat dua opsi yang dapat
dilakukan yakni DPRA menunggu proses UUD KKR Nasional disdsizgnQanun KKR Aceh
disusun berdasarkatindangUndang Noror 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
namun jika terdapat UU KKR yang baru maka harus dilakukan penyesuaian KKR Aceh dengan
KKR Nasional agar terdapat keselarasan secara organisét@®iscara normatif KR Aceh
dibentuk sebagai mandadari Pasal 229 hdlangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Peamerintahan Aceh yang menyatakan

(1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan undarang ini dibentuk

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh;

(2) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aadlagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

(3) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan

perundangundangan;

(4) Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi madusAceh, Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi di aceh dapat mempertimbangkan ppriegp

adaat yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya Bsal 230UndangUndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Acehmenyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan,
penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada
peraturan perundangundangan. Pasal 260 mengatur Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di
Aceh sebagaimana dimaksud dal&asal 229 berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun
sejak UndangJndang diundangkan.

164 a 5 dzl { 2f dza A dzy G dz] al al f I K v Iy dzy
https://lwww.hukumonline.com/berita/baca/lt5281fa9b4c93c/dusolusiuntuk-masalakhganunkkr-aceh/
diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.
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Herlambang P Wiratraman menyatakan bahwa setidakeydapat tiga instrumen
hukum yang dapat digunakan pemerintah untuk dapat menindaklanjuti eksistensi KKR Aceh.
Pertama, penerbitan Peraturan pemerintah pengganti undamgdang (Perppu). Perppu
dapat diterbitkan untuk mengisi kekosongan hukum pada kondigirat. Keduapenerbitan
peraturan presiden yang dapat menjadi pintu atas upaya kerja DPR. Peraturan presiden
mengatur hubungan antar lembaga negara dan memastikan agat tidak ada tumpang tindih
norma serta menyinergikan KKR Aceh dengan pemerintah pkistiya,instruksi presiden
(inpres). Penerbitan instruksi presiden dapat dapat menunjukan komitmen politik hukum
pemerintah yang sedang menjabat untuk memastikan terjaminnya keadilan bagi para korban
pelanggaran hak asasi manu&iaPendekatan penyelesaigelanggaran hak asasi manusia
di Aceh dengan mekanisme non yudisial hendaknya dilaksanakan dengan panaingm
rights-basedconstitutionalismKonstitusionalisme berbasis hak asasi manusia mengandalkan
hakhak konstitusional warga negara dan menekunuaparan perundangindangan dalam
rangkaa memperkuat posisi kelembagaan negara.

KKR Aceh telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait penguatan
kelembagaan KKR Aceh dan pelaporan penanganan langkah non yudisial penyelesaian
pelanggaran hak asamanusia di Aceh. Pada tahun 26®8nisalnya, Trimedya Panjaitan
anggota Komisi Il DPR RI menerima audiensi dari KKR Aceh untuk menerima laporan yang
salah satunya adalah keterbatasan anggaran dan SDM yang menyebabkan belum dapat
dijalankan secara optimaya kinerja KKR Aceh. Perwakilan dari KKR Aceh berharap agar diberi
kemudahan akses untuk pencarian informasi bagi akjomarat yang pernah terlibat dan

dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Kinerja KKR Aceh dalam Tataran Implementasi

Peneliti melakukan observasi penelitian dengan cara melaksanakan wawancara daring
dengan jajaran pimpinan dan Komisioner KKR Aceh. Wawancara daring dalam rangka
observasi penelitian ini dilaksanakan pada hari Rabu, 4 November 20gardessponden

sebagai berikut:

5 RA . NRAFYGALEFS a! {FRSYA&AA { Sodzi Yheps:/tittoOdaKademiki-a | RAGA
sebutkkr-acehbisaditindaklanjutilewat-perppueuuWdiakses 26 Oktober 2020.
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Oktober 2020.



https://tirto.id/akademisi-sebut-kkr-aceh-bisa-ditindaklanjuti-lewat-perppu-euuW
https://tirto.id/akademisi-sebut-kkr-aceh-bisa-ditindaklanjuti-lewat-perppu-euuW
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22082/t/KKR+Aceh+Lakukan+Pendekatan+Non+Yudisial

1. Afridal Darmi (Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

2. Evi Narti Zain (Wakil Ketua sekaligus Ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran)

3. Masthur Yahya (Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sekaligus Ketua Pokja
Rekonsiliag.

IS

. M. Daud B(komisioner sekaligus Ketua Pokja Perlindungan Saksi dan Korban).

Menurut Afridal Darmi, Ketua KKR Ac#dKR Aceh secara politis (sebagaimana telah
uraian awal dalam bab ini) terbentuk sebagai turunan temilangUndang Nomor 11 tahun
2006tentang Pemerintahan Acethan operasionalisasinya diperkuat oleh Qanun Nomor 17
tahun 2013. Pemerintahan Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai tindak lanjut dan perwujudarpastssunt servanda
dari MoU Helsinki. DimanaMoU Helsinki merekomendasikan tiga hal untuk dilaksanakan
dalam rangka penegakan keadilan bagi korban tindak kejahatan hak asasi manusia berupa:
pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsiliasi. Meskipun terdapat banyak butir
kesepakatamlalamMoU Helsinkyang belum tertuang dalam UU Pemerintahan Aééh.

Sejauh ini, dalam pelaksanaan tugasnya untuk melakukan pengungkapan kebenaran KKR
Aceh seringkali terbentur dengan kesulitan untuk pencarian dan pengungkapan dokumen
yang mendukung upaypengungkapan kebenaran. Ditambah lagi keterbatasan dana yang
diterima oleh KKR Aceh dari pemerintahan Aceh untuk menjalankan kegiatan sebagai
pelaksanaan mandat menjadikan proses pencarian kebenaran dan rekonsiliasi menjadi tidak
efektif. Hal baik yang nmberikan harapan bagi KKR Aceh adalah banyaknya dukungan dari
pihak ketiga non pemerintah yang memberikan uluran tangan baik dalam bentuk pendanaan
maupun tenaga sukarelawan yang dapat membantu proses pelaksanaan tugas.
Pertanggungjawaban penggunaan bamueuangan dan laporadalam rangka akuntabilitas
penggunaan anggaram dari pihak ketiga di KKR Aceh dilaksanakarindégdendent
auditor.16®

Faktanya, KKR Aceh telah memberikan rekomendasi untuk reparasi yang ditindaklanjuti

dengan Keputusan Gubernur Ac&omor 330/1269/2020 tentang Penetapan Penerima
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SosiologiVol.21, No.1 Januari 2016, him-808.
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Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM (sejumlah 245 .¥8rban)
Reparasi atau pemulihan hak korban pelanggaran hak asasi manusia berat sejatinya terdiri
dari reparasi mendesak dan repar&asmprehensif. Dalam rekomendasi tersebut KKR Aceh
merekomendasikan reparasi mendesak dengan layanan berbentuk layanan medis, layanan
psikososial, tunjangan hidup, bantuan usaha dan status kependudukan, dimana
pelaksanaannya dilakukan oleh Badan IntegrasihAdan Stuan Kerja Perangkat Aceh yang
terkait. Dalam perjalanannya, KKR Aceh berhasil menginventarisis sejubf@mnama yang
akan diusulkan untuk memperoleh reparasi, hamun hingga penelitian ini disusun baru
sejumlah kurang lebih 4000an nama korbang#®erhasil diverifikasi’°

Berdasarkan penuturakl. Daud B.komisioner KKR Acéht sangat diperlukan legitimasi
dari pemerintah pusat atas keberadaan KKR Aceh baik berupa pendirian KKR Nasional
maupun bentuk nyata lainnya. Hal ini disebabkan oleh bebehabaliantaranyapertama,
terdapat 35.000 data korban amnesti internasional yang seharusnya diselesaikan oleh
pemerintah di Aceh, namun hingga saat ini hanya kurang dari sepertiganya yang telah
dilakukan pendataan oleh KKR Aceh dan diusulkan untuk ditangak. Keduaproblematika
yang muncul sebagai akibat dari adanya benturan kepentingan penggunaan keuangan
negara. Pendanaan dari pemerintah Aceh untuk KKR Aceh saat ini digulirkan melalui Dinas
Sosial Provinsi sehingga penggunaan anggarannya harus so@iken program kegiatan dari
dinas sosial yang seringkali tidak selalu seirama dengan program kerja KKKetiggh.
proses transisi keadilan atau transformasi perdamaian yang seharusnya telah berjalan sejak
2005 masih berjalan stagnan sampai saaf@merintah kurang memberikan atensi terhadap
isu transisi keadilan dan implementddoU Helsinki. Keempatekomendasi yang diberikan
2f SK YYw ! OSK (6AMRIRA yBEhhkayRtavdisa@itifak dapat ditaksanakan
tanpa adanya dukungan dari penr@ah pusat.Menurut Daud, transisi keadilan seyogyanya
dapat berjalarbeyond the lawmelampui hukum positif atau legalitas formal semata karena
hal ini menyangkut rasa keadilan substantif yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat dan

para korban pelanggan hak asasi manusia.

895 dzKF YYF R 51 dzR . SNHzSK Zn d WIS dzys hithsk/AvahdSaiRikedleksidrialanan
4-tahun-kkr-aceh/diakses pada 15 November 2020.

10 penjelasan Ketua KKR Aceh dalam observasi penelitian wawancara.

"1 PenjehsanM. Daud B(komisioner sekaligus Ketua Pokja Perlindungan Saksi dan Korban).



https://bahasan.id/refleksi-perjalanan-4-tahun-kkr-aceh/
https://bahasan.id/refleksi-perjalanan-4-tahun-kkr-aceh/

Mengingat adanya campur tangan Dinas Sosial Provinsi Aceh dalam pelaksanaan
kewenangan KKR Aceh, peneliti merasa perlu mendalami kesulitan dan hambatan seperti apa
yang biasa dialami komisioner dan tim dalam tahapan pengungkapann&etre di
masyarakat. Evi Narti Zain (Wakil Ketua sekaligus Ketua Pokja Pengungkapan Kebenaran)
menyatakan bahwa setidaknya ada dua permasalahan utama dalam proses pengungkapan
kebenaran di tengaltengah masyarakat baik korban maupun keluarga dari korban
pelanggaran hak asasi manudrertamakecenderungan rasa tidak percaya dari masyarakat
(atau korban) atas kinerja pemerintah sejauh ini yang mengakibatkan ketidakpercayaan
masyarakat kepada KKR Aceh. Hal ini pula yang mengakibatkan adanya resistensi dari
masyarakat atas keberadaan KKR Aceh dalam pelaksanaan pencarian keb&ealzn.
pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi karyawan dan relawan KKR Aceh yang masih
memerlukan pengaturan. Saat ini terdapat 68 orang relawan di KKR Aceh untuk melaksanakan
kegiatan pra kondisi dalam proses pengungkapan kebenaran. Terdapat beragam data yang
dikumpulkan olehLSMbelum terdokumentasi dengan baik. Seringkali proses pencarian
kebenaran pada korban dan keluarga korban pelanggaran ham berat berdampak pada
terpengauhnya kondisi psikologis para relawan yang terjun ke lapangan dalam pencarian
RFEGF 11 NSy BAatE B ¥aighanasidungkapkan oleh para korban dan/atau
keluarga korban.

Terlepas dari berbagai hambatan yang dialami tim KKR Aceh bidangng&agan
kebenaran, terdapat beberapa hal positif dari kegiatan yang simultan dan rutin dilakukan oleh
KKR AcelPertama,masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang memiliki keterikatan
RSy3ly (12Nbly RIy {SfdzZ NBI { 2 NBbksidari KkRNSceh I a R A
untuk melaksanakan akaksi pengungkapan kebenaraedua, berkurangnya beban
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pelanggaran hak asasi manusia yang dialaminya. Dua dampaik ipos#ntu menuntut KKR
Aceh untuk dapat menuntaskan proses pengungkapan kebenaran hingga aksi reparasi, karena
jilka rekomendasi dari KKR Aceh untuk melaksanakan reparasi bagi para korban tidak
ditindaklanjuti bukan tidak mungkin pemerintah dan KKR Ast&im kehilangan kepercayaan

kembali dari masyarakat.



Masthur Yahy&? menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang cukup berarti dalam
proses rekonsiliasi sebagai tahapan terakhir setelah pengungkapan kebenaran. Hal ini karena
sebagian besar masyarakat dan kamb merasa lebihsafe dalam proses rekonsiliasi
dibandingkan dengan menempuh jalur hukum melalui proses yudisial yang cenderung akan
memakan waktu yang lama. Proses rekonsiliasi di Aceh diselenggarakan secara adat dengan
mempertemukan korban dan keluargangiangan terduga pelaku atau pelaku pelanggaran
hak asasi manusia di masa lampau. Permasalahannya adalah hanya karena penyelenggaraan
rekonsiliasi tersebut belum pernah dilaksanakan dan masih pada tahapan rencana serta
wacana yang diharapkaragat segera dinplementasikan.

Capaian kinerja KKR Aceh sejak berdiri hingga saat ini dapat diklasifikasikan ke dalam
beberapa aspek sebagai berikut

1. Perkembangan Pengambilan Pernyataan Korban

Hingga saat ini, KKR Aceh telah melakukan pengambilan pernyataan korban
dan atau keluarganya dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota tempat KKR Aceh
melakukan kegiatan kerjanya sebanyak 5000 (lima ribu) pernyataan. Karena
keterbatasan anggaran dan SDM, KKR Aceh tidak mengambil semua pernyataan di
tiap-tiap 14 Kabupaten, namun hanyab&gian saja.

Data dan informasi korban dari wilayah lainnya akan dilanjutkan oleh KKR Aceh
periode selanjutnya. Mengingat KKR Aceh dibentuk oleh Pemerintah Aceh dan
DPR Aceh secara permanen.

2. Dukungan Pemerintah Aceh dalam menetapkan Reparasi Hak Korban

Melalui pelbagai diskusi dan rapat terbatas, PIt Gubernur Aceh mengeluarkan
Keputusan Gubernur Aceh perihal penetapan penerima reparasi mendesak korban
pelanggaran HAM sebanyak 245 korban sesuai dengan rekomendasi reparasi
mendesak yang dikirimkan oleh KK&eh!’?

Gubernur Aceh melalui keputusannya memberikan perintah kepada Badan

Reintegrasi Aceh untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. Saat ini KKR Aceh

172penjelasaMasthur Yahyakomisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sekaligus Ketua Pokja Rekonsiliasi,
173 Lihat https://aceh.tribunnews.com/2020/06/25/alhamdulillanovatekenkebgubpenerimareparasi
korbanhammasakonflik-bakatdapatbantuan  https://humas.acehprov.go.id/pfgubernurtekenkepgub
penerimareparasikorbankonflik-masalalu-ngo-hamacehberikanapresiasi/ https://dialeksis.com/aceh/kks
acehapresiaskepgubpenetapanpenerimareparasimendesakkorbanpelanggararham/, diakses pada 02
November 2020.
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mendorong Badan Reintegrasi Aceh untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur
Aceh agar pelaksanaan rekomesdreparasi mendesak bisa segera dijalankan.
3. Memorialisasi Peristiwa Masa Lalu

KKR Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk
meresmikan salah satu peristiwa kelam masa lalu di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
Memorialisasi berupa prastasdiresmikan bersama oleh Komisioner KKR Aceh,
perwakilan Pemkab Pidie Jaya, Kepala Desa Cot Keng dan jajaran muspika
setempat serta perwakilan korbdri?* Mengingat di masa pandemi, pihak yang
hadir dibatasi.

Kegiatan memorialisasi juga sedang dalam ppesiadi beberapa Kabupaten
lainnya seperti Aceh Besar, Aceh Barat (Peristiwva Tgk Bantagiah), Aceh Timur,
Aceh Jaya dan beberapa Kabupaten lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
mengingat masa lampau agar di masa depan tidak terulang kembali peristiwa
serupa sekaligus menjadi pembelajaran publik dan negara guna mencegah
keberulangan.

4. Kerjasama antar lembaga

KKR Aceh telah melakukan kerja sama dalam bentuk penandatanganan MoU
dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM dan LPSK. Selain itu KKR Aceh sedang
melekukan pendekatan dengan sejumlah pihak lainnya di Jakarta untuk
melakukan penandatanganan MoU dalam rangka memperkuat kelembagaan KKR
Aceh.

Di level Aceh, KKR telah melakukan kerja sama dengan P2TP2A, Majelis Adat
Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk mempapgian rekonsiliasi berbasis
kearifan lokal di wilayah Aceh Tengah. Kemudian KKR Aceh sedang
mempersiapkan pertemuan dengan sejumlah tokoh ulama untuk meminta
masukan berkenaan dengan pelaksanaan rekonsiliasi dalam perspektif islam.
Hasilnya akan digunakaneh KKR Aceh dalam melakukan persiapan rekonsiliasi

dengan mengkombinasikan konsep kearifan lokal Aceh, keislaman dan HAM.

174 Lihat https://sinarpidie.co/news/tuguprasastimemorialisasii-cot-kengdiresmikarindex.html,
https://atiehwatch.com/2020/07/21/kkracehserahkanprasastiperistiwadugaanpelanggararhammasa-
lalu-kepadapemkabpidie-jaya/, https://www.acehpost.id/2020/07/kkracehserahkanprasasti
pelanggaran.htmldiakses pada 02 November 2020.
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Tahun ini hingga tahun 2021, KKR Aceh sedang memaksimalkan permintaan
informasi dan dokumen terkait dengan Konflik Aceh kepada &gab
Pemerintahan baik di Nasional seperti Kemefkghukam, Kemenkumham,
Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Sekretaris
Negara, DPR RI, Komnas HAM, Polda Aceh, Kodam Iskandar Muda, Dinas Sosial
Aceh, Kesbangpol Aceh, Kepalac@a (Bupati/Walikota) tempat KKR Aceh
mengambil pernyataan korban serta organisasi masyarakat sipil.

Selanjutnya KKR Aceh menyusun persiapan dengan melibatkan ahli terkait
guna mempersiapkan laporan akhir kerja KKR Aceh periode@PRQ@B1 disertai
dengan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada Gubernur Aceh, DPR
Aceh dan Pemerintah (Presiden).

Terdapat beberapa permasalahan pokok terkait kelembagaan KKR Aceh dalam
melaksanakan tugasny®ertama,terkait kesekretariatanSejak KKR Aceh dilantik jgad
bulan Oktober 2016, tidak serta merta mendapatkan dukungan dan fasilitas kantor.
Kemudian baru pada tanggal 22 Juni 2017, KKR Aceh menempati kantor pinjaman
sementara (aset dinas Perhubungaf?)Padahal sejatinya sangat diperlukan dukungan
penuh dari peméantah, DPR RI, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh sebagai pihak yang akan
menerima seluruh hasil laporan kinerja dan KKR Aceh termasuk rekomendasi
rekomendasi yang diberikan KKR Aceh seharusnya dapat dijalankan oleh pemerintah
melalui lembaga terkait.

Setelahmendapatkan fasilitas kantor, kemudian Anggaran KKR Aceh berada di bawah
Dinas Sosial dengan ditempatkan di bawah program Rehabilitasi Sosial korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan besaran anggaran Rp 5 Milyar untuk tahun 2017 dan
Rp 4,5 Milyauntuk tahun 2018. Kemudian tahun 2019 KKR Aceh mendapatkan anggaran
Rp 4,5 Milyar dengan penempatan anggaran dipindahkan dari Dinas Sosial ke Sekretariat
Badan Reintegrasi Aceh (BRA) karena BRA dianggap memiliki kesamaan dan karakteristik
dengan tugas dakewenangan KKR Aceh. Tahun 2020 KKR Aceh mendapatkan anggaran
dengan jumlah yang sama Rp 4,5 Milyar, namun karena terjadi Pandemi Covid 19, maka

anggaran tersebut mengalamefocusingoleh Pemerintah Aceh. Realisasinya KKR Aceh

175 Lihat :https://humas.acehprov.go.id/gubernaresmikansekretariatkkr-aceh/dan
https://www.acehportal.com/2017/06/22/sekretariakkr-acehdiresmikan/
diakses pada 9 SeptembedZ0.
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hanya melakukan kegiatan yarprioritas dari sisa anggaran refocusing. Penempatan
sekretariat KKR Aceh di bawah Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh adalah berdasarkan
hasil telaah Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Aceh dan beberapa Biro terkait
lainnya pada Pemerintah Aceh.

Pada tahun 2018 dan tahun 2019 KKR Aceh telah dua kali mendapatkan surat dari
Dinas Perhubungan yang pada pokoknya menyatakan gedung yang dipakai oleh KKR Aceh
akan digunakan kembali untuk kepentingan Dinas Perhubukh§arsementara
permohonan yang telah diakan untuk pinjaman kantor lainnya tidak belum jawaban
yang sesuai harapan! Namun dalam merespon hal tersebut dan menanggapi surat dari
Dinas Perhubungan Aceh, Pihak pemerintah Aceh yang diwakil oleh Plt Sekda Aceh telah
melakukan fasilitasi pertemuan twa Dinas Perhubungan Aceh dan Komisioner KKR
Aceh. Hasilnya KKR Aceh tetap menempati kantor milik Dinas Perhubungan Aceh untuk
melaksanakan aktivitas kerjanya sampai dengan Pemerintah Aceh mendapatkan solusi
yang komprehensif perihal kantor KKR Aceh.

Pada Oktober 2019, PIt Gubernur Aceh menerima audiensi KKR Aceh bersama Badan
Reintegrasi Aceh (BRA) membahashalyang penting terkait dengan kelembagaan dan
perkembangan kerja KKR Aceh. Dalam pertemuan tersebut, KKR Aceh menyampaikan
perkembangan kerjaya kepada PIt Gubernur Aceh dan menyampaikan masukan terkait
dengan penguatan kelembagaan. Menanggapi masukan KKR Aceh, Plt Gubernur Aceh
menekankan pentingnya agenda rekonsiliasi untuk memperkuat perdamaian Aceh di
kedepankan.

Kedua, belum adanya dukungma penuh dari pemerintah pusat, dalam rangka
mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat tersebut KKR Aceh telah melaksanakan
upayaupaya sebagai berikut:

1. Adanya pertemuan formal dan informal ke pelbagai pihak (Kementerian dan Lembaga

Negara) untukmemberikan dukungan atas ketl@rja KKR Aceh;

2. Adanya Permintaan dari Gubernuceéh yang pada pokoknya meminta pemerintah

pusat memberikan dukungan;

176 Lihat :https://klikkabar.com/2018/06/21/kosongkaikantor-kkr/ diakses pada 9 Stgmber 2019
Y7 Lihat : http://www.ajnn.net/news/pemerintahracehtolak-pinjampakaikargedungdekranasdekepada
kkr/index.htmldiakses pada September 2019;
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3. Adanya diskusi awal berkenaan dengan hasil kerja KKR Aceh berupa laporan dan 2
(dua) rekomendasi dempelindungan terhadap HAM yang juga ditujukan ke
Pemerintah Pusat (Rekomendasi berkenaan dengan perubahan hukum, politik dan
administrasi serta rekomendasi berkenaan dengan reparasi yang komprehensif);

4. Adanya pemahaman bersama di level Pemerintah Pusathadn dengan Reparasi
atas hak korban pelanggaran HAM masa lalu Aceh adalah kewajiban negara, utamanya

pada Pemerintah Pusat.

3. Tindak Lanjut Kinerja KKR Aceh

Pembentukan KKR Aceh sejatinya merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk
menyelesaikan terbntinya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di daerah Aceh.
Pemerintah dan Gerakan Aceh MerdefaAM) memberikan ketegasan komitmen untuk
menyelesaikan konflik di Aceh secara damai, komprehensif, bermartabat, dan berkelanjutan
bagi seluruh warga. Pebentukan KKR Aceh yang dinyatakan dalam Pasal 229 Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menyatakan bahwa
pembentukan KKR Aceh merupakan bentuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di
masa lalu di daerah Aceh.

Dalam pelaksamannya praktik rekonsiliasi konflik yang diselesaikan oleh KKR Aceh
memiliki tantangan yang mirip dengan mekanistrensitional justicepada level nasional.
Transisi pasca konflik yang terjadi di Aceh tidak dapat dilepaskan dari transisi Indonesia
dimana leadilan transisional di Aceh pastéoU Helsinki dikondisikan sedemikian rupa
dengan adanya kebijakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki sifat
preemptivepada level nasional. Pembentukan KKR dianggap sebagai kebijakan yang bersifat
preemptive sebagaimana kebijakan nasioanal. Pemerintah Indonesia telah sejak lama
menginginkan adanya rekonsiliasi dengan amnesti yang dapat disandingkan dengan integrasi
ekonomi. Pemerintah juga mendukung adanya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia
melalui KKR daripada mekanisme pengadilan. Prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan
permasalahan masa depan bukan masa lalu pun senantiasa ditekankan. Pada akhirnya
pelanggaran hak asasi manusia tidak menjadi hal yang utama untuk dibahas dalam
pembahasarMoU antara pemerintah Indones@an GAM. Perwakilan negosiator dari GAM

menginginkan dibawanya penyelesaian kekerasan di pengadilan internasional dimana



organisasi internasional akan melanjutkan proses penyelidiks®etelah pembicaraan yang
ketiga, pada khirnya hak asasi manusia malah menjadi hilang dari agenda dan digantikan
dengan diskusi menganai partai politik lokal sebagai agenda baru dari pembicaraan
tersebut’®

DenganadanyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/RIM/R006, pemerintah
pusat memilikpandangan bahwa KKR tidak lagi memiliki sandaran hukum. Namun demikian,
pada saat ini faktanya KKR Aceh justr{ A RdzLJ( 1 SY 0 I fdari palék€ahadnUU Y I y R
Pemerintah Aceh yang dinyatakan bahwa untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan
undang-undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi #e&hjuh tahun setelah
pembentukan UU Pemerintah Aceh, diterbitkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang
KKR Acek?

Secara umum operasionalisasi dari lembaga sejenis KKR Aceh seharusnya mencakup
beberapa aspek sebagai berikut:

1. Konsultasi dan pembentukan;
Periode operasi;
Mandate temporal dan pelanggaran yanag diselidiki;
Perhatian khusus untuk kelompok korban tertentu;
Kewenangan,;

Pemilihan anggota,;

N o g bk~ w0 D

Implementasi rekomendasi.

Dalam pelaksanaarugas dan kewenangannya KKR Aceh berlandaskan pad&asas
keislaman, kéAcehan, independensi, imparsial, nahskriminasi, demokratisasi, keadilan
dan kesetaraan, dan kepastian hukum, adapun tujuan KKR Aceh adalah sebagai$erikut:

1. Memperkuat perdamaian degan mengungkapkan kebenaran terhadap

pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu;

178 Suh JiwonPreemtive Policies in Aceh, IndoneSiaytheast Asian Studies, Vol. 4 No. 1 April 2015,4285
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, him. 121. n

179 1bid, him. 103.

180 pasal 229 ayat (1) Undatmdang Nomof 1l Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

181 pada tanggal 24 Oktober 201élah dilantik komisioner KKR Aceh sebagai pelaksana tugas dalam
menjalankan kewenangan KKR Aceh

182 pasal 2 Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekondiliasi Ace

183 pasal 3 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.



2. Membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran hak asasi manusia
baik individu maupun lembaga dengan korban;
3. Merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korbaelanggaran hak asasi

manusia, sesuai dengan standar universal yang berkaitan denggmkaiorban.

Dalam Rsal 31 ayat (4}* ditegaskanbahwaé¢ NB1 2y aAf Al aA &l y3 &S
menutup kemungkinan untuk dilakukannya penegakan hukum di pengadilaaxdapipelaku
RFEfIFY {1ladza &ry3 alryYl RIYy O0SNISylly RSYy3IlyYy
bahwa rekonsiliasi dilakukan di luar pelanggaran hak asasi manusia berat. KKR Aceh bukanlah
proses akhir dari sebuah pelanggaran HAM namun menjadi sarana ietedia pelaksanaan
rekonsiliasi pasca adanya pengungkapan kebenaran yang telah dilaksanakan. Batasan dalam
Qanun Aceh ini sesungguhnya diberikan untuk memberikan penegasan bahwa KKR Aceh ada
untuk lebih mendekatkan keadilan bagi para korban, terlepasp#debatan yang mungkin
muncul mengenai mekanisme yang tepat untuk menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia
masa lalu, apakah melalui mekanisme yudisial -yadisial.

Biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh KKRdegedtberasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), APBN, APBK, dan sumber lain yang sah. Pemerintah
Aceh dapat melakukan mobilisasi nasional dan internasional dalam rangka pembiayaan

proses pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsfifasi.

184 pasal 31 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR mengatur bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan setelah
terjadi proses pengungkapan kebenaran dan dapat dilakukan baikesechvidual maupun kolektif.
185 pasal 42 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 330/ | 269 /2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 330/1209/2020
TENTANG PENETAPAN PENERIMA REPARASI MENDESAK PEMULIHAN HAK KORBAN
KEPADA KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Qanun Acch Nomor
17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh,
pemberian reparasi kepada individu dan/atau kelompok setelah
proses pengungkapun Jsbenaran - mejadi _isnggung jawab

b batra. Berditarkan st ctis Komel Relionaiisal Acehh Nomor
273/SK/KKR-Aceh/X11/2019  Perihal Rekomendasi _Reparas
Netdtaak Besmiihan Hake Korbn, pada tanggal 27 Mei 2020 telah
ditetapkan Keputusan Gubernur Acch Nomor 330/1209/2020
tentang Penctapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak
Korban Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia;

¢. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Rekonsiliasi Aceh Nomor
068/SK/KKr-Aceh/V1/2020 tanggal 25 Juni 2020 Perihal
Rekomendasi Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban,
menetapkan kembali pencrima reparasi mendesak pemulinan hak
korban kepada pelanggaran hak asasi manusia schingga Keputusan
Gubernur Aceh Nomor 330/1209/2020 perlu diubah;

d. bahwa dimaksud dalam
huruf &, huruf b dan huruf ¢, perlu menctapkan Keputusan
Gubernur_tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemnur Acch
Nomor 330/1209/2020 tentang Penctapan Penerima Reparasi
Mendesak Pemulihan Hak Korban kepada Korban Pelanggaran Hak
Asasi Manusia;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
si Aljeh dan Perubahan Peraturan

ot Propinel Stmmters Uara;

UNQAng-UNQENg NOmor oy tumun 1999 wnusg Heh o Asast

Manusia;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Acch;

@

»

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban;

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
acrah;

6.Peraturan  Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 g
Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap  Kerban
Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat;

7. Qanun..../2

L T

7. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi Aceh;

8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun
Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Aceh;

9, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Nomor 12/P-
KKRA/V /2019 tentang Tatacara Baku Repara:

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1209/2020 tentang
Penctapan Pencrima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban
Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia diubah schingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lamplran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Banda Aceh.
pada tanggal, _%_Juli 2020
n Dzulqﬂlzih 1441
7¢m, GUBERNUR ACEH,
NOVA IRIANSYAH
SALINAN - dari Keputusan ini kepada

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
3. Inspektur Aceh;

4. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;

5. Yang

2.

Kerangka operasional yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas KKR Aceh seharusnya

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh sekaligus memenuhi 4prinsip PBB



untuk penghapusan impunitas. Impunitas dapat muncul dari kegagalan negara untuk
memenuhi kevajiban dalam menyelidiki sebuah pelanggaran, mengambil tindakan terhadap
pelaku, khususnya membawa ke jalur persidangan, dan memastikan bahwa siapapun yang
dicurigai bertanggung jawab untuk diinvestigasi, diadili, dan dihukum; memberikan
pemulihan yang ektif pada korban atas cedera yang diderita, memastikan hak untuk
mengetahui kebenaran tentang pelanggaran serta mengambil lanigikeikah yang
diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Prinsip penghapusan impunitas ini telah disepakati oleh nrakga internasional
untuk memenuhi empat pilar utama yang penting dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi
manusiaPertamahak atas keadilarrifhts to justiceyang memiliki beberapa prinsip umum
yaitu ha katas kebenaran yang tidak dapat dicabut tengaglignggaran hak asasi manusia,
keadaan dan alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang meluas dan sistematis,
tugas negara untk dapat merawan memori dimana negara memiliki tugas untuk merawat
arsip dan buktbukti dengan tujuan untuk merawat ingat kolektif atas pelanggaran yang
terjadi (duty to remember)hak korban atas kebenaran dimana korban memiliki hak untuk
tahu atas apa yang terjadi dan keadaan yang melingkupinya juga nasib kegb&to(truth),
jaminan adanya langkah diwujudkannya lals kebenaran yaitu negara harus mengambil
langkah agar hak atas kebenaran terwujud mealui langkah yudisial atau non yudisial dimana
keduanya saling melengkapi;

Keduahak atas kebenarami@hts to truth)hak atas keadilan memuat prinsip umum
yaitu tugasnegara untuk melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, independen, dan
juga imparsial atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter dan
mengambil langkah yang tepat berkaitan dengan pelaku utamanya dalam ranah pidana
dimana para plaku yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana serius
berdasar hukum internasional dituntut, diadili, dan dihukuhe(duty to prosecute).

Ketiga, hak atas pemulihan/jaminan agar tidak terulangnya prinsip umum bahwa
pelanggaran hak asasianusia menerbitkan adanya hak korban ataupun keluarganya atas
pemulihan. Hal ini memberi implikasi adanya kewajiban dan tugas negara untuk memberikan
pemulihan kepada korban dan atau pun keluarganya. Pemulihan ini harus siap sedia, segera,
efektif, dalamberbagai bentuk. Pilar ini juga memuat jaminan tidak berulangnya prinsip
umum bahwa negara harus menjamin dan mereformasi kelembagaan dan lalagigkiah

lain yang diperlukan untuk menjamin adanya penghormatan terhadalp of law,



mempercepat dan menjagludaya adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia serta

membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan lembaga negara.
Pada pokoknya untuk menjamin tidak terjadinya atau terulangnya peristiwa yang sama,

negara harus mereformasin@aga negara, mengubah, atau bahkan mencabut peraturan

perundangundangan dan mereformasi lembaga yang berkontribusi pada adanya impunitas.

. AOFNY YSyYy3aSYylFA RFEal N Kdzl dzy LISYoSyiddzlly Y

bagi pemerintah pusat, Bellefroid fgendapat bahwa asas hukum umum menjadi norma
dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari
aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam
suatu masyarakat® Merujuk pada pendpat tersebut maka dalam rangka menciptakan
suatu peraturan perundangndangan yang baik yakni melalui penerimaan peraturan
tersebut dalam masyarakat, maka peraturan tersebut harus terbentuk dan berasal dari
adanya suatu sistem yang baik. Kedidikan teolamialmu hukum memiliki kedudukan yang
sangat esensial dalam penciptaan hukum itu ser#fri.

Pada umumnya norma hukum akan terdiri dari beberapa adpeitama, gebogaitu

apa yang harus dilakukan oleh manusia berupa suatu perintah untuk melakukan sesuatu
Kedua,laranganverbodyakni apa yang tidak boleh dilakukan dargenyaitu apa yang
dibolehkan atau tidak dilarang dan bukan merupakan perintah. Hamid A. Attamimi
berpendapat bahwa norma hukum terdiri daygbod, verboddan pengizinarioestemming

dan pembebasanvrijstelling18 Proses pembentukan peraturan perundamgdangan juga
harus memenuhi beberapa asas peraturan perundanddangan yang dikenal dalam sistem
peraturan perundangindangan di Indonesia diantaranya:

1. Asadex superior derogate legi inferi(peraturan perundangindangan yang lebih
tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Asas ini digunakan apabila
terjadi pertentangan dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang
undangan;

2. Asadex specialis derogate legi generaliang arinya bahwa aturan yang khusus

mengesampingkan aturan yang lama;

186 |shaq,DasarDasar lImu Hukumlakarta: Sinar Grafika, 2007, him. 75.

187 Otje Salman dan Anthon F. Susanteori Hukum: MengingatMlengumpulkan dan Membuka Kembali,
Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hi.1

188 Hamid S. Attamimilmu PerundangJndangan Dasabasar dan Pembentukannydakarta: Kanisius, 1992,
him. 12.



3. Asaslex posterior derogate legi priofgang artinya aturan yang lebih baru akan
mengesampingkan aturan yang lama;

4. Asasnonretroaktif (peraturan tidak berlaku surut), yakni bahwa undamgang
belum dapat diterapkan kepada suatu kasus apabila undemgng tersebut
belum ditetapkant®

Jika ditinjau dari permasalahan legalitas KKR Aceh berdasarkan Qanun Nomor 17
Tahun 2013, tentu tidak lepas dari pembahasan peraturan perundadgnganPerbedaan
pendapat mengenai kedudukan KKR Aceh lebih difokuskan pada aspek ketiadaan KKR
Nasional yang telah dihapuskan melalui Putusashk&émahKonstitusi membuat banyak
kalangan politik Aceh menilai KKR Aceh sudah sepatutnya dibubarkan pula. Bagamanapu
peraturan perundangindangan yang disusun harus memperhatikan @&ss peraturan
perundangundangan dengan tujuan menghindari disharmonisasi hukum. Oleh karena itu
diperlukan sebuah formulasi kebijakan publik yang nantinya dapat menguatkan kedudukan
KKR Aceh dan dapat menyelesaikan problematika legalitas KKR Aceh, karena formulasi
kebijakan merupakan upaya untuk memecahkan sebuah permasalahan yang dibentuk oleh
para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dari sekian banyak
alternative pemecahan yang adatsegga dapat dipilih alternatifebijakan yang terbaik®
Pada kenyataannyaQanun Nomor 17 Tahun 201ljBga tidak pernah dibatalkan oleh
pemerintah pusat. Walaupun pada saat itu, pembatalan peraturan daerah masih lazim
dilakukan olé pemerintah pusat.

Jimly Asshiddigie berpendapat bahwa KKR Aceh tidak secara langsung memiliki
keterkaitan dengan UU KKR yang dibatalkan oleh Putusan MK, namun lebih berhubungan
secara langsung dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahat?Azigdmbah
lagi pembentukan KKR Aceh merupakan salah satu butir kesepakatan MaldniHelsinki.

Mekanisme rekonsiliasi tentu sangat diperlukan untuk menjadi jalan tengah dalam
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menyelesaikan berbagai macam kasus pelanggaran hak asasi manusia dan hak asasi manusi
berat selama masa konflik bersenjata dua pik&k.

Namun demikian mempertimbangkan konstitusionalitas sebuah lembaga tentu juga
penting untuk menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan yang akan dirasakan oleh
seluruh warga negara. Putusan Mahkamah Korst#iuyang menyatakan bahwa UU KKR
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan tidak menjadikan Mahkamah
Konstitusi menutup upaya penyelesaian pelanggaran Hak asasi manusia berat di masa lalu
melalui upaya rekonsiliasiSejatinya terdapat bamk cam yang dapat ditempuh untuk
rekonsiliasi misalnya dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam kebijakan hukum (undang
undang) yang sejalan dengan UUD 1945 dan instrument hak asasi manusia yang berlaku
secara universal, atau dapat juga dilakukan rekonsihatalui kebijakan politik dalamangka
rehabilitasi dan amnestiecaraumum.!®3

Keberadaan lembaga yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam
menjalankan suatu negara dilihat dari kualitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Yang
menjadi hal esensighdalah macam kekuasaan suatu negara tidak tertumpuk pada satu
kekuasaan saja dalam negara, karena jika demikian dapat dikatakan independensi sebuah
lembaga dapat berakhif?

Pengaturan jumlah, fungsi, dan jenis lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan
pemerintahan harus diatur dan diabatasi dalam UUD atau konstitusi sebagai sebuah
konsekuensi dari negara yang konstitusional, Ivo D Duchacek menyatakandmatstiution
identify the sources, purposes, uses, and restraints of public péWendapat ini memétasi
bahwa kekuasaan yang diatur dalam konstitusi biasanya hanya bersifat umum yaitu yang
berkaitan dengan sumber, tujuan, kegunaan dan batdsatasan kekuasaan publik. Friedrich
menyatakaran institutionalised system of effective, regularised restraiptsn governmental
action®¢ Pernyataan tersebut memaknai bahwa hal terpenting dari setiap konstitusi adalah
pengaturan mengenai pembatasan kekuasaan legislatif, ekeskutif, dan yudikatif. Mengacu

pada kedua pendapat tersebut terdapat sebuah argumentagy ge@pakat bahwa pengaturan
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eksistensi lembaga negara berada pada konstitusi. Hal ini sejalan dengan pendapat K.C
Wheare yang menyatakan bahwanstitution may establish the principal institutions of
government, such as the house of legislature, executivadl, and a supreme couft! Hal

ini memumungkinkan adanya lembatganbaga tambahan di luar konstitusi. Namun
demikian eksistensi lembaga negara non permanen atau lgenbagara pendukung yang

tidak datur dalam konstitusi merupakan pendukung lembaga rega&rmanen yang telah

ada dan dalam menjalankan tugas dan keweregnga tidak bertentangan dengan lembaga
negara permanen.

Sejauh ini dalam praikt ketatanegaraan di Indonesia telah terjadi ketidakkonsistenan
pembentukan lembaga negara dan badan yang tdapenimbulkan tumpang tindih dalam
struktur hirarki kelembagaan negara. Politik hukum dapat dijadikan sebagai salah satu
dorongan yang dapat menjadi latar belakang pembentukan sebuah lembaga. Politik hukum
menjadi salah satu upaya menyelesaikan persoalaneggaraan bukan menimbulkan
persoalan bau, £hingga tugas dari politik hukum adalah menciptakan aturan dan sistem
implementasi hukum yang dapat menjadin adanya pemerataan anggaran, penghapusan
kemiskinan, dan penyediaan fasilitas publik yang merata, peambasan Korupsi Kolusi
Nepotisme, dan mendorong sektor ekonomi produktif atau membuka akses ekonomi lebih
besar bagi pelaku ekonomi kecil menengé&h.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia telah bermunculan berbagai lembaga negara
non permanen dari berbagai macam bentuk dan jenis dengan dasar hukum yang variatif,
UndangUndang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden ataupun Keputusan
Presiden. KKRceh menjadi salah satu bentuk lembaga negara yang awalnya terbentuk atas
dasar UndangJndang Pemerintahan Aceh. Secara kelembagaan, KKR Aceh juga seharusnya
memiliki keterikatan dengan eksistensi KKR Nasional, namun setelah UU KKR Nasional
adibatalkare melaluiJudicial Reviewdi Mahkamah Konstitusi, KKR Aceh kembali eksis dengan
berlandaskan Qanun Aceh.

Polemik yang muncul karena permasalahan struktural akibat belum adanya peraturan
perundangundangan yang mengatur kembali tentang KKR Nasional menjadikBnAceh
seolaholah tidak memiliki legitimasi dari pemerintah pusat. Dasar hukum operasionalnya

yang berupa Qanun dan dasar pengangkatan komisionernya yang berupa Keputusan

197K.C Wheareylodern Constutions, Oxford University press, 196im.3.
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Gubernur Aceh menjadikan ruang lingkup KKR Aceh sangat terbatas di daerah jaceh sa
Bagaimanapun KKR Aceh tetap perlu terintegrasi dalam kerangka kebijakan nasional agar
dapat melaksanakan fungsinya dengan lebih optimal.

Terkait dengan itu, grwakilan Forbes Aceh telah menyampaikan rekomendasi dan
kajian akademik tentang rekomendakebijakan Komisi Il DPR RI terkait penyelesaian
pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Diharapkan nantinya proses penyelesaian hak asasi
manusia yang dilaksanakan di KKR Aceh dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan dan
pembentukan kelembagaan KKR NasidPral.

Sejalan dengan pendapat Ali Abdurahman, peneliti memiliki rekomendasi bahwa
pemerintah dengan legislator (Dewan Perwakilan Rakyat) sebaiknya meningkatkan komitmen
danpolitical willuntuk dengan segera merancang pembahasan RUU KKR dan menghilangkan
kebiasan lama yang hanya memasukan sebuah rancangan undzhgng ke dalam daftar
program legislasi nasional tanpa melakukan tindak laAj@t.

Pemerintah seyagnya memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas
tugas KKR Aceh. Apalagi mengingat komitmelR Kéeh yang dalam tahunddapat sudah
dapat dikatakan berhasil dalam melakukan upapaya pencarian kebenaran melalui
kegiatannya, meski dalam keterbatasan dana dan hambatan kelembagaan (kesekretariatan).
KKR Acebkandapat menjadpilot projectpenegaka keadilan bagi masyarakat yang menjadi
korban pelanggaran hak asasi manusia berat secara nasional melalui proses pencarian
kebenaran dan rekonsiliasi. Dukungan dari pemerintah pusat akan menjadikan rekomendasi
hasil kerja KKR Aceh tidak lagi-sie karema berhenti di rekomendasi tanpa dapat
ditindaklanjuti, karena tindakanjut dari rekomendasi memerlukan legitimasi pemerintah
pusat.

Bentukbentuk dukungan dan pemberian legitimasi pemerintah pusat dapat terdiri
dari berbagai macam bentulPertama, bersana dengan DPR menerbitkan kembali KKR
Nasional, dimana eksistensi KKR Nasional nantinya tidak hanya akan bermanfaat pada

perbaikan pelaksanaan kinerja KKR Aceh, namun juga landasan bagi penegakan keadilan di

199 W2 | 2 {FRSg2% AY2YA&RA LLL 5t w SNl 2YAlYSyYy {
https://republika.co.id/berita/q4lgje318/komisiii-dpr-berkomitmenselesaikarkasushamaceh diakses 26

Oktober 2020.

2000 £ X 1 §RAzNY KYFY RIEYy YSA {Umahglidang Komisi K@&béhgranidantRéonsilas G dz] |y
RA LYR2ySaaitl RFEFY ' LI GF tSydzydlaly tStrFy3arNIy 1! a
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016, him. 5289.



https://republika.co.id/berita/q4lqje318/komisi-iii-dpr-berkomitmen-selesaikan-kasus-ham-aceh

seluruh wilayah Indonesia. Rekomendasi dari hemila KKR Aceh selama ini pun menjadi
lebih mudah untuk dilaksanakan mengingabpepemeriksaan dari banyaknya kasus di Aceh
sesungguhnya menjangkau wilayailayah di luar AcehKedua, sementara menunggu
diterbitkannya UU KKR Nasional, pemerintah mel&lenteri Perencanaan Pembangunan
NasionalBappenas dapat memasukan agenda penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM
masa lalu Aceh ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah petiddeerode
20202024. Dengan demikian mempermudah ketgrja KKR Acetermasuk memperkuat
kelembagaan dan kebutuhan anggaran, mengingat anggaranugiKRapat diberikan oleh

APBN karenaelama ini anggaran hanya bersumber pada APBA.



BAB VI
PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pasal 229 UndaAgndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
menyatakan (1) Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Untstzang
ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. (2) Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Aceh selmmana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (3) Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundadgngan. (4) Dalam
menyelesaikan kasus pelangggaran hak asasusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan pripsipsip adat yang hidup dalam
masyarakatTerlepas dari dibatalkannya UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi dengan
Putusan006/PUUIV/2006 KKR Aceh dibentuk dan mulai bgkesejak dilantik pada
tanggal 24 Oktober 2016. Dimaktubkan bahwa KKR Aceh mempunyai tugas dan fungsi
menjalankan Undangyndang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan
peraturan pelaksanaannya Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tenkaongisi
Kebenaan dan Rekonsiliagiceh

b. Tanpa adanya KKR (nhasional), maka KKR rAasth dapat dibentuk karena pada
prinsipnya UU KKR tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Hingga kini juga tidak dibentuk UU KKR baru dengan kriteria sebagaimelnatkis
Mahkamah Konstitusi dalam Putus®6/PUUIV/2006 Kondisi ini dapat disebut
sebagapenghalusan hukunréchtsverfijningyang pernah diterapkan dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PWiJ/2008 Hingga saat inQanun Aceh Nomor 17
tahun 2013tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aagh belum dibatalkan
oleh pemerintah pusat, walaupun sebenarnya pada saat diterbitkan pemerintah pusat
dapat saja melakukannya.

c. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia telah bermunculan berbagai lembaga negara
non permanen dari berbagai macam bentuk dan jenis dengan dasar hukum yang
bervariasi sepertndangUndang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden

ataupun Keputusan Prigien. KKR Aceh menjadi salah satu bentuk lembaga negara



yang awalnya terbentuk atas dasdndangUndang Nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh

d. Bentukbentuk dukungan dan pemberian legitimasi pemerintah pusat dapat terdiri
dari berbagai macam benku Pertama, bersama dengan DPBRapat menyusun
kembali KKR Nasional, dimana eksistensi KKR Nasional nantinya tidak hanya akan
bermanfaat pada perbaikan pelaksanaan kinerja KKR Aceh, namun juga landasan bagi
penegakan keadilan di seluruh wilayah Indonesekdmendasi dari hasil kerja KKR
Aceh selama ini pun menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan mengsuggte
pemeriksaan dari banyaknya kasus di Aceh sesungguhnya menjangkau wilayah
wilayah di luar AcelKedua,sementara menunggu diterbitkannya UU KKR Nasjon
pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat
memasukan agenda penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM masa lalu Aceh ke
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah peuiod periode 202€2024.
Dengan demikian mempermudakerjakerja KKR Aceh termasuk memperkuat
kelembagaan dan kebutuhan anggaran, mengingat anggaran KKR juga dapat diberikan

oleh APBN karena selama ini anggaran hanya bersumber pada APBA.

2. Saran

a. Pembentuk Undangndang perlu segera membentuk UU KKR dalamgka
penguatan kelembagam KKR Aceh ata@residen dapat membentuRerpu sebagai
respon atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi dajfanusan perkara 006/PUU
IV/2006

b. Sementara menunggproses legislasddU KKR Nasional, pemerintah melalui Menteri
Perencanan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat memasukan agenda
penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM masa lalu Aceh ke dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah periode untuk periode -202@.Pemerintah juga
dimungkinkanmembuat Peraturan Presiden dalam rangkandukung kinerja dan
pelaks@maantugas KKRceh.

c. Pada prinsipnygelaksanaan tugas d&merja KKR Aceh dapat menjadi masukan bagi
pembentukan KKR sejenis yang bersifat lokal dalam rangka penyelesaian rekonsialiasi
dan pengungkapan kebenaran atas pelgamgn HAMdi berbagai wilayah di

Indonesia.
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